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MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMNISTRASI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : 15 /Bua.1/SK/VII/2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA-K/L TA 2021 BAGI PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA DAN BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

Menimbang : a. Dengan ditetapkannya Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI TA
2021 melalui Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-
375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/pp.04.03/05/2020
perihal Daftar Program Kementerian/lembaga TA 2021, Surat
Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-
122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020
tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran (RSPP) dan Surat Direktur Jenderal Anggaran
Nomor 1090/AG/2020 Tanggal 3 Juli 2020 tentang
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun Anggaran (TA) 2021 serta Surat Kepala Biro
Perencanaan dan Organisasi Nomor
157/Bua.1/0T.01.1/7/2020 Tanggal 2 Juli 2020 Perihal
Penyampaian Pagu Indikatif TA 2021, perlu dilakukan
penyusunan RKA-K/L pada Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding.
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Mengingat

Untuk memberikan panduan dalam penyusunan RKA-K/L TA
2021 pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
khususnya Program Dukungan Manajemen sesuai dengan
besaran Pagu Indikatif yang telah dibagikan, Kebijakan
Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disepakati di
Trilateral Meeting, Pedoman Redesain Sistem Perencanaan
dan Penganggaran serta Petunjuk Teknis penggunaan
Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran, perlu disusun Petunjuk
Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 bagi Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)

Lingkungan Peradilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro
Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA
2021 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 —
2024,
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10.

11.

12.

13.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan
Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang
kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara,;

Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-
376/MK.02/2020; B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020
tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2021;

Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri
Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan
B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang  Pedoman

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
531/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun
pada Bagan Akun Standar;

Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-369/PB/2020
tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Pandemi Corona
Virus Desease 2019 (COVID19);
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-308/PB/2020
Hal Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada
DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA  BIRO PERENCANAAN DAN
ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH
AGUNG RI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA-
K/L TA 2021 BAGI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN
BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 ini merupakan
pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
dalam menyusun RKA-K/L TA 2021 khususnya pada Program

Dukungan Manajemen.

Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 bagi Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding bertujuan untuk:

1. menyempurnakan rencana kerja dan anggaran terhadap
kebijakan perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung
sebagaimana hasil Trilateral Meeting, Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran, penerapan Bagan Akun
Standar (BAS) dan penerapan pendekatan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);

2. menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap

target kinerja yang telah ditetapkan;

3. meminimalisasi permasalahan dalam penelaahan Kertas Kerja
RKA-K/L, pelaksanaan kegiatan, proses realisasi anggaran
maupun  terkait pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Struktur Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 bagi
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terdiri atas:
Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB | Pendahuluan

BAB Il Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

BAB Ill Penutup

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 13 Juli 2020

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
ATAN URUSAN ADMINISTRASI

v
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KATA PENGANTAR

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun penerapan redisain sistem
perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan
RKA-K/L sebagaimana mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-
122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain
Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Untuk mendukung kebijakan tersebut dan memastikan tercapaikan target
kinerja yang direncanakan dengan besaran Pagu Indikatif yang telah ditetapkan
melalui Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.02/2020 dan
B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020, tentang Pagu Indikatif K/L
Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 10.644.800.000.000 (sepuluh triliun enam ratus empat
puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam menyusun rencana kerja anggaran di
tahun anggaran 2021 diperlukan petunjuk teknis penyusunan RKA-K/L.

Kami sangat berterima kasih kepada Bapak/Ibu Mitra Mahkamah Agung baik di
Bappenas, DJA maupun Kementerian PAN dan RB yang selalu memberikan
pembinaan dan solusi atas permasalahan rencana kerja di MA, Bapak/IbuPerencana
pada Unit Eselon | dan Eselon Il khususnya di Biro Perencanaan dan Organisasi yang
telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi optimalnya
pemanfaatan petunjuk teknis penyusunan RKA-K/L ini.

Harapan kami, Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L ini dapat meningkatkan
optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi dan
akuntabilitas dan meningkatkan kinerja peradilan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) mengamanatkan kewajiban setiap
Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen penganggaran sebagai bagian dari
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sehubungan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-
376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tentang Pagu Indikatif K/L
Tahun 2021 dan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan
B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain  Sistem
Perencanaan dan Penganggaran serta kebijakan dan penganggaran Mahkamah
Agung di TA 2021, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Petunjuk Teknis
Penyusunan RKA-K/L TA 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran pada Mahkamah Agung TA 2021 sebagai acuan atau pedoman
perencanaan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran TA 2021 bagi
seluruh satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran pada Mahkamah Agung TA 2021 adalah untuk:

4. menyempurnakan Rencana Kerja Anggaran terhadap kebijakan perencanaan dan
penganggaran Mahkamah Agung sebagaimana hasil Trilateral Meeting, Redesain
Sistem Perencanaan dan Penganggaran, penerapan Bagan Akun Standar (BAS)
dan penerapan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);

5. menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap target kinerja yang
telah ditetapkan;

6. meminimalisasi permasalahan dalam penelaahan Kertas Kerja RKA-KIL,
pelaksanaan kegiatan, proses realisasi anggaran maupun terkait pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
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C.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 ini adalah

1.

D.

Mengatur tentang arah dan kebijakan rencana kerja anggaran TA 2021 pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Mengatur tentang mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran TA 2021 pada
di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, khususnya pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024;

Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika Tahun 2020-2024;

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan

Barang Milik Negara;
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11.Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
dan Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.02/2020;
B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2021;

12.Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor  S-122/MK.2/2020 dan
B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran;

13.Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang
Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

14.Surat Kementerian Keuangan Rl Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran
Akun Dalam Rangka Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID19);

15. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 Hal Penegasan
Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat
COVID 19.
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BAB Il

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

A. Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2021

A.1l. Pagu Indikatif TA 2021

Pagu Indikatif Mahkamah Agung TA 2021 telah ditetapkan melalui Surat Bersama
Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.02/2020;
B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2021, dengan

alokasi per program dan per unit eselon | sebagai berikut:

SB Pagu Indikatif 2021
Program (dalam Rp. Miliar)
OPS NOP | Jumlah
Program Dukungan Manajemen 8.764,9 | 1.476,4 | 10.241,3
Badan Urusan Administrasi 8.684,6 | 1.301,2 | 9.985,8
Badan Pengawasan 23,8 37,0 60,8
Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 56,5 138,2 194,7
Hukum dan Peradilan

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2459 | 1576 403,5
Kepaniteraan 157,6 17,6 175,2
Badan Peradilan Agama 32,4 43,4 75,8
Badan Peradilan Umum 38,7 823 121,0
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negera 17,2 14,3 315
Total 9.010,8 | 1.633,9 | 10.644,8

A.2. Prioritas Nasional

Berdasarkan RPJMN TA 2020 - 2024 dan RKP TA 2021, Mahkamah Agung
mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan/output prioritas nasional sebagai

berikut:

2021 (dalam Rp. Miliar)
PROGRAM/KEGIATAN TARGET ALOKAS]
Program Dukungan Manajemen 17.960
: . . : 33,5% 2.200
Peningkatan fungsi SPPT TI di Pengadilan (283 pengadilan)
Pengembangan prosedur beracara secara
elektronik di pengadilan (e- court) 1 konsep 1.000
. . : 223/282 satker 1.830
Peningkatan Zona Integritas Wilayah | (79%)
Peningkatan Zona Integritas Wilayah Il 201/271 satker 1.210
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2021 (dalam Rp. Miliar)
PROGRAM/KEGIATAN TARGET ALOKAS]
(74%)
, . : 224/247 satker
Peningkatan Zona Integritas Wilayah |l (90,6%) 2.160
: . . 110/110 satker
Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV (100%) 1.360
Diklat Sertifikasi Hakim Niaga 40 orang 900
Diklat Sertifikasi Hakim Mediator 160 orang 2.100
Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung 160 orang 2.100
Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA 160 orang 2.100
Penyl_Jsunan Grand Design Penguatan Kelembagaan 1 konsep 500
Jurusita
Penge_mbangan Kebljaka_r_l MA ) terkait mekanisme 1 dokumen 500
pemeriksaan sidang hak uji materiil
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 68.434
Layanan Pos Bantuan Hukum TBD 10.900
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui
Sidang diluar Gedung Pengadilan TBD 6.200
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui
. TBD 800
Pembebasan Biaya Perkara
Bimtek penanganan perkara berbasis keadilan
restoratif di Mahkamah Agung TBD 2.100
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang
) . . : TBD 6.000
diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara
P_erkara_ d|||ngkun_ga_n Pe_radllan Agama yang TBD 11.700
diselesaikan melalui sidang diluar gedung
Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan TBD 28.000
Agama
P.erkara_ d|||ngkun_ga_n Peradilan Agama vyang TBD 1.700
diselesaikan melalui Sidang Terpadu
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang TBD 44
Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara
Pos Bantuan Hukum TBD 990

A.3. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Menidaklanjuti hasil pengamatan dan evaluasi penerapan kebijakan sistem
perencanaan dan penganggaran melalui Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) dan
sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran (Aplikasi KRISNA), ditemukan
kendala-kendala sebagai berikut:

a. Perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen perencanaan dan
dokumen penganggran, sehingga sulit untuk dikonsolidasikan;

b. Rumusan nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat
dan bersifat normatif;

c. Publik sulit untuk memahami Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran;
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d. Mengingat masing-masing satuan kerja harus mengusulkan output untuk
menunjukkan keberadaannya, hal tersebut berdampak pada banyaknya output-
output kecil yang tidak riil dan sebagian bukan merupakan produk final yang
diterima oleh masyarakat di luar Kementerian/Lembaga tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, telah ditetapkan Surat Edaran Bersama
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri
Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang
Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, Yyang
menyederhanakan 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
menjadi 2 (dua) program sebagaimana telah terimplementasi penetapan Pagu Indikatif
TA 2021.

Selain penyederhanaan program, dampak dari RSPP ini adalah penyesuaian
nomenklatur output menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output
(RO).

Manfaat penerapan RSPP ini adalah:

a. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, Output dan
Outcome,

b. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) | dalam mencapai sasaran
kinerja;
c. Terwujudnya efisiensi belanja secara lebih optimal,

d. Terwujudnya integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat
mendukung singkronisasi perencanaan dan penganggaran;

e. Terwujudnya Nomenklatur Program, Kegiatan dan Output yang mencerminkan real
work (eye catching).

Implikasi dari penerapan RSPP:

a. Program tidak lagi mencerminkan tugas UKE I, tetapi lebih mencerminkan tugas
fungsi KI/L,;

b. Outcome mencerminkan hasil kerja Program yang ingin dicapai secara Nasional.
Bagi Program lintas K/L atau lintas UKE |, maka rumusan Sasaran Program dan
Indikator dapat dirumuskan sesuai dengan tusi dan kontribusinya;

c. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan UKE Il atau Satker
vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit
untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran;
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d. Keluaran harus mencerminkan “real work” atau “eye cathing” merupakan produk
akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO.

Definisi dan Ruang Lingkup:

a. Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen merupakan penggabungan
dari beberapa program:

- Program Dukungan Manajemen Teknis KI/L;

Program Pengawasan Aparatur K/L;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana K/L;
Program Pendidikan dan Pelatihan.

b. Program Teknis, didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional
berdasarkan RPJMN 2020-2024, bersifat lintas K/L.

Berikut adalah daftar penyesuaian program, KRO dan RO untuk Mahkamah Agung
dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP:

Program Jenis KRO | No. ﬁ%doe KRO Satuan
Program Dukungan 192 | EAA | Layanan Pekantoran Layanan
Dukungan | Manajemen | 193 | EAB | Layanan Perencanaan dan Layanan
Manajemen | Internal Penganggaran Internal

194 | EAC | Layanan Umum Layanan
195 | EAD | Layanan Sarana Internal Unit
196 | EAE | Layanan Prasarana Internal Unit
197 | EAF | Layanan SDM Orang
198 | EAG | Layanan Hukum Layanan
199 | EAH | Layanan Organisasi dan Tata Layanan
Kelola Internal
200 | EAI | Layanan Kehumasan dan Layanan
Protokol
201 | EAJ | Layanan Data dan Informasi Layanan
202 | EAK | Layanan Pengawasan Internal Layanan
203 | EAL | Layanan Monitoring dan Evaluasi Layanan
Internal
204 | EAM | Layanan Pendidikan dan Orang
Pelatihan Internal
Program Layanan 61 | BBA | Layanan Bantuan Hukum Orang
Penegakan | Bantuan Perseorangan
dan Hukum 62 | BBB | Layanan Bantuan Hukum Institusi
Pelayanan Lembaga
Hukum 63 | BBC | Layanan Bantuan Hukum Kelompok
Kelompok Masyarakat Masyarakat
64 | BBD | Layanan Bantuan Hukum Badan Badan
Usaha Usaha
65 | BCA | Perkara Hukum Perseorangan Perkara
66 | BCB | Perkara Hukum Lembaga Perkara
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Program Jenis KRO | No. ﬁoRdg KRO Satuan
Penanganan | 67 | BCC | Perkara Hukum Kelompok Perkara
Perkara Masyarakat
Hukum 68 | BCD | Perkara Hukum Badan Usaha Perkara

A.4. Kebijakan Rencana Kerja Mahkamah Agung

Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2021 merupakan kelanjutan dari rencana
kerja TA 2020 sebagaimana telah menjadi ketetapan dalam Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah dan Renstra Mahkamah Agung TA 2020 sd 2024, dengan
kebijakan sebagai berikut:

1.

9.

Mengamankan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang tertunda karena
pemotongan anggaran di TA 2020;

Melanjutkan pengadaan sarana dan prasarana sidang elektronik (e-Court dan e-
Litigasi);

Melanjutkan pembangunan gedung kantor pada 85 pengadilan baru;
Melanjutkan rencana aksi untuk mendukung pemenuhan target Peringkat
Kemudahan Berusaha;

Melanjutkan pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN;

Melanjutkan pembangunan/rehabilitasi Gedung Kantor dengan status Kontruksi
Dalam Pengerjaan;

Melanjutkan pemenuhan Fasilitas Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Hakim
melalui Standar Biaya Masukan Lainnya;

Melanjutkan penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung
dan Peradilan;

Pelayanan peradilan kepada para penyandang disabilitas;

10. Penanganan Perkara berdasarkan Restoratif Justice;
11. Perumusan kebijakan dalam rangka upaya reformasi sistem eksekusi perdata.

B. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding

Dalam rangka menyusun RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2021 sebagaimana SEB Pagu
Indikatif, alokasi pagu terbagi pada 2 (dua) program vyaitu Program Dukungan
Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan
sebagai berikut:

Kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

1. Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung;
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Pengelolaan Manajemen Peradilan Umum;
Penyelesaian Perkara Peradilan Umum;
Pengelolaan Manajemen Peradilan Agama,;
Penyelesaian Perkara Peradilan Agama,;
Pengelolaan Manajemen Peradilan Militer;
Penyelesaian Perkara Peradilan Militer;
Pengelolaan Manajemen Peradilan TUN;
Penyelesaian Perkara Peradilan TUN.

Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen:

1.

© © N A~ WD

Pengelolaan Hukum, Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat;
Pengelolaan SDM;

Pengelolaan Perencanaan dan Organisasi;

Pengelolaan Keuangan;

Pengelolaan Pelayanan Pimpinan;

Pengelolaan Aset;

Pengelolaan Rumah Tangga dan Pengadaan Aset;

Tata Kelola Kesekretariatan;

Tata Kelola Kesekretariatan Satker Daerah;

10. Pendidikan dan Pelatihan SDM,;
11. Penelitian dan Pengembangan;
12. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL melalui aplikasi SAKTI
adalah:

1.

o o~ Wb

~

Daftar Alokasi Anggaran pada masing-masing Pengadilan yang telah ditetapkan
dalam pagunya melalui Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor
157/Bua.1/0T.01.1/7/2020 Tanggal 2 Juli 2020 Perihal Penyampaian Pagu
Indikatif TA 2021;

Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021;

Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;

Manual penggunaan aplikasi SAKTI Modul Penganggaran;

Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan/atau estimasi;

Memasukkan rincian perkiraan maju Kerangka Pengeluaan Jangka Menengah
(KPJIM);

Mengisi estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Memperhatikan update realisasi belanja pegawai melalui aplikasi GPP;
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9. Memasukkan perkiraan penarikan anggaran per bulan, per jenis belanja;

10. Aturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah penganggran lainnya yang
berlaku.

B.1. Struktur RKA-K/L TA 2021 pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding

Untuk penyusunan RKA-K/L Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding,
sebagaimana pedoman RSPP, Program, Kegiatan, KRO, RO dan Komponen serta
Sub Komponen di bawah Unit Badan Urusan Administrasi, yang digunakan adalah
sebagai berikut:

005.WA Program Dukungan Manajemen

1066 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi

EAA KRO LAYANAN PERKANTORAN

EAA.001 RO Layanan Perkantoran

001 Komponen Gaji dan Tunjangan

Secara garis besar belanja pegawai terbagi atas 3 (tiga) pos belanja, yaitu:

(1) Gaji dan tunjangan (kelompok akun 5111);
(2) Honorarium, vakasi, lembur, dll (kelompok akun 5121); dan
(3) Kontribusi sosial (kelompok akun 5131).

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan
kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima
berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan seperti tunjangan
keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural dan fungsional, serta tunjangan
lainnya bagi aparatur negara (baik di dalam maupun luar negeri).

Kebijakan Mahkamah Agung terhadap belanja pegawai, karena keterbatasan
anggaran dan mengamankan pembayaran gaji dan tunjangan, untuk Belanja Uang
Lembur di TA 2021 tidak bisa dialokasikan.

Data kebutuhan belanja pegawai dihitung berdasarkan realisasi belanja pegawai
melalui restore backup aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) terakhir.

Update kebutuhan belanja pegawai di aplikasi SAKTI dilakukan melalui menu
Penganggaran — Pegawai — Restore Data Aplikasi GPP — Upload ADK Pegawali
— Cari File — Proses Upload.
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Berikut adalah akun-akun yang akan digunakan dalam penyusunan kebutuhan
belanja pegawai pada Komponen 001 Gaji dan Tunjangan.

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS Alokasi sudah memperhitungkan Gaji
Digunakan untuk mencatat pembayaran | ke-13 dan Gaji ke-14.
gaji pokok PNS.
511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS Alokasi sudah memperhitungkan Gaji
Digunakan untuk mencatat pengeluaran | ke-13 dan Gaiji ke-14.
pembayaran pembulatan gaji pokok PNS.
511121 | Belanja Tunjangan Suami/lstri PNS Alokasi sudah memperhitungkan Gaiji
Digunakan untuk mencatat pengeluaran | ke-13 dan Gaji ke-14.
pembayaran tunjangan suamif/istri PNS.
511122 | Belanja Tunjangan Anak PNS Alokasi sudah memperhitungkan Gaiji
Digunakan untuk mencatat pengeluaran | ke-13 dan Gaji ke-14.
pembayaran tunjangan anak PNS.
511123 | Belanja Tunjangan Struktural PNS Alokasi sudah memperhitungkan Gaji
Digunakan untuk mencatat pengeluaran | ke-13 dan Gaji ke-14.
pembayaran tunjangan struktural PNS.
511124 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS Alokasi sudah memperhitungkan Gaiji
Digunakan untuk mencatat pengeluaran | ke-13 dan Gaji ke-14.
pembayaran tunjangan PPh PNS.
511125 | Belanja Tunjangan PPh PNS Alokasi sudah memperhitungkan Gaiji
Digunakan untuk mencatat pengeluaran | ke-13 dan Gaji ke-14.
pembayaran tunjangan PPh PNS.
511126 | Belanja Tunjangan Beras PNS Cukup Jelas
Digunakan untuk mencatat pengeluaran
pembayaran tunjangan beras berbentuk
uang maupun natura.
511129 | Belanja Uang Makan PNS Cukup Jelas
Digunakan untuk mencatat pengeluaran
pembayaran tunjangan uang makan PNS.
511138 | Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS | Cukup Jelas
Digunakan untuk mencatat pembayaran
tunjangan khusus PNS Papua.
511147 | Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk | Dengan adanya PP 70/2015, Uang

Uang Duka PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran
tunjangan Lain lain termasuk uang duka
PNS dalam dan Luar Negeri.

Duka Wafat (UDW) dan Uang Duka
Tewas (Uang Duka Tewas) tidak lagi
dibayarkan oleh KPPN, tapi dibayarkan
oleh PT Taspen satu paket dengan
layanan Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS Cukup Jelas
Digunakan untuk mencatat pembayaran
tunjangan  umum/tambahan  tunjangan
umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri
sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun
2006.
511157 | Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Tunjangan kemahalan disesuaikan
Digunakan untuk mencatat Belanja | déngan zona masing-masing bagi
2016 dan Surat Edaran direktorat
jenderal perbendaharaan Kemenkeu
Nomor SE-31/PB/2017
511158 | Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 1. Tunjangan Hakim Ad Hoc sudah
Digunakan untuk mencatat Belanja | termasuk  pajak  penghasilan,
Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan sehingga  tidak  diperkenankan
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 memasukan tunjangan PPh Hakim
tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc | Ad Hoc.
dan SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE- | 2. Dialokasikan tunjangan ke-13
6/PB/2013 tentang Besaran Tunjangan | 3. Hakim Ad Hoc diberikan uang
Hakim Ad Hoc. penghargaan pada akhir masa
jabatan. Uang penghargaan
dialokasikan 2 (dua) kali besaran
tunjangan. Dalam hal Hakim Ad Hoc
tidak dapat menyelesaikan masa
jabatan, pemberian uang
penghargaan dilakukan
berdasarkan perhitungan masa
kerja jabatan.
4, Dalam melakukan input data
tunjangan hakim ad hoc dilakukan
secara manual dan harus selalu di
update dikarenakan tidak melekat
pada aplikasi GPP.
511224 | Belanja Tunjangan Fungsional | Cukup Jelas
TNI/POLRI
Digunakan untuk mencatat pembayaran
tunjangan fungsional TNI/POLRI.
511225 | Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI Cukup Jelas
Digunakan untuk mencatat pembayaran
tunjangan PPh TNI/POLRI.
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai
yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional satuan kerja
dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
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Untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor tersebut,

dialokasikan pada sub komponen sebagai berikut:

A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

Digunakan untuk mencatat pembiayaan
keperluan sehari-hari perkantoran yang
secara langsung menunjang kegiatan
operasional KIL, namun tidak
menghasilkan barang persediaan yang
terdiri antara lain:

1. Satuan biaya yang dikaitkan dengan
jumlah pegawai yaitu langganan surat
kabar/ berita/ majalah, biaya minum/
makanan kecil untuk rapat, biaya
penerimaan tamu.

2. Satuan bhiaya yang tidak dikaitkan
dengan jumlah pegawai antara lain
biaya  satpam/pengaman  kantor,
cleaning service, sopir, tenaga lepas
(yang dipekerjakan secara kontraktual),
telex, internet, komunikasi khusus
diplomat, pengurusan penggantian
sertifikat tanah yang hilang,
pembayaran PBB.

3. Digunakan untuk mencatat membiayai
pengadaan/ penggantian inventaris
yang berhubungan dengan
penyelenggaraan administrasi kantor/
satker di bawah nilai kapitalisasi.

1. Kebutuhan beban pembayaran PBB

untuk rumah dinas yang berpenghuni
dibebankan kepada Penghuni, untuk
rumah dinas yang tidak berpenghuni,
dibebankan pada DIPA (Permen PU
Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Pengadaan,
Pendaftaran, Penetapan Status,
Penghunian, Pengalihan Status dan
Pengalihan Hak Atas Rumabh).

. Jumlah tenaga honorer

(satpam/supir/pramubakti) tidak
boleh melebihi dari alokasi TA 2020.

. Biaya penjilidan bukan untuk

pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan penanganan
perkara

. Pengadaan air minum pegawai dan

pengunjung sidang

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

Digunakan untuk mengalokasikan
pengadaan barang yang tidak dapat
ditampung dalam akun 521111, 521112,
521113, 521114, 521115 dalam rangka
kegiatan operasional satker dan tidak
menghasilkan barang persediaan.

Belanja barang yang tidak menghasilkan
barang persedian dan nilainya kurang
dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

521811

Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi

Digunakan untuk mencatat belanja barang
yang menghasilkan persediaan berupa
barang konsumsi, seperti:

1. ATK (Alat tulis kantor)
2. Bahan cetakan

3. Alat-alat rumah tangga
4. Dl

Cukup Jelas
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B. Langganan Daya dan Jasa

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL

521111 | Belanja Keperluan Perkantoran 1. Akun ini dipergunakan untuk
Digunakan untuk mencatat membiayai mengalokasikan:
keperluan sehari-hari perkantoran yang a. Langganan lisensi antivirus yang
secara langsung menunjang kegiatan masa  berlakunya  maksimal
operasional KIL, namun tidak sampai dengan 12 (dua belas)
menghasilkan barang persediaan yang bulan.
terdiri antara lain: b. Langganan internet/bandwidth
1. Satuan biaya yang dikaitkan dengan menggunakan jasa

jumlah pegawai yaitu langganan surat telekomunikasi bersifat dedicated
kabar/ berita/ majalah, biaya minum/ dengan ketentuan untuk
makanan Kkecil untuk rapat, biaya Pengadilan  Tingkat Banding
penerimaan tamu. serendah-rendahnya 25 Mbps
2. Satuan biaya yang tidak dikaitkan dan Pengadilan Tingkat Pertama
dengan jumlah pegawai antara lain serendah-rendahnya 50 Mbps
biaya Satpam/pengaman kanton dan/atau menyesua|kan kapaS|taS
cleaning service, sopir, tenaga lepas maksimum yang tersedia pada
(yang dipekerjakan secara kontraktual), wilayah masing-masing.
telex, internet, komunikasi khusus c. Langganan Lisensi Video
diplomat, pengurusan penggantian Conference yang masa
sertifikat tanah yang hilang, berlakunya maksimal sampai
pembayaran PBB. dengan 12 (dua belas) bulan
3. Digunakan untuk mencatat | 2. Tidak diperbolehkan mengalokasikan
pengadaan/penggantian inventaris langganan TV kabel.
yang berhubungan dengan
penyelenggaraan administrasi
kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.

521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos | Pengiriman surat dinas pada kegiatan ini
Pusat dipergunakan untuk pengiriman surat
Pengeluaran untuk membiayai | Yang bersifat hon teknis
Pengiriman surat menyurat dalam rangka | (kesekretariatan).
kedinasan.

522111 | Belanja Langganan Listrik Anggaran langganan listrik tidak boleh
Digunakan untuk pembayaran langganan | digeser/revisi.
daya listrik termasuk untuk pembayaran
denda keterlambatan.

522112 | Belanja Langganan Telepon Cukup jelas.

Digunakan untuk pembayaran langganan
daya telepon termasuk untuk pembayaran
denda keterlambatan.
522113 | Belanja Langganan Air Digunakan untuk pembayaran

Digunakan untuk pembayaran langganan
air termasuk untuk pembayaran denda
keterlambatan.

langgaran air dan/atau pembelian air
tangki.
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MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

522141

Belanja Sewa

Digunakan untuk pembayaran sewa
(misalnya sewa kantor/gedung/ ruangan
atau sewa lainnya).

1. Sewa Gedung Kantor

Digunakan untuk sewa gedung
kantor apabila satker tersebut dalam
proses pembangunan/  renovasi
(tdak memungkinkan operasional
perkantoran) dan satker baru yang
belum memiliki gedung kantor.

. Sewa Mesin Fotocopy

dialokasikan  pada  Pengadilan
Tingkat Banding untuk Pengadilan
Tingkat Pertama selama 12 bulan.

3. Sewa Rumah Dinas Hakim/Hakim Ad

Hoc

dialokasikan  pada  Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama dengan volume
menyesuaikan pada jumlah hakim

yang ada.

C. Pemeliharaan Kantor

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan

- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan

Akun ini dipergunakan untuk:
1. Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor sudah

yang dilaksanakan sesuai dengan |  termasuk dengan pemeliharaan
Standar Biaya Masukan, dalam rangka | jaringan (listrik, internet, telepon),

mempertahankan gedung
bangunan kantor dengan

dengan 2%; dan
- Pemeliharaan/perawatan

~ dan wallpaper.
tingkat
kerusakan kurang dari atau sampai

N

Pemeliharaan Halaman Kantor

W

Pemeliharaan Pos Jaga

halaman/taman gedung/kantor agar | 5. Pemeliharaan Rumah Genset
berada dalam kondisi normal (tidak | catatan:

memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap

gedung dan bangunan).

BMN/SIMAN.

Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor

Volume gedung dan bangunan yang
diinput pada aplikasi SAKTI, harus
sesuai dengan volume dalam SIMAK

523119

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan Lainnya

Digunakan untuk pemeliharaan rumah
dinas dan rumah jabatan yang erat
kaitannya dengan pelaksanaan tugas para

Akun ini digunakan untuk:

1. Pemeliharaan Rumah Dinas
2. Pemeliharaan Mess
Catatan:

pejabat seperti istana negara, rumah

1. Sepanjang anggaran tersedia, Satker

Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/ dapat mengalokasikan —anggaran
Walikota/Mahkamah Agung/Ketua untuk pemeliharaan rumah dinas
Pengadilan Negeri/Pengadilan atau mess yang ditempati oleh
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan pegawai’hakim dan aset tersebut
Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua tercatat dalam SIMAK BMN/SIMAN
Lembaga Non Kementerian/ >  pembayaran langganan daya dan jasa

TNI/Polri/fasrama yang terdapat di semua
Kementerian/Lembaga Non Kementerian,
termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah
dengan Gedung Kantor/Gedung
Kesenian, Art Center/Gedung Museum
beserta isinya termasuk taman, pagar
agar berada dalam kondisi normal.

merupakan kewajiban penghuni rumah
dinas sebagaimana diatur dalam
Permen PU Nomor 22 tahun 2008
tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
Pendaftaran, Penetapan Status,
Penghunian, Pengalihan Status, Dan
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
BAB IV PENGHUNIAN RUMAH
NEGARA Romawi IV.1.

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin

Digunakan untuk pemeliharaan/perbaikan
untuk mempertahankan peralatan dan
mesin agar berada dalam kondisi normal
yang tidak memenuhi syarat kriteria
kapitalisasi aset tetap peralatan dan
mesin.

Akun ini dipergunakan untuk:

1. Pemeliharaan Personal Komputer
(PC) dan atau Notebook (Laptop)

Pemeliharaan Printer
Pemeliharaan Air Conditioner (AC)
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
Pemeliharaan Genset
Pemeliharaan Lift
Pemeliharaan pompa air
Pemeliharaan Inventaris Kantor
Bahan Bakar Genset.

Bahan bakar kendaraan sewa,
jika dari Penyedia tidak memberikan
voucher bahan bakar

© o N O~ WDN

10.
11.

Untuk kendaraan roda 4 dan 2 yang
diperoleh dari pinjam pakai dan/atau
hibah, dapat dialokasikan
pemeliharaannya dengan didukung oleh
BAST dan sudah tercatat di SIMAK BMN
dan/atau disahkan oleh Kementerian
Keuangan.

Sebagai referensi, berikut disampaikan nilai kapitalisasi BMN menurut PMK Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMN:
a) Sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk :
1) Peralatan dan mesin; atau

2) Aset tetap renovasi peralatan dan mesin.

b)

untuk :
1) Gedung dan bangunan; atau
2) Aset tetap renovasi gedung dan bangunan

Sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
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D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
521115 | Belanja Honor Operasional Satuan | Catatan:
Kerja 1. Jumlah staf pengelola keuangan
Honor tidak tetap yang digunakan untuk maksimal 2 (dua) orang.
kegiatan ~ yang  terkait dengan |2 Besaran honor KPA, PPK dan
operasional kegiatan seperti, honor |  ppspM disesuaikan dengan Surat
pejabat kuasa pengguna anggaran, |  Sekretaris Mahkamah  Agung
honor pejabat pembuat komitmen, | Nomor 100/SEK/OT.01.3/03/2017
honor pejabat penguji SPP dan tentang Kebijakan Standarisasi
penanda  tangan  SPM,  Honor Biaya Terkait Honorarium KPA,
Bendahara  Pengeluaran/Pemegang PPK dan PPSPM
Uang Muka, Honor Staf Pengelola
; 3. Honor Pengelola SAI hanya boleh
Keuanga_n, Honor Pengelola PNBP, dialokasikag pada Pe>r/1gadilan
g?&%KET\nAN)SAI (Pengelola SAK dan Tingkat Banding yang ditunjuk
' sebagai Korwil, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Maksimal jumlah pengelola
adalah 2 (dua) orang, yakni
untuk Pengelola SAIBA dan
Pengelola SIMAK.

b. Besaran honorarium maksimal
sebesar Rp 300.000 (tiga ratus
ribu rupiah) per bulan.

4. Honor Pengelola Penerimaan

PNBP.

521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | Digunakan untuk Pengadaan Pakaian

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan
pada sub komponen A

Dinas yang diperuntukan:
1. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim

2. Pakaian Kerja Pegawai Tidak
Tetap (Satpam, Pramubakti/
Cleaning Service dan Pengemudi)

E. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan
pada sub komponen A.

Akun ini digunakan untuk:

- Konsumsi
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi.
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MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

522191

Belanja Jasa Lainnya

Digunakan untuk pembayaran jasa
yang
kelompok 52211, 52212, 52213, 52214,
dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa
yang
tertentu
keterampilan (skillware) dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal
luas  di
menyelesaikan suatu pekerjaan.

tidak bisa ditampung pada

membutuhkan
yang

kemampuan
mengutamakan

dunia usaha untuk

Akun ini jika diperlukan bisa digunakan
untuk
rohaniawan/penterjemah dll.

pembiayaan

F. Rapat Koordinasi Internal

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan
pada sub komponen A.

Akun ini digunakan untuk:

- Konsumsi
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi

G. Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

524111

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Digunakan untuk mencatat pengakuan
beban atas perjalanan dinas jabatan yang
melewati batas kota dan perjalanan dinas

pindah
mengatur
dalam negeri

sesuai dengan PMK vyang
mengenai perjalanan dinas
bagi pejabat negara,

pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
Perjalanan dinas jabatan yang melewati
batas kota meliputi:

1.

2.
3.
4.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan;

Pengumandahan (detasering);
Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

Menghadap Majelis Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan;

Memperoleh pengobatan;

Mendapatkan pengobatan
berdasarkan keputusan Majelis Penguiji
Kesehatan Pegawai Negeri;

PMK 113 Tahun 2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan
Pegawai Tidak Tetap
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MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

7. Mengikuti pendidikan setara

Diploma/S1/S2/S3;

8. Mengikuti diklat.

9. Menjemput/mengantarkan ke tempat
pemakaman jenazah Pejabat Negara/
Pegawai Negeri yang meninggal dunia
dalam melakukan perjalanan dinas.

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat perjalanan
dinas yang dilaksanakan di dalam kota,
sebagimana diatur dalam PMK No 113
Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas

Pejabat atau pegawai yang
menggunakan kendaraan dinas untuk
melaksanakan tugas perjalanan dinas
dalam kota tidak diberikan uang
transportasi.

H. Pembinaan/Rapat Koordinasi Pada Tingkat Banding

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | Akun ini digunakan untuk:
Sudah jelas, sebagaimana penjelasan - Konsumsi
pada sub komponen A - Bahan/Spanduk/Dokumentasi
524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Cukup jelas.

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan
pada sub komponen G

I. KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sepanjang anggaran tersedia dapat
Sudah jelas, sebagaimana penjelasan | digunakan —untuk  konsultasi  bagi
Pengadilan Tingkat Banding.
524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pejabat atau pegawai yang

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan
pada sub komponen G

menggunakan kendaraan dinas untuk
melaksanakan tugas perjalanan dinas
dalam kota tidak diberikan uang
transportasi.
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J. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

Sudah jelas, sebagaimana penjelasan
pada sub komponen A.

- Kewajiban ini diperuntukan kepada
satker yang telah ditentukan (terlampir)

- Dipergunakan untuk test narkoba

K. Penanganan COVID 19

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada sub komponen ini:

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL

521131 | Belanja Barang Operasional — | Akun ini bisa digunakan untuk alokasi:
Penanganan Pandemi COVID-19 - Pengadaan masker/hand sanitizer,
Digunakan untuk mencatat Belanja obat, vitamin dan penambah daya
Barang Operasional dalam rangka tahan tubuh
Penanganan COVID-19 dan vyang | . Pengadaan penyemprotan
mem|l|k| masa manfaat kUI‘ang da” satu disinfek‘tan d| area kantor dan
tahun serta harga satuannya tidak sekitarnya  yang dilaksanakan
melebihi dari nilai kapitalisasi aset. swakelola

- Pengadaan thermogun/thermometer
infrared

- Pengadaan bilik desinfektan non
permanen.

521841 | Belanja  Barang Persediaan  — | Pengadaan masker/hand sanitizer, obat,
Penanganan Pandemi COVID-19 vitamin dan penambah daya tahan
Digunakan untuk mencatat Belanja tut_)uh_, APD/alat Uji Medis/Rapid test_dan
Barang Persediaan dalam rangka | S€jenisnya  yang menghasilkan
Penanganan COVID-19 dan yang | Persediaan.
memiliki masa manfaat kurang dari satu
tahun serta harga satuannya tidak
melebihi dari nilai kapitalisasi aset.

EAC KRO LAYANAN UMUM

Klasifikasi Rincian Output (KRO) Layanan Umum ini merupakan alokasi Belanja
Barang Non Operasional untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi
ASN sebagaimana mandat pada Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang ASN
dengan alokasi pada Rincian Output (RO) sebagai berikut:
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EAC.003 RO Layanan Dukungan Manajemen Daerah

Untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetisi ASN tersebut, dialokasikan
dalam bentuk belanja barang non operasional.

Belanja Non Operasional merupakan pembelian barang atau jasa yang habis pakai
dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya
pelayanan yang bersifat eksternal

052 Non Operasional Satker Daerah

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini:

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL

521211 | Belanja Bahan Konsumsi dan kudapan (shack) harus

Digunakan untuk mencatat pengeluaran | ditulis dalam detil secara terpisah.
kegiatan (habis dipakai) seperti: maksimum yang berbeda dalam SBM.

1. Konsumsi/bahan makanan;
2. Dokumentasi;

3. Spanduk;

4. Biaya fotokopi;

dalam  pelaksanaan kegiatan non
operasional (pameran, seminar,
sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain)
yang terkait langsung dengan output suatu
kegiatan dan tidak menghasilkan barang

persediaan.

522151 | Belanja Jasa Profesi 1. Akun ini digunakan untuk membayar
Belanja untuk pembayaran honorarium honorarium  narasumber  kegiatan
narasumber yang diberikan kepada | Pembinaan/  sosialisasi  yang

ASN/non-ASN  sebagai  narasumber, |  diselenggarakan pengadilan tingkat
pembicara,  praktisi  pakar yang | Panding.

memberikan informasi/pengetahuan | 2. Dalam hal narasumber/pembahas
kepada ASN lainnya/masyarakat. tersebut berasal dalam unit organisasi
eselon | penyelenggara diberikan
honororium sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari besaran honorarium
narasumber/pembahas pada SBM

524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket | Cukup jelas
Meeting Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan
beban perjalanan dinas dalam rangka
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
yang dilaksanakan di dalam kota satker
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya
oleh satker penyelenggara maupun yang
dilaksanakan di dalam kota satker peserta
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL

dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung
oleh satker peserta, yang meliputi:

1. Biaya transportasi peserta, panitia/
moderator, dan/atau narasumber baik
yang berasal dari dalam kota maupun
dai luar kota;

2. Biaya paket meeting (halfday/ fullday/
fullday);

3. Uang saku peserta, panitia/moderator
dan/atau narasumber baik yang
berasal dari dalam kota maupun dari
luar kota termasuk uang saku rapat
dalam kantor di luar jam kerja;

4. Uang harian  dan/atau biaya
penginapan peserta, panitia/
moderator, dan/atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

Besaran satuan harganya mengikuti SBM
yang berlaku

524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket | Cukup jelas
Meeting Luar Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan
beban perjalanan dinas dalam rangka
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
yang dilaksanakan di luar kota satker
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya
oleh satker penyelenggara, serta yang
dilaksanakan di luar kota satker peserta
dengan biaya perjalanan dinas yang
ditanggung oleh satker peserta, yang
terdiri dari biaya transportasi, biaya paket
meeting, uang saku, uang harian

Besaran satuan harganya mengikuti SBM
yang berlaku.

EAD KRO LAYANAN SARANA INTERNAL

Merupakan Komponen untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana
transportasi darat untuk pejabat, angkutan pegawai, operasional kantor/lapangan.
Secara umum berupa alat transportasi darat yang merupakan produk manufaktur
dan dipasarkan secara umum/masal.

EAD.O01 RO LAYANAN SARANA INTERNAL
051 Komponen Pengadaan Kendaraan Bermotor

Merupakan Komponen untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana
transportasi darat untuk pejabat, angkutan pegawai, operasional kantor/lapangan.
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Secara umum berupa alat transportasi darat yang merupakan produk manufaktur
dan dipasarkan secara umum/masal.

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan
peralatan dan mesin yang digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain
biaya pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya  untuk  memperoleh  dan
mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.

Alokasi belanja modal Kendaraan
Bermotor untuk tahun anggaran 2021
hanya diperuntukkan bagi penggantian
kendaraan yang sudah dihapuskan dan
sudah diusulkan melalui RKBMN

532121

Belanja Penambahan Nilai Peralatan
dan Mesin

Belanja Modal setelah  perolehan
peralatan dan mesin yang
memperpanjang masa manfaat/umur
ekonomis, atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomis di masa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, produksi atau peningkatan
standar kinerja; dan memenuhi batasan
minimun  kapitalisasi sesuai dengan
peraturan menteri keuangan yang
mengatur batasan minimun kapitalisasi.

Cukup jelas.

052

Komponen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Komponen “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”, adalah output dalam

rangka pemenuhan kebutuhan

media pemroses data,

penyimpan data,

menampilkan hasil olahan data, dan/atau media komunikasi. Komponen “Perangkat
Pengolah Data dan Komunikasi”, secara umum berupa peralatan elektronikal dalam
rangka pengolahan data dan telekomunikasi yang menunjang aktivitas administratif
umum sebuah instansi/perkantoran.

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan
peralatan dan mesin yang digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain
biaya pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung

Setiap Pengadaan Belanja Modal
Peralatan dan Mesin agar dialokasikan
untuk Honor Panitia Pengadaan/Pokja
dan Honor Penerima Hasil Pekerjaan
untuk belanja di atas Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah).

BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI




MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
lainnya  untuk  memperoleh  dan
mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.

532121

Belanja Penambahan Nilai Peralatan
dan Mesin

Belanja Modal setelah  perolehan
peralatan dan mesin yang
memperpanjang masa manfaat/umur
ekonomis, atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomis di masa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, produksi atau peningkatan
standar kinerja; dan memenuhi batasan
minimun  kapitalisasi sesuai dengan
peraturan menteri keuangan yang
mengatur batasan minimun kapitalisasi.

Akun ini digunakan untuk penambahan
/peremajaan instalasi

internet/telpon

jaringan

053 Komponen Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Komponen “Peralatan Fasilitas Perkantoran”, adalah komponen dalam rangka
pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai
dan layak. Komponen “Peralatan Fasilitas Perkantoran”, secara umum berupa
peralatan elektronik/non elektronik dan buku yang disediakan dalam rangka
memenuhi unsur kelayakan secara umum fasilitas sebuah gedung/ bangunan
perkantoran.

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini:

MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setiap Pengadiaan Belanja Modal Peralatan
Digunakan untuk mencatat pengadaan dan.MeSin agar d|a|0kaS|kan Untuk Honor
peralatan dan mesin yang digunakan | Panitia Pengadaan/Pokja
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain
biaya pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya  untuk  memperoleh  dan
mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.
536111 Tidak berlaku nilai selama

Belanja Modal Lainnya

Digunakan untuk mencatat memperoleh
Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya
yang tidak dapat diklasifikasikan dalam
belanja modal tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan. Digunakan untuk mencatat
memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset
Lainnya sampai dengan siap digunakan.

kapitalisasi

ditempatkan di perpustakaan.
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MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

Belanja Modal Lainnya dapat digunakan
untuk pengadaan software,
pengembangan website, pengadaan
lisensi yang memberikan manfaat lebih
dari satu tahun baik secara swakelola
maupun dikontrakkan kepada Pihak
Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat
digunakan untuk pembangunan aset tetap
renovasi yang akan diserahkan kepada
entitas lain dan masih di lingkungan
pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap
Renovasi yang nantinya akan diserahkan
kepada entitas lain berupa Gedung dan
Bangunan mengikuti ketentuan batasan
minimal.

EAE

EAE.O001

051

KRO LAYANAN PRASARANA INTERNAL

RO LAYANAN PRASARANA INTERNAL

Komponen Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan

Komponen ini digunakan untuk mencatat alokasi kebutuhan anggaran pengadaan
gedung/bangunan dan Renovasi serta Rehabilitasi Gedung dan Bangunan

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

533111

Belanja  Modal Gedung dan
Bangunan

Digunakan untuk mencatat memperoleh
gedung dan bangunan secara
kontraktual sampai dengan gedung dan
bangunan siap digunakan meliputi biaya
pembelian atau biaya kontruksi,
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris
dan pajak (kontraktual)

Digunakan untuk mencatat
gedung dan
kontraktual dan diusulkan melalui RKBMN

perolehan

bangunan baru secara

533121

Belanja Penambahan Nilai Gedung
dan Bangunan

Belanja Modal setelah perolehan
gedung dan bangunan yang
memperpanjang masa manfaat/umur
ekonomis, atau yang kemungkinan
besar memberi manfaat ekonomis di
masa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, produksi atau
peningkatan standar kinerja; dan
memenuhi batasan minimun kapitalisasi
sesuai dengan peraturan menteri

. Penambahan/Peremajaan

1. Diperuntukkan untuk renovasi gedung

yang nilai kerusakannya menurut
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah
65%.

jaringan
listrik/air yang nilai kapitalisasinya di atas
Rp25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah)

3. Penambahan daya listrik gedung kantor
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MAK BAGAN AKUN STANDAR KEBIJAKAN INTERNAL
keuangan yang mengatur batasan
minimum kapitalisasi.
052 Komponen Pengadaan Tanah

Komponen ini digunakan untuk mencatat alokasi kebutuhan pengadaan tanah untuk
pembangunan gedung/bangunan negara yang tidak disertai pembangunan di
atasnya. Komponen ini juga untuk alokasi pengadaan sertifikat tanah yang
dilaksanakan pada tahun anggaran yang berbeda dengan pengadaan tanahnya.

Berikut adalah akun-akun yang dapat dipergunakan pada komponen ini:

MAK

BAGAN AKUN STANDAR

KEBIJAKAN INTERNAL

531111

Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran yang dilakukan
untuk pengadaan/ pembelian/
pembebasan penyelesaian, balik nama,
pengosongan, penimbunan, perataan,
pematangan tanah, pembuatan sertifikat
tanah serta pengeluaran-pengeluaran
lain  yang  bersifat  administratif
sehubungan dengan perolehan hak dan
kewajiban atas tanah pada saat
pembebasan/pembayaran ganti rugi
sampai tanah tersebut siap digunakan/
pakai (swakelola/kontraktual).

Cukup jelas.

531114

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat
Tanah

Pengeluaran yang dilakukan untuk
pembuatan sertifikat tanah pada saat
pengadaan/pembelian tanah secara
swakelola sampai dengan tanah
tersebut  siap  digunakan/dipakai
(swakelola).

Akun 531114 pada sub komponen ini
digunakan  juga untuk pengadaan/
pengurusan sertifikat tanah a.n Mahkamah
Agung RI

B.2. Estimasi PNBP

Sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas
PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan
SK Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, untuk mencatat estimasi
pendapatan/penerimaan PNBP TA 2021, pengadilan diminta untuk menghitung
besaran estimasi tersebut dengan menggunakan akun-akun di bawah ini:
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KODE AKUN PENJELASAN
Akun PNBP Umum
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Akun PNBP Fungsional
425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan
Peradilan
425233 Pendapatan Ongkos Perkara
425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

B.3. Rencana Penarikan

Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana penarikan
kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan
kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA

Sekretaris Pengadilan selaku KPA setiap tahun menetapkan:

1. Rencana Penarikan Dana (RPD)
2. Estimasi Penerimaan Dana (PNBP)

Dalam Aplikasi SAKTI, untuk menginput rencana penarikan dana bulanan
menggunakan menu RUH — POK — Klik tombol pencarian satker untuk memilih
satker dan menampilkan data POK untuk satker tersebut.

Klik “Renc. Penarikan yang masih belum sesuai (berwarna merah) untuk
menyesuaikan rencana penarikan bulanan pada komponen tersebut. Atau klik icon
expand (V) pada komponen untuk menyesuaikan rencana penarikan pada detail.

1706,003.002 Laporan Statistik Keuang. 50.484.000 51.324.000
> 031 Koordinasi Laporan Keua... 28.208.000 28.208.000 Renc Penarikan
» 052 Pembinaan SAP pada Pe.. 11.364.000 11.364.000 Renc Penarikan
> 053 Penyusunan Laporan Stat.. £160.000 5000000 [ ETEREIEIREN
> 054 Sosialisasi/ Workshop/ Di... 6.752.000 6.752.000 Renc Penarikan

Setelah itu, pada bagian bawah form terdapat fitur “Tayang sampai dengan level
Komponen” dan “Tayang Semua” untuk memeriksa lebih detail terkait rincian yang
belum sesuai rencana penarikannya. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian pada
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form ini, akan dapat diidentifikasi pada saat melakukan Validasi Data Belanja dengan
kode kesalahan 053.

Langkah selanjutnya adalah mengisi Rencana/Estimasi Penerimaan PNBP dengan
menggunakaan menu RUH — Penerimaan/Pendapatan. Selanjutnya diinput
berdasarkan estimasi realisasi berdasarkan rencana kegiatan yang sudah
dijadwalkan, baik secara manual (Menu Rekam) maupun menggunakan bantuan
menu “Import Data TRPNBP”.

B.4. Validasi Data Belanja

Untuk memastikan kebenaran struktur anggaran sebelum data belanja dapat
diapprove oleh KPA adalah melakukan Validasi Data Belanja untuk mengetahui
secara sistem, langkah mana yang terlewati atau belum sesuai.

Dalam Aplikasi SAKTI, untuk melakukan Validasi Data Belanja menggunkan menu
RUH — Validasi Data belanja — pilih Satker — Proses.

Apabila terdapat kegagalan maka dapat dilihat penjelasannya pada menu “Lihat Kode
Validasi”. KPA baru akan dapat menyetujui usulan bila sudah melewati validasi ini.
Status Validasi dari usulan dapat dilihat dengan mengklik “sudah valid”.

B.5. Approval oleh KPA

Langkah selanjutnya adalah approval oleh KPA melalui login KPA dan menyetujui
usulan RKA-K/L yang telah divalidasi datanya melalui menu Monitoring — Monitoring
Submit dan Approve Data.

KPA mengklik baris yang akan diapprove lanjut mencentang kolom ‘S” (singkatan dari
Satker) kemudian klik “Simpan”. Apabila proses ini berhasil dilakukan, maka Unit dapat
melihat data usulan satker untuk kemudian diproses lebih lanjut.

Meonitoring Submit dan Approve Data

Tahur Anggaran

KEMENTERUAN KEUANGAN

Ditjen Perbzndaharasn

Tarmpilkan ® SeluruhDaw O Data Usulan Terakhir © Data Usulen Terakhir POK O Data Usulan Terakhir DIFA
u ev Dipa Sts RUHBelanja  Validate Submit Total [ u K D

History Kanwil/PA

634260 - K.. = SATKER DOO - RKAK..  SATKER - v 4052.496.0..
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BAB III
PENUTUP

Diharapkan dengan telah disusunnya pedoman ini untuk dijadikan pedoman dalam
penyusunan RKA-K/L TA 2021 oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sesuai
dengan besaran Pagu Indikatif yang telah dibagikan, Kebijakan Rencana Kerja dan
Anggaran yang telah disepakati di Trilateral Meeting, Pedoman Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran serta Petunjuk Teknis penggunaan Aplikasi SAKTI
Modul Penganggaran.

Sebagai bagian dari mekanisme turunnya pagu, yaitu Pagu Indikatif, Pagu Anggaran
dan Pagu Alokasi, untuk memberikan pedoman lanjutan dalam penyusunan RKA-K/L
Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi, pedoman ini akan terus disempurnakan
menyesuaikan kebijakan rencana kerja dan anggaran serta teknis struktur anggaran
pada Aplikasi KRISNA melalui Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran pada link
https://sakti.kemenkeu.go.id/anggaran.

Akhir kata, karena penyusunan pedoman ini dilakukan dalam kondisi pandemi covid-
19 dengan keterbatasan ruang dan waktu, mohon maaf jika ada
kekurangan/kesalahan dalam penulisan pedoman ini. Untuk penyempurnaan
penyusunan pedoman ini, saran dan masukan bisa disampaikan melalui emalil
renogbimon@gmail.com. Untuk konsultasi, tanya jawab dan diskusi bisa
menghubungi Sdri Emie Yuliati di £ 08118603902/Sdr Syaiful Arif di & 085214750481
atau WAG Bincang Renprog&Anggaran.
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KERTAS KERJA RKA-KL

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021
KIL
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO PERHITUNGAN TAHUN 2021
KODE HARGA JUMLAH
KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME SATUAN BIAYA
1 2 3 4 5
005.WA Program Dukungan Manajemen
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
EAA Layanan Perkantoran 1 Layanan XXXXXXXX XXXXXXXX
001 Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan
511111|Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaiji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaiji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511119 |Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511121|Belanja Tunj. Suamillstri PNS
- Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 1THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunj. Suami/lstri PNS (gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunj. Suami/lstri PNS (gaji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511122 |Belanja Tunjangan Anak PNS
- Belanja Tunjangan Anak PNS 1THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaiji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511123 |Belanja Tunjangan Struktural PNS
- Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511124 (Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511125|Belanja Tunjangan PPh PNS
- Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511126 |Belanja Tunjangan Beras PNS
- Belanja Tunjangan Beras PNS 1THN XXXXXXXX XXXXXXXX
511129 (Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Uang Makan PNS 1THN XXXXXXXX XXXXXXXX
511138 |Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 1 THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS (... Orang x 1 bulan) (gaji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511151 |Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511157 |- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
- Tunjangan Kemahalan Hakim Karir (... Orang x 12 bulan) ..OB XXXXXXXX XXXXXXXX




PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO PERHITUNGAN TAHUN 2021
KODE HARGA JUMLAH
KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME SATUAN BIAYA
1 2 3 4 5
511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
- Uang Kehormatan Hakim Tipikor (... Orang x 13 bulan) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
- Uang Kehormatan Hakim PHI (... Orang x 13 bulan) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
- Uang Kehormatan Hakim Niaga (... Orang x 13 bulan) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
- Uang Kehormatan Hakim Perikanan (... Orang x 13 bulan) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
- Uang Kehormatan Hakim HAM (... Orang x 13 bulan) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
- Uang Penghargaan Akhir Masa Jabatan Hakim Ad Hoc (... Orang x 2 bulan) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
511224 |Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI
- Belanja Tunjangan Fungsional TNI 1THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan Fungsional TNI (... Orang x 1 bulan) (Gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
511225|Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunjangan PPh TNI 1 THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Belanja Tunjangan PPh TNI (... Orang x 1 bulan) (Gaji ke 13) 1BLN XXXXXXXX XXXXXXXX




KERTAS KERJA RKA-KL

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021
KIL
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT PERHITUNGAN TAHUN 2021
KODE KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUAN J;“:tﬁ”
1 2 3 4 5
005.WA Program Dukungan Manajemen
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
EAA Layanan Perkantoran 1 Layanan
001 Layanan Perkantoran
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
521111|Belanja Keperluan Perkantoran
- Pramubakti (... Org x 12 bin) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
- THR Pramubakti (... Org x 1 bln)
- Satpam (... Org x 12 bin) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
- THR Satpam (... Org x 1 bln)
- Pengemudi (... Org x 12 bIn) ..0B XXXXXXXX XXXXXXXX
- THR Pengemudi (... Org x 1 bIn)
- Pengadaan/ Penggantian Inventaris (yang berhubungan dengan
penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi) .. 0T XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pengurusan Penggantian Sertifikat Tanah Yang Hilang ..THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah ... BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- PBB Rumah Dinas yang tidak ditempati ... THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Air Minum/Galon ... BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Biaya Penijilidan ... THN XXXXXXXX XXXXXXXX
521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya ... THN XXXXXXXX XXXXXXXX
521811 |(Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran ( pegawai < 40 org) ... THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran ( pegawai > 40 pegawai) 0T XXXXXXXX XXXXXXXX
B LANGGANAN DAYA DAN JASA
521111|Belanja Keperluan Perkantoran
- Langganan Internet ... BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Langganan Web Hosting ... THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Langganan Lisensi Antivirus ... THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Langganan Lisensi Video Conference ... THN XXXXXXXX XXXXXXXX
521114 (Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- Biaya Pengiriman Surat Dinas ... BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
522111|Belanja Langganan Listrik
- Langganan Listrik ... BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
522112|Belanja Langganan Telepon
- Langganan Telepon .. BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
522113|Belanja Langganan Air
- Langganan Air/Tangki Air ... BLN XXXXXXXX XXXXXXXX
522141(Belanja Sewa
- Sewa Gedung Kantor ... THN XXXXXXX XXXXXXXX
- Sewa Rumah Dinas Hakim/Hakim Ad Hoc ... THN XXXXXXX XXXXXXXX
- Sewa Mesin Fotocopy ... THN XXXXXXX XXXXXXXX
9 PEMELIHARAAN KANTOR
523111|Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung Kantor ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Pos Jaga ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Rumah Genset ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
523119 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Rumah Dinas ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Mess ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas/Mess ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas/Mess ... M2/THN XXXXXXXX XXXXXXXX




PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT

PERHITUNGAN TAHUN 2021

KODE KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUAN J;“:tﬁ”
1 2 3 4 5
523121|Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan PC ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Laptop/Notebook ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Printer ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan AC Split ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan AC Standing ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Inventaris Kantor .. 0T XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Lift Kantor ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Pompa air ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pemeliharaan Genset ... Unit/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Bahan Bakar Genset ... Liter/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
- Bahan Bakar Kendaraan sewa .. Liter/THN XXXXXXXX XXXXXXXX
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
521115|Honor Operasional Satuan Kerja
Honor Pengelola Keuangan :
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 bin) 12 OB XXXXXXXX XXXXXXXX
- Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 bin) 12 OB XXXXXXXX XXXXXXXX
- Honor Penguiji Tagihan dan Penandatangan SPM (1 Org x 12 bin) 12 OB XXXXXXXX XXXXXXXX
- Honor Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 bin) 12 OB XXXXXXXX XXXXXXXX
- Honor Pengelola PNBP (1 Org x 12 bin) 12 OB XXXXXXXX XXXXXXXX
- Honor Staf Pengelola Keuangan ( 2 Org x 12 bin) ..OB XXXXXXXX XXXXXXXX
- Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Tingkat Korwil) (2 Org x 12 bin) ..OB XXXXXXXX XXXXXXXX
- Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (Tingkat Banding) OB —— —
(10rg x 12 bln)
521119|Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim ( 1 Stel x ... org) .. STEL XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pakaian Kerja Satpam ( 1 Stel x ... org) .. STEL XXXXXXXX XXXXXXXX
- Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti ( 1 Stel x ... org) .. STEL XXXXXXXX XXXXXXXX
E PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN
521119|Belanja Barang Operasional Lainnya
- Konsumsi ..KEG XXXXXXXX XXXXXXXX
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi ... KEG XXXXXXXX XXXXXXXX
522191|Belanja Jasa Lainnya
- Jasa Rohaniwan .. OK XXXXXXXX XXXXXXXX
F RAPAT KOORDINASI INTERNAL
521119|Belanja Barang Operasional Lainnya
- Bahan ..KEG XXXXXXXX XXXXXXXX
- Konsumsi ..KEG XXXXXXXX XXXXXXXX
G KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING
524111|Belanja Perjalanan Biasa
- Tiket (... Org x ..pp x keg) ..OK XXXXXXXX XXXXXXXX
- Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) ...OK XXXXXXXX XXXXXXXX
- Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH XXXXXXXX XXXXXXXX
- Uang Harian (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH XXXXXXXX XXXXXXXX
524113|Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
- Transport (..... Org x 1 pp x ....Keg) ..OK XXXXXXXX XXXXXXXX
H PEMBINAAN/RAPAT KOORDINASI PADA TINGKAT BANDING
521119|Belanja Barang Operasional Lainnya
- Bahan/materi/seminar kit .KEG XXXXXXXX XXXXXXXX
- Konsumsi (jika penyelenggaraannya di Kantor) .KEG XXXXXXXX XXXXXXXX
524111|Belanja Perjalanan Biasa
- Tiket (... Org x ..pp x keg) ..OK XXXXXXXX XXXXXXXX
- Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) ...OK XXXXXXXX XXXXXXXX
- Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH XXXXXXXX XXXXXXXX
- Uang Harian (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH XXXXXXXX XXXXXXXX




PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT PERHITUNGAN TAHUN 2021

KODE KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME | HARGA SATUAN J;“,:\L{QH
1 : : :

2
I KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL

524113|Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

- Transport (..... Org x 1 pp x ....Keg) ....0K XXXXXXXX XXXXXXXX
524111|Belanja Perjalanan Biasa

- Tiket (... Org x ..pp x keg) ..OK XXXXXXXX XXXXXXXX

- Transport Riil (... Org x 1 pp x ... keg) ...OK XXXXXXXX XXXXXXXX

- Penginapan (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH XXXXXXXX XXXXXXXX

- Uang Harian (... Org x ... Hari x ...keg) ... OH XXXXXXXX XXXXXXXX

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap

J
521119|Belanja Barang Operasional Lainnya
- Test Narkoba ....0K XXXXXXXX XXXXXXXX

K PENANGGULANGAN COVID 19

521131|Belanja Barang Operasional — Penanganan Pandemi COVID-19

- Obat-obatan/Vitamin ( ... Paket) ... PAKET XXXXXXXX XXXXXXXX
- Masker/hand sanitizer/Thermogun/thermometer infrared ( ... Paket) ... PAKET XXXXXXXX XXXXXXXX
- Disinfektan ( ... Paket) ... PAKET XXXXXXXX XXXXXXXX

521841
Belanja Barang Persediaan — Penanganan Pandemi COVID-19

- Masker/hand sanitizer/Thermogun/thermometer infrared ( ... Paket) ... PAKET XXXXXXXX XXXXXXXX
- Obat-obatan/Vitamin ( ... Paket) ... PAKET XXXXXXXX XXXXXXXX




KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021
KIL
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT PERHITUNGAN TAHUN 2021
KODE KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUAN ngt’:H
1 2 3 4 5
005.WA  |Program Dukungan Manajemen
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
EAC Layanan Umum ... Orang XXXXXXXX XXXXXXXX
003 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
052 Non Operasional Satker Daerah
A Bimbingan Teknis Bidang Rencana Program dan Anggaran
521211|Belanja Bahan
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi ....0K XXXXXXXX XXXXXXXX
524113|Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
- Transport (..... ORGx 1 PP x ... KEG) ....0K XXXXXXXX XXXXXXXX
524114 |Paket Meeting Dalam Kota
- Transport (..... ORGx 1 PP x ....KEG) .. OK XXXXXXXX XXXXXXX
- Akomodasi (...ORG x ....HR x ....KEG) ..OH XXXXXXXX XXXXXXX
- Uang saku (..... ORG x 1 PP x ....KEG) ... OH XXXXXXXX XXXXXXX
522151|Belanja Jasa Profesi
- Uang Narasumber (... ORG x ... JAM x .. KEG) .. OK XXXXXXXX XXXXXXXX
B Bimbingan Teknis Bidang Keuangan
521211|Belanja Bahan
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi ....0K XXXXXXXX XXXXXXXX
524113|Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
- Transport (..... ORG x 1 PP x ... KEG) ....0K XXXXXXXX XXXXXXXX
524114 |Paket Meeting Dalam Kota
- Transport (..... ORGx 1 PP x ....KEG) .. OK XXXXXXXX XXXXXXX
- Akomodasi (...ORG x ....HR x ....KEG) ..OH XXXXXXXX XXXXXXX
- Uang saku (..... ORG x 1 PP x ....KEG) .. OH XXXXXXXX XXXXXXX
522151|Belanja Jasa Profesi
- Uang Narasumber (... ORG x ... JAM x .. KEG) .. OK XXXXXXXX XXXXXXXX
C Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian
521211|Belanja Bahan
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi .. OK XXXXXXXX XXXXXXXX
524113|Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota .. OK
- Transport (..... ORG x 1 PP x ... KEG) ....0K XXXXXXXX XXXXXXXX
524114 |Paket Meeting Dalam Kota
- Transport (..... ORGx 1 PP x ....KEG) .. OK XXXXXXXX XXXXXXX
- Akomodasi (...ORG x ....HR x ....KEG) ..OH XXXXXXXX XXXXXXX
- Uang saku (..... ORG x 1 PP x ....KEG) ... OH XXXXXXXX XXXXXXX
522151|Belanja Jasa Profesi
- Uang Narasumber (... ORG x ... JAM x .. KEG) .. OK XXXXXXXX XXXXXXXX
D Bimbingan Teknis Bidang Umum
521211|Belanja Bahan
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi .. OK XXXXXXXX XXXXXXXX
524113|Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
- Transport (..... ORG x 1 PP x ....Keg) ....0K XXXXXXXX XXXXXXXX
524114 |Paket Meeting Dalam Kota
- Transport (..... ORGx 1 PP x ....KEG) .. OK XXXXXXXX XXXXXXX
- Akomodasi (...ORG x ....HR x ....KEG) ..OH XXXXXXXX XXXXXXX
- Uang saku (..... ORG x 1 PP x ....KEG) ... OH XXXXXXXX XXXXXXX
522151|Belanja Jasa Profesi
- Uang Narasumber (... ORG x ... JAM x .. KEG) .. OK XXXXXXXX XXXXXXXX




KERTAS KERJA RKA-KL

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021
KL
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT PERHITUNGAN TAHUN 2021
KODE KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUAN ngbﬁH
1 2 3 4 5
005.WA Program Dukungan Manajemen
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA
EAD Layanan Sarana Internal ... UNIT XXXXXXXX XXXXXXXX
001 Layanan Sarana Internal
051 Pengadaan Kendaraan Bermotor
532111|Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Kendaraan Dinas Roda 6 ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Kendaraan Dinas Roda 4 ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Kendaraan Dinas Roda 2 ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Speedboat ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
532121 |Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
- Overhaul / Turun Mesin ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
A Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP/e-Court/e-litigasi
532111 |Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Server ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Laptop/ Notebook/ PC ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Printer ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Scanner ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Router/LAN/Internet ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- LCD/ Proyektor ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Kamera/ Handycam ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Harddisk Eksternal ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Pesawat Telepon ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- PABX ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Mesin Fax ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Rak Server ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Pengadaan Jaringan Instalasi internet/telpon ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
532121|Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
- Penambahan/Peremajaan Jaringan Instalasi internet/telpon ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
B Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM
532111|Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Lainnya ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
532111|Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Kursi ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Meja ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Sice ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Lemari Arsip ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Filing Cabinet ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Perlengkapan Sidang ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Genset ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Brankas ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- AC Split ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Standing AC ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
-CCTV ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Finger Scan/ Mesin Absensi ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX




PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT

PERHITUNGAN TAHUN 2021

KODE KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUAN ngtﬁ:“
1 2 3 4 5
- Sound System .. unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Mesin Penghancur Kertas ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- White Board ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Tangki Air ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Alat Penangkal Petir ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Fire Alarm ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Fire Extinguisher ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Hydrant ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lainnya ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
536111 |Belanja Modal Lainnya
- Buku Hukum ..buah | (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pendukung
532111 |Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lainnya ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
EAE Layanan Prasarana Internal ... UNIT XXXXXXXX XXXXXXXX
001 Layanan Prasarana Internal
051 Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan
A Pengadaan Gedung/ Bangunan
533111 |Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Pembangunan Gedung Kantor .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Pembangunan Rumah Dinas .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Pembangunan Sarana dan Lingkungan .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Pengadaan Jaringan listrik/air
- Biaya Pengelolaan Proyek ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Biaya Perancangan/Perencanaan ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi ... Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
533121|Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- Renovasi Gedung Kantor .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Restorasi Gedung Kantor .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Renovasi Rumah Dinas .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Renovasi Sarana dan Lingkungan .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Interior Melekat Gedung/Backdrop .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Tambah Daya Listrik . Pkt (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Penambahan/Peremajaan Jaringan listrik/air . Pkt (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Biaya Pengelolaan Proyek .. Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Biaya Perancangan/Perencanaan .. Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
- Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi .. Keg (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
B Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/Disabilitas
533121|Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- Renovasi Gedung Kantor ... unit (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
052 Pengadaan Tanah
A Pengadaan Tanah
531111 |Belanja Modal Tanah
- Pengadaan Tanah (Termasuk Pengurusan Sertifikat) .. M2 (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
531114 |Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
- Pengadaan Sertifikat Tanah ... Dok (penawaran hg wajar) XXXXXXXX
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Hal
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: Pedoman Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran

Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yth. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Yth. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara

di Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-
Pokok Kebijakan Fiskal dan Rencana Kerja Pemerintah 2021 pada tanggal 9 Maret 2020,
maka perlu dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan
berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, diperlukan pedoman
penyusunan Program, Kegiatan, dan Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga yang

digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini mengacu
pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No. 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan RKA-K/L, dan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.



4. Penyusunan Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bertujuan
untuk memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga, Mitra Kerja K/L di Kementerian
Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam mempersiapkan Program, Kegiatan,
dan Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga beserta sasaran dan indikator serta
informasi kinerja lainnya, yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

5. Ruang Lingkup Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran mencakup:
a. Penjelasan Umum Redesain Sistem Perencaaanaan dan Penganggaran;
b. Redesain Program;
Redesain Kegiatan; dan
d. Redesain Output (Keluaran) Kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian OQutput dan
Rincian Output.

6. Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana terlampir
digunakan sebagai panduan dalam penyusunan dan penelaahan Renja K/L dan RKA KJ/L
mulai tahun anggaran 2021.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami sampaikan terima
kasih

a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Keuangan;

4. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku pedoman ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya. Pedoman ini berhasil tersusun berkat
kerjasama dalam kelompok yang sangat baik, dan berkat bantuan dari pihak-

pihak lain yang senantiasa membantu kami.

Penulisan buku pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Kementerian/Lembaga ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan
hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, antara lain penetapan
nomenklatur Program yang telah ditetapkan dalam surat bersama Menteri
Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-375/MK.02/2020 dan
B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Daftar
Program Kementerian/Lembaga TA 2021 dan sebagai pedoman pelaksanaan
Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting/TM) antara Kementerian/Lembaga,
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam rangka
penelaahan Rancangan Renja Kementerian/Lembaga TA 2021. Buku ini juga
diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola pikir
dalam melaksanakan penelaahan Rancangan Renja Kementerian/Lembaga TA
2021 dapat lebih terarah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Buku pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Kementerian/Lembaga ini secara berkala akan direvisi sesuai dengan kebijakan
yang berlaku dan kondisi perkembangan. Penyusunan buku panduan ini
membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karena itu kritik dan
saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat guna penyempurnaan

dimasa mendatang.



Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan dan

penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Juni 2020

a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas a.n. Menteri Keuangan

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Direktur Jenderal Anggaran
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran,

reformasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan. Reformasi
perencanaan dan penganggaran pertama kali diawali dengan reformasi
keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara mengamanatkan 3 pilar penganggaran, yaitu
penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka
pengeluaran jangka menengah. Selain itu, belanja negara juga diwajibkan
untuk diterapkan 3 (tiga) klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi fungsi,
klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Penerapan
ketiga pilar anggaran dan ketiga klasifikasi anggaran secara bersama-sama
dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L) dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Berkaitan dengan penganggaran terpadu, pada tahun 2005 sudah
dilakukan menggabungkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
Kerangka pengeluaran jangka menengah mulai dicantumkan dalam Nota
Keuangan dan RAPBN Tahun 2008. Sementara itu, penganggaran
berbasis kinerja secara bertahap sudah mulai diterapkan mulai tahun 2009
dan terus dilakukan penyempurnaan (lihat Boks Reformasi Penganggaran).

Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang mengubah
penganggaran dari input base menjadi output base, bukan sesuatu yang

mudah di Indonesia. Tantangan terbesar yang dihadapi dari awal



penerapan hingga saat ini adalah berkaitan dengan rumusan Output,

kualitas Outfput, dan hubungan Output dengan Outfcome. Selain itu,

pengukuran kinerja penganggaran juga menjadi isu krusial lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah dan terus dilakukan penyempurnaan

terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja, di antaranya adalah:

a. Kebijakan redesain Program dan Kegiatan yang dituangkan melalui
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tahun 2009, dimana
konsep Program melekat pada Unit Kerja Eselon | (satu) dan Kegiatan
melekat pada Unit Kerja Eselon Il (dua);

b. Implementasi konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam
rangka memperbaiki rumusan Output dan mengkaitkannya dengan
Outcome, sesuai dengan kerangka berpikir logis, yang diperkenalkan
pada tahun 2015;

c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, yang mengamanatkan perlunya peningkatan keterpaduan
pembangunan nasional berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif,
dan memperhatikan aspek kewilayahan atau Spasial (THIS), serta
dalam rangka mewujudkan implementasi dari money follow Program.
Selain itu, kualitas perencanaan dan penganggaran perlu ditingkatkan
terutama untuk menjaga efisiensi dan efektivitas belanja negara
sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Setiap rupiah
yang dikeluarkan/dibelanjakan harus memberikan dampak yang nyata
bagi masyarakat (value for money). Selain itu, terdapat amanat untuk
menggabungkan konsep ADIK ke dalam penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian/Lembaga) melalui suatu
sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik,
yang kemudian dituangkan menjadi Sistem Informasi KRISNA. Selain itu,

penelaahan di dalam konsep ADIK juga diadaptasi ke dalam penelaahan

2



Renja Kementerian/Lembaga, yang sebelumnya tidak dikenal dalam
tahapan penyusunan Renja Kementerian/Lembaga. Penelaahan Renja
Kementerian/Lembaga dilakukan untuk menghasilkan referensi kinerja
penganggaran untuk penyusunan RKA-Kementerian/Lembaga.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 juga memperkenalkan

penerapan konsep Money Follow Program. Sesuai amanat PP No. 17

Tahun 2017 pada Pasal 3, menyebutkan perlunya peningkatan

keterpaduan pembangunan nasional berbasis pendekatan Tematik,

Holistik, Integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau Spasial

(THIS), serta dalam rangka mewujudkan implementasi dari money follow

Program. Namun demikian, setelah dilakukan pengamatan dan evaluasi di

ditemukan kendala-kendala sebagai berikut, antara lain:

a. Ketidaksinkronan Program pada belanja pusat dan belanja daerah saat
ini, sehingga menyebabkan pencapaian kinerja yang tidak optimal;

b. Perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen
perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga sulit untuk
dikonsolidasikan;

c. Rumusan nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah Program
tidak terlihat dan bersifat normatif; dan

d. Publik sulit untuk memahami Informasi kinerja pembangunan yang
tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

e. Berkaitan dengan informasi kinerja yang sulit dipahami publik,
penerapan konsep ADIK juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas
rumusan output. Selain itu, dengan penerapan konsep ADIK, diharapkan
jumlah Qutput menjadi berkurang, dengan kualitas yang semakin
meningkat. Namun kondisi sebaliknya yang terjadi. Mengingat masing-
masing satuan kerja harus mengusulkan output untuk menunjukkan
keberadaannya, hal tersebut berdampak pada banyaknya output-output
kecil yang tidak riil dan sebagian bukan merupakan produk final yang

diterima oleh masyarakat di luar Kementerian/Lembaga tersebut.
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1.2

Hal-hal  tersebut mendorong disusunnya Redesain  Sistem
Perencanaan dan Penganggaran, yang diharapkan dapat menjawab
kelemahan atas reformasi yang sudah dikembangkan dan diterapkan
sebelumnya, khususnya penyempurnaan pada rumusan Kegiatan dan

keluaran.

Tujuan
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Kementerian/Lembaga bertujuan untuk:

1. Mewujudkan implementasi kebijakan money follow Program;

2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;

3. Meningkatkan  konvergensi  Program  dan Kegiatan  antar
Kementerian/Lembaga dalam konteks perencanaan THIS, sehingga
mengurangi terjadinya tumpang tindih Program dan Kegiatan antar
Kementerian/Lembaga;

4. Meningkatkan keselarasan rumusan Program dan Kegiatan antara
dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;

5. Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang
mudah dipahami oleh publik;

6. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan value for money
dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;

7. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga (level
Pemerintah Pusat) dan belanja Pusat-Daerah.

8. Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara Visi Misi Presiden,
Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan,
Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dan Daerah;

9. Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan,

Keluatan (Output) Kegiatan yang mencerminkan “real work” (konkret).



1.3 Manfaat

1.4

Manfaat redesain sistem perencanaan dan penganggaran

pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1

Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan,

output dan outcome.

. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon | dalam mencapai sasaran

pembangunan.

. Terwujudnya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara lebih

optimal.

. Terwujudnya integrasi teknologi dan sistem Informasi yang dapat

mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan

nasional.

. Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan

akuntabilitas kinerja unit kerja di Kementerian/ Lembaga.

. Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara Visi dan Misi Presiden

dengan Fokus Pembangunan, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan serta

Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

. Terciptanya rumusan nomenklatur Program, Kegiatan dan Keluaran

(Output) yang mencerminkan “real work (eye catching)”.

. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya overlapping antar Kegiatan

dan Output Program.

Dasar Hukum

Dasar hukum redesain sistem perencanaan dan penganggaran

pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1.
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
Kementerian/ Lembaga;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 tentang
Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran.

1.5 Acuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran mengacu pada:

1. 5 (Lima) Fokus Prioritas Pembangunan 2020 — 2024 yang disampaikan

dalam Pidato Pelantikan Presiden, yang terdiri atas:

a.

b
6.
d

Pembangunan SDM;
Pembangunan Infrastruktur;
Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi;

Penyederhanaan Birokrasi; dan



e. Transformasi Ekonomi;
2. 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN 2020 -
2024, yang terdiri atas:
a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan vyang
berkualitas;
b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
c. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang
dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar;
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
e. memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar;
f.  membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim; dan
g. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik.
3. Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga sesuai rumusan dalam
Kabinet Maju, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kementerian Negara, serta peraturan perundang-undangan lain

mengenai struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga.

1.6 Implikasi
Implikasi atas Redesain Sistem Perencanaan dan Pengangggaran

adalah

a. Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon |, tetapi lebih
mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga, serta dirumuskan
oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dengan
berkoordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait.

b. Outcome (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja Program yang

ingin dicapai Secara Nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat



lintas Kementerian/Lembaga atau lintas unit eselon [, maka rumusan
Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan berbeda sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai dengan kontribusinya
dalam mewujudkan sasaran Program dimaksud.

c. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Unit
Kerja Eselon Il (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari
Kementerian/Lembaga, namun lebih mencerminkan aktivitas yang
dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka
mendukung terwujudnya sasaran. Kegiatan dapat bersifat lintas Unit
Kerja Eselon Il (dua) dalam Unit Kerja Eselon | (satu) yang sama atau
lintas Unit Kerja Eselon | (satu) dalam Kementerian/Lembaga yang
sama.

d. Keluaran (Output) Kegiatan harus mencerminkan “real work” atau “eye
catching”, merupakan produk akhir dari pelaksaan Kegiatan. Rumusan
ouput dibedakan menjadi: Klasifikasi Rincian Output/KRO dan Rincian
Output/RO.

1.7 Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam buku pedoman RSP ini meliputi:

1. Redesain Program Kementerian/Lembaga;
2. Redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga; dan

3. Redesain Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga.



BOKS. REFORMASI PENGANGGARAN

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi di berbagai bidang, reformasi di bidang
keuangan negara juga sudah digulirkan dengan terbitnya UU No. 17/2003 tentang
Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.
15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Ketiga UU di bidang keuangan negara tersebut mengamanatkan
perubahan yang sangat mendasar, baik pada konsep, proses perencanaan,
maupun penganggaran.

Reformasi fiskal di bidang Penganggaran meliputi:
e Penerapan anggaran terpadu (unified budget)

e Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure
Framework/MTEF).

e Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting)

e Penerapan klasifikasi fungsi pada belanja pemerintah pusat sesuai dengan
standar internasional: Government Finance Statistic (GFS).

Dengan mengacu pada amanat yang telah ditetapkan dalam pengelolaan
keuangan negara, baik UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 20 dan No. 21 Tahun
2004, maka Sistem Penganggaran yang dibangun dan dikembangkan harus dapat
mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tiga pendekatan penganggaran (pilar penganggaran)

a. Penganggaran Terpadu;
b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
c. Penganggaran Berbasis Kinerja.

2. Tiga klasifikasi penganggaran (GFS 2001)
Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja)
Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi Organisasi/Bagian Anggara




Penganggaran Terpadu merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan
yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan Kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana.

Tujuan Penganggaran Terpadu

1. Keterpaduan antar Program/Kegiatan dan Jenis Belanja dalam satu
Kementerian/Lembaga beserta seluruh Satuan Kerjanya yang bertanggung
jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya;

2. Alokasi dana yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan Fungsi, Program,
dan Kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing Satuan Kerja ;

3. Adanya Akun yang standar (dahulu dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis
belanja sehingga tidak terjadi duplikasi.

Penganggaran Berbasis Kinerja mengamantkan bahwa penyusunan anggaran
dilakukan dengan

o memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil
yang diharapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
kementerian negara/lembaga,

e penyusunan anggaran oleh kementerian negara/lembaga mengacu
kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja,

e mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak
(outcome) atas alokasi belanja (inpuf) yang ditetapkan,

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
Program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya.

Tujuan penerapan KPJM adalah :

« Meningkatkan keseimbangan makroekonomi dengan mengembangkan
kerangka ketersediaan dana yang konsisten dan realistis;

«  Memperbaiki alokasi pendanaan sesuai dengan prioritas yang hendak
dicapai;

+ Meningkatkan kepastian alokasi dana untuk kebutuhan yang bersifat
multiyears;

«  Memberi hard budget constraint untuk belanja.
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Tiga pilar penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh UU Keuangan Negara
telah dilaksanakan secara bertahap:

Perubahan klasifikasi belanja negara dengan penganggaran terpadu sudah
dilaksanakan sejak tahun 2005.

Anggaran berbasis kinerja mulai dilaksanakan secara bertahap tahun 20089.

Penganggaran jangka menengah mulai ditampilkan dalam NK & RAPBN
2008.

Penerapan ketiga pilar anggaran dan ketiga klasifikasi anggaran secara Bersama-
sama dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L) dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja

Sejak tahun 2009, Departemen Keuangan sebagai pilot project dalam
menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2010, beberapa Kementerian/Lembaga lain juga mulai
menerapkan anggaran berbasis kinerja yaitu: Depdiknas, Depkes, Dep.
PU, Dep. Pertanian, serta Bappenas.

Penerapan Performance Based Budgeting dan Medium Term Expenditure
Framework akan diawali dengan Redesain Program dan Kegiatan.

O Redesain tersebut dilakukan dalam TA 2010.
1 Hasil redesain diberlakukan TA 2011 untuk seluruh KL.

Pada tahun 2011, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas
Pelaksanaan RKA-Kementerian/Lembaga, sebagai panduan untuk melihat
keterkaitan antara input dengan output dan antara output dengan
outcome.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan RKA-Kementerian/Lembaga 2012
dengan menggunakan PMK No. 249/PMK.02/2011, pada tahun 2014
diperoleh temuan penting sebagai berikut:
1. Jumlah output terlalu banyak;
2. Banyak output bersifat administratif bukan substantif, misalnya:
"laporanatau "dokumen".
3. Banyak output yang berkarakteristik input, misalnya "kendaraan",
"komputer" , "gedung dan bangunan"; dan
4. Rumusan output yang ditargetkan tidak jelas sehingga sulit untuk
dievaluasi.
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Pada tahun 2015 dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja,
yang mulai dilakukan dalam RKA-Kementerian/Lembaga 2016, meliputi:
a. Menggunakan struktur anggaran yang selama ini berlaku;
b. Tidak mengganggu/mengubah Aplikasi RKA-K/ L SPAN,;
c. Mengunakan konsep kerangka berpikir untuk meningkatkan kualitas
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Penyempurnaan yang dilakukan adalah menambahkan output
Kementerian/Lembaga (level K/ L) beserta indikatornya, dan output
Program (level Eselon 1) beserta indikatornya, karena kedua jenis output
tersebut tidak dikenal dalam dokumen Renstra. Selanjutnya, perbaikan
dan penambahan rumusan kinerja tersebut dituangkan dalam tampilan
Formulir 1, dan Formulir 2, dan Formulir 3 Aplikasi RKA-K/ L. Penerapan
konsep ADIK dibantu dengan Aplikasi ADIK, sebagai jembatan untuk
memperbaiki rumusan Output, agar memiliki hubungan dengan Outcome.

Selain konsep ADIK dan aplikasi ADIK, pada tahun 2014 juga dilakukan
pembangunan sistem yang terintegrasi yang disebut dengan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) . Sebagai suatu sistem berbasis
teknologi informasi, SPAN ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip
pengelolaan perbendaharaan dan anggaran. Dalam proses SPAN yang terkait
anggaran meliputi penyusunan APBN, perhitungan PNBP, persetujuan revisi RKA-
KL dan DIPA, pencetakan dokumen anggaran, proses monitoring dan evaluasi,
dan pelaporan.

Pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,
yang membawa perubahan mendasar di bidang perencanaan dan penganggaran
sebagai berikut:

a. Penyusunan dan penelaahan Renja Kementerian/Lembaga dengan
menggunakan aplikasi KRISNA. Referensi yang dihasilkan dari
penelaahan Renja Kementerian/Lembaga akan menjadi referensi
penyusunan RKA-Kementerian/Lembaga. Di dalam struktur anggaran di
aplikasi KRISNA sudah mengakomodir konsep ADIK, yaitu dengan
memunculkan Output Program;

b. Penggunaan pendekatan money follow Program dalam penerapan
penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya, pada tahun 2020 digunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI) penyusunan RKA-Kementerian/Lembaga 2020 untuk beberapa
Kementerian/Lembaga piloting, dan penyelesaian revisi anggaran TA 2020. SAKTI
akan digunakan secara penuh oleh seluruh Kementerian/Lembaga dalam
penyusunan RKA-Kementerian/Lembaga TA 2021. Dalam aplikasi SAKTI, sudah
difasilitasi redesain sistem penganggaran.

12




Tantangan

Pengelolaan Keuangan Negara Z
menggunakan ketentuan |
perundang-undangan yang disusun |
pada masa pemerintahan Kolonial |, o vue ot N 17 Tabun 2003
Hindia Be!:mda, {berdasarkan Egi(et:fnganﬂe(gamﬂﬁﬁo.ZSTahun r if@ﬁﬁq%ﬁ@@ PBR :
Aturan Peralihan deangiindang 2004 e Sistem Perencanaan ¢ Eﬁ%ﬁ il B
Dasar 1945, yaitu  Indische!  pembanguran esonaldan e, g 7 FOMOIBOURKAKL T o
Comptabiltitwet/|CW) Tah 2004t etendabaran gare) [ NONE'PRIOSROSAAN
g » Reward Punishme ’

Setuan Anggeran e 7 S o ¢ b

" L. = " » Sinergi Perencanaan . '
Rutin / Pembangunan ' =§mm§$§&%m . e  Dulgettng
Menengah (KPJM)

Y sl 1721 Tohun 200 feleng

% Spending

]
I
#
i
i
i
L

o

i
#

wig Keppres 42 Tohun 2062
g Pedoman Pelaksanaan APEN

¢4 DIP DIK,DIKS o2 RKAKL/DIPA ¢17 RKAKL/DIPA

- o

by s_gégg
f ot g % B "
== RPOKSS ' wop [ reawop — S ) 20

@ KEHENTRAN KEUAGAN ¢ Si@i ‘

13



BAB Il
REDESAIN PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Prinsip Program Kementerian/Lembaga
Program merupakan alat kebijakan (policy tool) yang dimiliki oleh

Kementerian/Lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi

dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja

Eselon | (satu). Berdasarkan definisi tersebut, prinsip Program K/L dalam

redesain sistem perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

a. Program mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang
dapat digunakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja Eselon |, serta
dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian
PPN/Bappenas dengan berkoordinasi kepada Kementerian/Lembaga
terkait. Rumusan Program yang digunakan dalam APBD, dapat
diselaraskan dengan Program-Program Belanja Kementerian/Lembaga
Pemerintah Pusat.

b. Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin
dicapai Secara Nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat lintas
Kementerian/Lembaga atau lintas Unit Kerja Eselon | (satu), maka
rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dapat
dirumuskan berbeda sesuai tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud
serta sesuai dengan kontribusinya dalam Program tersebut.

c. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian

kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif.
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2.2 Urgensi Redesain Program Kementerian/Lembaga

Urgensi redesain Program didasarkan pada pertimbangan sebagai

berikut:

a.

Program pusat dan daerah perlu disinkronkan agar capaian kinerjanya
lebih optimal;

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan
pelaporan menjadi lebih mudah untuk dikonsolidasikan;

Target/sasaran kinerja pembangunan dapat tercermin dalam Program-
Program yang riil (“eye catching”); dan

Informasi kepada publik akan menjadi lebih sederhana dan mudah

dipahami.

2.3 Definisi dan Ruang Lingkup Program Kementerian/Lembaga

Berdasarkan prinsip redesain Program K/L dapat dikelompokkan

menjadi:
; 8

Program Generik (bersifat pendukung).

Program Generik merupakan program yang didesain untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan

(birokrasi). Rumusan nomenklatur yang ditetapkan dalam Redesain

Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah Program Dukungan

Manajemen.

Program Dukungan Manajemen merupakan penggabungan dari

beberapa program pendukung eksisting yaitu:

a. Program Dukungan Manajemen Teknis Kementerian/Lembaga;

b. Program Pengawasan Aparatur Kementerian/Lembaga;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian/
Lembaga;

d. Program Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat), sepanjang

Program Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud

e



diperuntukkan bagi SDM aparatur internal Kementerian/Lembaga
dan/atau bagi peserta umum yang setelah kelulusannya dari
pendidikan tersebut diangkat menjadi aparatur internal
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud;

a. Program Penelitian dan Pengembangan yang tidak menghasilkan
produk berupa prototype atau produk yang akan
diimplementasikan/diproduksi secara massal yang berasal dari
masyarakat umum.

2. Program Teknis

Program Teknis merupakan Program yang didesain untuk melaksanakan

prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-

2024 dan RKP.

Program teknis K/L dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Program Teknis bersifat Lintas Kementerian/Lembaga

a. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program
Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah sekumpulan rencana kerja beberapa
Kementerian/Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Program Lintas Kementerian/Lembaga merupakan
Program-Program unggulan Pemerintah yang dilaksanakan oleh
lebih dari 1 (satu) Kementerian/Lembaga, serta bersifat tematik
dan berkelanjutan.

b. Berikut merupakan contoh dari Program Lintas
Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal

Nomenklatur Program Kementerian/Lembaga:
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.

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan
oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan:;

Program Infrastruktur Konektivitas dilaksanakan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta
Kementerian Perhubungan; serta

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN
dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara-Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara

dan Badan Kepegawaian Negara.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam perumusan Program

Lintas Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Mengacu pada Program yang digunakan berdasarkan sektor,
seperti: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
Program yang bertujuan untuk pelayanan publik dan mudah
dipahami oleh masyarakat umum (Program yang familiar/
terkenal di masyarakat);

Program dari janji Presiden atau prioritas pembangunan di
RKP;

Mengacu pada Program Kementerian/Lembaga berdasarkan
rumpun;

Program  ini  dilakukan oleh  Kementerian/Lembaga-
Kementerian/Lembaga yang memiliki kontribusi pada

pencapaian Outcome atau Impact Nasional yang sama.

Selain Program teknis yang bersifat lintas K/L sebagaimana

tersebut diatas juga terdapat Program teknis yang bersifat lintas
K/L yaitu:

1) Program “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”
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Program “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi® memuat
Kegiatan dan Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga yang
memenuhi kriteria:

I. Pendidikan Menengah yang memiliki Program studi ilmu
terapan atau kejuruan;

ii. Pendidikan Tinggi yang memiliki studi ilmu terapan atau
kejuruan;

iii. Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi
ilmu terapan;

Ilv. Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi
angkatan kerja pada bidang industri tertentu; dan/atau

v. Sepanjang peserta atau penerima manfaatnya non

ASN/Umum yang lulusannya akan mengisi pasar kerja.

2) Program “Riset dan Inovasi llmu Pengetahuan dan Teknologi”
memuat Kegiatan dan Keluaran (Output) Kementerian/ Lembaga

yang memenuhi kriteria:
I. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang dikelola oleh unit

khusus (Badan Litbang); dan/atau

li. Sepanjang menghasilkan produk berupa profotype atau produk

yang akan diimplementasikan/diproduksi secara massal

2.4 Koridor Penyusunan Program Lintas Kementerian/Lembaga
1. 1 (satu) Program memiliki Sasaran Program, Output Program, Indikator

Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Kegiatan spesifik yang berbeda dengan Program lainnya (Bagan 6).
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Program

%

Sasaran Pro_gram :

Hasil yang akan dicapai
dari suatu Program

¥

E
i

i

5 Iﬁdikator Kin'erja Pr'c':gra'lﬁ'

alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian hasil
dari suatu program

Indikator Kinerja Kegiatan

Hasil yang akan dicapai dari
suatu kegiatan dalam rangka
pencapaian sasaran program

Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif
yang menggambarkan keberhasilan
pencapaian sasaran kegiatan

Bagan 1. Keterkaitan antara Program dan Kegiatan beserta Sasaran dan Indikator

| PRESEESSRSSTENSE

Unit Kerja Eselon | yang melaksanakan Program Teknis dan Program

Dukungan Manajemen menjabarkan Output Program, Sasaran Program,

Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator

Kinerja Kegiatan untuk masing-masing Program Teknis dan Program
Generik (Bagan 7, 8).

Unit Kerja Eselon | yang melaksanakan Program Teknis dan Program

Dukungan Manajemen secara bersamaan tidak dapat menggunakan

Kegiatan yang sama untuk kedua Program tersebut.

UKE |

;-—---+ Sasaran Kegiatan X

Program A

b+ Sasaran Program A |

’ Indikator Kinerja Program AEE

!

Kegiatan X

i 1
i,-—«-m-h Indikator Kinerja Kegiatan X }

f } H
Program B *——-—vi Sasaran Program B = Indikator Kinerja Program B l
KegiatanY == Sasaran KegiatanY g—-——v Indikator Kinerja Kegiatan Y !

Bagan 2 Penuangan Program dan Kegiatan beserta Sasaran dan indikator pada
Unit Kerja Eselon [ yang Melaksanakan Lebih dari 1 (satu) Program
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1UKEL Program Ketersediaan, | Terpenuhinya kebutuhan | bbbt
2 Program Teknis e Akses dan Konsumsi } ! pangan strategis -3 B : .
P 1 i Produksi Padi
MM Pangan Berkualitas i | tanaman pangan
Kegiatan Pengelolaan ] Meningkatnya Produksi Jumlah
Direktorat Jenderal Produksi Tanaman Serealia | Padi dan Jagung Produksi Padi

Tanaman Pangan

T

g

Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri

Meningkatnya Nilai Tambah dan

Daya Saing Komoditas Pertanian
Tanaman Pangan

Pertumbuhan Volume
Ekspor untuk Produk
Pertanian Tanaman Pangan

¢

i

Kegiatan Pengolahan 3
dan Pemasaran Hasil :wm»
Tanaman Pangan |
i

Meningkatnya Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan untuk Komoditas Ekspor
dan Pengendali Impor

Peningkatan Ekspor Produk
Pangan Segar Tanaman
Pangan Tahun Berjalan

Bagan 3 llustrasi Penuangan Kegiatan, Sasaran dan Indikator pada Unit Kerja Eselon |
yang Melaksanakan Lebih dari 1 (sotu) Program di Kementerian Pertanian

Dalam hal satu Program dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja
Eselon |, Sasaran Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon |
dapat disusun sama maupun berbeda namun Indikator Sasaran
Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon | dibedakan sebagai
bentuk pengukuran akuntabilitas

Eselon | (Bagan 9, 10).

kinerja masing-masing Unit Kerja

Sasaran Program* Idikatdr Risea -+ UKEI-A
Program
Program Baru
Indikator Kinerj
Program MO et - UKEI-B
Program
Sasaran Program®
indikator Kinerja UKE [ = C
Program i

Bagan 4 Keterkaitan antara Program dengan Unit Kerja Eselon | Pelaksana
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Contoh:

Program Baru

Program Nilai

Tambah dan Daya

Saing Industri

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Unit Kerja Eselon |

Meningkatnya Daya
Saing dan Kemandirian
Industri Agro

e

Produktivitas
Sektor Agro

_| Direktorat Jenderal

Industri Agro

Meningkatnya Daya Saing

dan Kemandirian Industri
Kimia, Farmasi dan Tekstil

Produktivitas Sektor
Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil

M‘“M MM@

Direktorat Jenderal
Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil

MW

Meningkatnya Daya
Saing dan Kemandirian
Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi dan

Produktivitas Industri
Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan
Elektronika

Direktorat Jenderal
Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi dan
Elektronika

Elektronika

Bagan 5 llustrasi Penuangan Keterkaitan antara Program dengan

Unit Kerja Eselon | Pelaksana pada Kementerian Perindustrian

5. Dalam hal Program Teknis Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh
lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon 1 pada Kementerian/Lembaga yang
sama, Kementerian/Lembaga

menunjuk  Koordinator/Pengampu/

Penanggung Jawab Program.

6. Koordinator/Pengampu/Penanggung Jawab Program Teknis yang
lebih dari 1

Kementerian/Lembaga yang sama adalah Unit Kerja Eselon | yang

dilaksanakan oleh (satu) Unit Kerja Eselon 1 pada
ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Surat Tugas dengan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Unit Kerja tersebut.

2.5 Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga

Redesian/Redesain Program telah dilakukan dan dituangkan Surat
Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala
Bappenas tentang Restrukturiasasi
tertanggal 8 Mei 2020 (SEB Terlampir).

Secara umum perubahan jumlah Program sebelum dan sesudah

Program Kementerian Lembaga

redesain Program dapat dilihat pada bagan berikut (Bagan 11):
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Hasil Redesain Program

{
¥

| 10Progan?)

O
ol :

Bagan 6 Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga

2.6 Tindak lanjut Redesain Program KJ/L
Dengan telah ditetapkannya hasil redesain Program K/L

sebagaimana telah ditetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri
Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Restrukturiasasi
Program Kementerian Lembaga tertanggal 8 Mei 2020 (SEB Terlampir)
maka setiap K/L agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
a. Merumuskan nomenklatur Sasaran (Outcome) Program.
Sasaran (Outcome) Program mencerminkan hasil kinerja Program yang
ingin dicapai secara nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat
lintas K/L atau lintas Unit Kerja Eselon | (satu), maka rumusan outcome-
nya dimungkinkan berbeda sesuai tusi unit atau keterlibatannya dalam
mendeliver Program dimaksud.
b. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Program.
Indikator kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian
kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif
c. Merumuskan nomenklatur Output Program.
Output Program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh K/L untuk

mendukung terwujudnya outcome.
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BAB Il
REDESAIN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

3.1 Prinsip Kegiatan Kementerian/Lembaga
Tumpang tindih (duplikasi) Kegiatan antar Kementerian/Lembaga serta

banyaknya Kegiatan yang tidak mencerminkan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya
urgensi untuk melakukan redesain Kegiatan Kementerian/ Lembaga. Pasca
Redesain Program Kementerian/Lembaga yang berhasil menciptakan integrasi
dan konvergensi Program Kementerian/ Lembaga melalui Program Lintas,
kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara melalui
integrasi dan konvergensi Kegiatan Kementerian/Lembaga pun semakin tinggi.
Redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga dilaksanakan guna menjawab
kebutuhan sebagaimana dimaksud di atas.

Dengan adanya Redesain Kementerian/Lembaga, Kegiatan kini tidak lagi
mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon Il (dua) atau Satuan Kerja
vertikal dari Kementerian/Lembaga tersebut sehingga memungkinkan Kegiatan
tersebu dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon Il (dua). Hal
tersebut diharapkan dapat mencerminkan Kegiatan sebagai suatu aktivitas yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Keluaran
(Output) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Sesuai dengan redesain Program maka redesain Kegiatan dilakukan
dengan membedakan Kegiatan yang bersifat Generik dan Kegiatan yang
bersifat Teknis. Kegiatan generik terkait dengan dukungan manajemen sedang
Kegiatan teknis terkait dengan Program teknis baik yang bersifat lintas maupun

yang bersifat spesifik.

3.2 Urgensi Redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga
Urgensi redesain Kegiatan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

a. Diperlukannya rumusan Kegiatan lintas yang mempunyai keterkaitan yang

kuat antar Kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja.
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3.3

Diperlukan pemetaan Kegiatan yang dilakukan oleh satu unit kerja
merupakan bagian dari suatu siklus/ proses yang saling berurutan
(sequence).

Terdapat Kegiatan yang serupa/sejenis yang dilaksanakan oleh beberapa
unit kerja.

Memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dan anggaran atas

pelaksanaan Kegiatan.

Definisi dan Ruang Lingkup Kegiatan Kementerian/Lembaga
Sebagaimana Redesain Program Kementerian/Lembaga, Redesain

Kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan dengan membedakan Kegiatan

sesuai sifatnya, yakni Kegiatan Generik dan Kegiatan Teknis.

Kegiatan Generik adalah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan
internal Kementerian/Lembaga (dukungan manajemen internal) dan
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga dalam mendukung sasaran pembangunan
nasional. Kegiatan Generik digunakan oleh Unit Kerja Eselon Il yang
memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, seperti unit kerja di
bawah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, serta
kesekretariatan Direktorat Jenderal/Kedeputian yang memiliki Program

Dukungan Manajemen

Kegiatan Teknis sendiri dapat dibedakan sesuai unit kerja
pelaksananya, yakni Kegiatan Spesifik dan Kegiatan Lintas. Kegiatan
Spesifik adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Kerja
Spesifik sedangkan Kegiatan Lintas adalah Kegiatan yang dilaksanakan

oleh beberapa Unit Kerja Eselon Il (dua).

Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai Kegiatan Lintas adalah

sebagai berikut.
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Berdasarkan ketentuan pada Lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 187/PMK/02/2019 juncto PMK Nomor 102/PMK/02/2018
tentang tentang Klasifikasi Anggaran, “Kegiatan Lintas adalah Kegiatan
yang dapat dilaksanakan oleh beberapa Unit Eselon Il dan/atau Satuan

Kerja dalam satu eselon | yang sama”.
Kegiatan lintas ini merupakan Kegiatan teknis, yang dapat berupa:

a. Kegiatan Prioritas, yaitu Kegiatan-Kegiatan yang bersifat signifikan
dan strategis yang menghasilkan Keluaran (Output) spesifik dalam
rangka pencapaian Prioritas Nasional;

b. Kegiatan Spesifik, yaitu Kegiatan-Kegiatan yang menghasilkan
Keluaran (Outpuf) spesifik dalam rangka pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga; dan

Kegiatan Non-Prioritas; yaitu Kegiatan-Kegiatan yang menghasilkan

Keluaran (Qutput) spesifik dan mencerminkan tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga namun bukan termasuk dalam kategori prioritas.

3.4 Koridor Redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga

ks

Rumusan nomenklatur Kegiatan mencerminkan aktivitas yang
dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung
terwujudnya sasaran Kegiatan.

Nomenklatur Kegiatan Kementerian/Lembaga merujuk pada aktivitas
yang dilakukan untuk menunjang Program yang telah ditentukan,
seperti “Pembinaan; Penyelenggaraan,; Pelaksanaan, Pelayanan”.

1 (satu) Kegiatan hanya dapat menginduk pada 1 (satu) Program saja.
Kegiatan Kementerian/Lembaga dapat bersifat lintas Eselon | atau
lintas Eselon Il dalam Eselon | yang sama.

Kegiatan Kementerian/Lembaga yang bersifat lintas dilaksanakan oleh

2 (dua) atau lebih Unit Kerja Eselon II/ Satuan Kerja dalam 1 (satu)
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T

Unit Kerja Eselon | yang sama guna menunjang pelaksanaan suatu
Program tertentu.
Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga oleh 2 (dua) atau lebih
Unit Kerja Eselon II/ Satuan Kerja dalam 1 (satu) Unit Kerja Eselon |
yang sama bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar
Unit Kerja Eselon llI/Satuan Kerja dalam mencapai suatu sasaran
tertentu.
Kegiatan Lintas diaplikasikan tidak hanya pada proses perencanaan
dan penganggaran namun juga pada proses pemantauan dan
evaluasi (monev) serta penilaian akuntabilitas kinerja.
Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas (dalam
satu Unit Kerja Eselon | yang sama) memastikan akuntabilitas kinerja
dari masing-masing Unit Kerja Pelaksana terhadap Kegiatan lintas
dengan menyusun Sasaran Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja
Kegiatan yang berbeda untuk masing-masing Unit Kerja Pelaksana.
Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas (dalam
satu Unit  Kerja Eselon I yang sama) menunjuk
Koordinator/Pengampu/ Penanggung Jawab Kegiatan.
Koordinator/Pengampu/Penanggung  Jawab  Kegiatan Lintas
sebagaimana dimaksud adalah:
a. Eselon | yang membawahi Unit Kerja Eselon |l Pelaksana Kegiatan
Lintas: atau
b. Salah satu Unit Eselon Il Pelaksana Kegiatan yang penugasannya

disahkan melalui Surat Tugas.
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UKE Il / Satker - XXX
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Bagan 12 Kegiatan Lintos dan Unit Kerja Eselon Il Pelaksana

Kedeputian bidang Teknik

Pusat Penelitian Fisika

Pixsat Penelitian Kimia

Kegiatan Penelitian
Himu Pengetahuan Teknik Pusat Penelitian Informatika

Pusat Penelitian
Tenaga Listrik dan Mekatronik
Pusat Penelitian
Elektronika dan Telekomunikasi
Pusat Penelitian
Metalurgi dan Material

Bagan 7 llustrasi Kegiatan Lintas dalam 1 (Satu} Unit Kerja Eselon 1 yang Sama
di Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia

11. Dalam hal terdapat beberapa Unit Kerja Eselon | yang melaksanakan
Kegiatan serupa atau sejenis, nomenklatur Kegiatan untuk masing-
masing Unit Kerja Eselon | dibedakan dengan menambahkan
karakteristik khusus terkait fungsi dan tugas dari masing-masing Unit
Kerja Eselon | tersebut (Bagan 14).
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Kegiatan A - XYZ

Ketiga UKE 1 di atas melaksanakan Kegiatan serupa yakni Kegiatan A,
namun nomenklatur Kegiatan dibedakan per UKE | sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagan 8 llustrasi Penuangan Nomenklatur Kegiatan yang Serupa/Sejenis

12. Khusus untuk Kegiatan generik pada Program Dukungan Manajemen
(Bagan 15).
a. pengampu dari Kegiatan generik adalah  Sekretariat
Jenderal/Sekretariat/ Sekretariat Utama Kementerian/Lembaga
b. pengampu dari output generik adalah Sekretariat Direktorat

Jenderal/ Sekretaris Deputi.

Sekretariat Jenderal /
Keg‘ata“ ek A ~ | sekretariat /Sekratriat Utam

] Dutput GenerikA UKE! s Sekretans UKElTeknis A

= Output Generik B-UKEIN *  Sekretaris UKE | Teknis— A
= QUtPUt Generik L~ UKE HI b Sekretans UKE | Tekms - A

Pengampu Kegiatan Generik A adalah Seﬁen/Sesmen[Sestama'k/L &
 Sesditjen/Sesdep dari masing-masing UKE I Teknis mengampu Output Generik yang terkait

Bagan 9 Penuangan Kegiatan dan Output Generik pada Beberapa Unit Kerja
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3.5 Tahapan Penyusunan Kegiatan Kementerian/Lembaga

Tahapan dalam penyusunan Program Kementerian/Lembaga

dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yakni Tahapan Penyusunan Kegiatan

Teknis Kementerian/Lembaga dan Tahapan Penyusunan Kegiatan Lintas

Kementerian/Lembaga.

Pertama, tahapan dalam  penyusunan Kegiatan  Teknis

Kementerian/Lembaga meliputi:

1.

Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi atas Kegiatan Existing

dengan mempertimbangkan:

a. tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sesuai Peraturan Presiden
dan Peraturan Menteri/lLembaga mengenai struktur organisasi dan
tata kelola;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Kementerian/Lembaga merumuskan nomenklatur Kegiatan Teknis
Kementerian/Lembaga;

Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi atas Unit Kerja Eselon Il

(dua) yang akan melakukan Kegiatan Teknis dengan mengacu pada

tugas dan fungsi Unit Kerja sebagaimana dimaksud,

Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi atas Sasaran Kegiatan

yang akan dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Teknis sebagaimana

dimaksud;

Kementerian/Lembaga merumuskan Sasaran Kegiatan yang akan

dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Teknis sebagaimana dimaksud;

Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi atas Indikator Kinerja

Kegiatan yang akan dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Teknis

sebagaimana dimaksud,;

Kementerian/Lembaga merumuskan Indikator Kinerja Kegaitan yang

akan dicapai pelaksanaan Kegiatan Teknis sebagaimana dimaksud,

Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian

Keuangan mengadakan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) untuk
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menyepakati Kegiatan Teknis, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Kegiatan sebagaimana dimaksud;

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan
penyesuaian terkait Kegiatan Teknis pada sistem informasi sesuai
dengan kesepakatan pada Pertemuan Tiga Pihak.

Kedua, tahapan dalam Penyusunan Kegiatan Lintas

Kementerian/Lembaga meliputi:

1.

Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi Kegiatan Existing yang
sejenis dan saling terkait;

Kementerian/Lembaga merumuskan nomenklatur Kegiatan Lintas;

3. Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi seluruh Unit Kerja Eselon

Il (dua) yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Lintas;
Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi ruang lingkup atas kinerja
atau kontribusi Unit Kerja Eselon Il (dua) dengan mengacu pada tugas
dan fungsi Unit Kerja tersebut;

Kementerian /Lembaga menentukan Koordinator Pelaksana Kegiatan
Lintas;

Kementerian/Lembaga menentukan Koordinator Pelaksana Kegiatan
Lintas;

Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian
Keuangan mengadakan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) untuk
menyepakati Kegiatan Lintas;

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan
penyesuaian pada sistem informasi sesuai dengan kesepakatan

Pertemuan Tiga Pihak.
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BAB IV
REDESAIN KELUARAN (OUTPUT) KEMENTERIAN/ LEMBAGA

4.1 Prinsip Penyusunan KRO dan RO Kementerian/Lembaga

Keluaran (Output) memiliki posisi yang penting pada Kerangka Kerja
Logis (Logical Framework), yaitu sebagai titik pertemuan antara botfom up
dengan fop down processes. Proses boffom up merupakan siklus dimana
input digunakan dalam proses untuk menghasilkan output, sedangkan
proses top down merupakan penjabaran sasaran pembangunan ke dalam
sasaran strategis, sasaran Program dan sasaran Kegiatan secara
sistematis dan berkelanjutan (sequence).

Dengan mempertimbangkan bahwa tiap Kementerian/Lembaga
menyusun Keluaran (Output) yang berbeda-beda baik dari segi jenis, ruang
lingkup maupun satuannya, lahirlah kebutuhan untuk melakukan penataan
kembali keluaran (output) dengan mengelompokkan keluaran (oufput) yang
sejenis serta menyeragamkan satuan dari keluaran (output) tersebut guna
memastikan bahwa rumusan Keluaran (Output) yang disusun sesuai
dengan definisi, konsep, dan ruang lingkup muatan Keluaran (Output)
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai
dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.

Adapun prinsip-prinsip penyusunan KRO dan RO adalah sebagai
berikut:

1. KRO dan RO disusun dengan mengacu pada jenis intervensi yang
dilakukan oleh Pemerintah guna memastikan pencapaian sasaran
pembangunan.

2. KRO dan RO disusun dengan memperhatikan Kegiatan dalam lingkup
Kerangka Regulasi serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi.

3. KRO dan RO terkait Kegiatan dalam lingkup Kerangka Regulasi

dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan pemerintah dalam rangka
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memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur Kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

4. KRO dan RO terkait Kegiatan dalam lingkup Kerangka Pelayanan
Umum dan Investasi dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan pemerintah
dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh

masyarakat.

4.2 Urgensi Redesain Output K/L

Urgensi redesain Output didasarkan pada pertimbangan sebagai
berikut:
a. Perlunya pengelompokan output yang dihasilkan oleh K/L (baik berupa
barang/jasa) dalam mendukung pencapaian outcome.
b. Perlu adanya standar output sehingga dapat dibandingkan tingkat

efisiensinya.

4.3 Definisi dan Ruang Lingkup Output Kementerian/Lembaga

Rumusan nomenklatur output dalam RSP dibedakan menjadi 2 yaitu KRO
dan RO.

a. Klasifikasi Rincian Output (KRO), yang merupakan kumpulan atas keluaran
(output) Kementerian/Lembaga (Rincian OQutput — RO) yang disusun
dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran
(output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu
secara sistematis.

b. Rincian Output (RO), Keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang
dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada isu
dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi
unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang

telah ditetapkan.
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Karakteristik Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kementerian Lembaga,

terdiri atas:

. Nomenklatur KRO berupa barang atau jasa;

. KRO merupakan pengelompokan atau klasifikasi RO yang sejenis;

. KRO bukan merupakan output riil yang menggambarkan pencapaian
sasaran Kegiatan secara langsung;

. KRO bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh banyak bahkan
semua Kementerian/Lembaga;

. KRO mempunyai satuan tertentu;

KRO bersifat standar dan tertutup sehingga perubahan atas nomenklatur
maupun satuan KRO yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan
Kementerian Keuangan; dan

. KRO bersifat comparable dimana output, satuan alokasi anggaran antar

masing-masing KRO dapat diperbandingkan satu dengan lainnya.

Karakteristik Rincian Output (RO) Kementerian Lembaga, terdiri atas:

. Nomenklatur RO berupa barang dan jasa;

b. Nomenklatur RO menggambarkan fokus/lokus tertentu suatu Kegiatan;

. RO merupakan output riil yang menggambarkan pencapaian sasaran
Kegiatan unit kerja pelaksana secara langsung;

. RO bersifat sangat spesifik (unik) sehingga mencerminkan tugas dan
fungsi unit kerja yang menghasilkannya;

. Satuan pada RO sama dengan satuan pada KRO; dan

f. RO bersifat terbuka dimana Kementerian/Lembaga dapat menyusun dan

mengubah nomenklatur RO secara mandiri.
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Berikut adalah tabel yang membandingkan secara ringkas karakteristik
KRO dan RO:

“ Barang atau Jasa

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik KRO dan RO

: Barnata Jasa

Ve
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 Kelompok Output | Mencakup Fokus/Lokus
' Bukan OufputRill | OufputRiil UnitKerja |
' BersifatUmum | Bersifat Sangat Spesifik (Unik)
 Digunakan oleh Banyak (Semua) | Mencerminkan Tugas dan Fungsi
- Kementerian/Lembaga __Unit Kerja Pelaksana Kegiatan
- Mempunyai Volume dan Satuan ? Mempunyai Volume dan

3‘ . mempunyai Satuan yang sama
B _dengan KRO

- Standar dan Tertutup . Terbuka

Comﬁarab!e

4.4 Koridor Penyusunan KRO dan RO

KRO dan RO Kementerian/Lembaga disusun dengan meperhatikan

koridor-koridor berikut:

1. Kondisi Output/Sub-Output Existing Kementerian Lembaga

a.

KRO dan satuannya merupakan referensi standar yang telah
ditentukan dan ditetapkan sehingga Kementerian/ Lembaga tidak
dapat mengubah nomenklatur KRO.

RO merupakan Keluaran (Output) Riil atau produk akhir yang
dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga yang bersifat unik dan
spesifik sehingga Nomenklatur RO dapat berbeda antar
Kementerian/Lembaga.

Dalam hal Kementerian/Lembaga pada kondisi existing memiliki
Output yang rumusannya merupakan produk akhir, Output tersebut
dapat disetarakan dengan RO, sedangkan KRO-nya diambilkan
dari KRO yang sudah termasuk dalam referensi standar (lihat

Lampiran Il).
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Dalam hal KRO yang sesuai tidak tersedia, Kementerian/Lembaga
dapat mengusulkan KRO tersebut untuk dibahas dengan mitra di
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Dalam hal Kementerian/Lembaga pada kondisi existing memiliki
Output yang dapat disetarakan dengan KRO yang sudah menjadi
referensi standar, Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan RO

yang merupakan produk akhir.

2. Penyusunan Nomenklatur KRO dan RO

a.

Nomenklatur KRO dan RO merupakan nomenklatur Barang atau
Jasa yang disusun dengan menggunakan kata baku sebagaimana
tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta
memperhatikan tata cara penulisan sesuai dengan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Nomenklatur KRO dan RO disusun dengan memperhatikan
karakteristik khusus pada masing-masing bidang/sektor/tema
Program yang diampu oleh Kementerian/Lembaga.

Batasan dan Ruang Lingkup KRO atas masing-masing
bidang/sektor/tema Program mengacu pada Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang mengatur
bidang/sektor/tema Program tersebut.

Dalam hal penyusunan KRO, nomenklatur KRO disusun dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Hindari penggunaan kata indikator, sasaran, dan aktivitas;

ii. Hindari pengusulan nomenklatur KRO yang terlalu spesifik;

iii. Hindari penulisan KRO yang terlalu panjang;

iv. Hindari penggunaan nama unit kerja.
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3. Penyusunan Satuan KRO dan RO

a. Referensi KRO dan RO disusun dengan disertai satuan yang
berlaku umum dan/atau sudah diuji kelayakannya.

b. Satuan yang digunakan pada KRO dan RO mampu mengukur
kinerja dan volume terkait pencapaian sasaran Kegiatan yang
telah ditetapkan.

4. Penyusunan RO di Kementerian/Lembaga
a. Penyusunan RO di Kementerian/Lembaga dilakukan dengan
memperhatikan:
I. Tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga serta tugas dan fungsi
unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran
(Output) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan
Peraturan Menteri terkait struktur organisasi dan tata kelola
Kementerian/Lembaga; dan
ii. Peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga, peraturan lain terkait bidang/sektor/ tema

program yang diampu oleh Kementerian/Lembaga tersebut.

4.5 Contoh Hasil Penuangan KRO dan RO Kementerian/Lembaga

1. Penuangan KRO dan RO pada Keluaran (Output) Non-Fisik

Contoh Penuangan KRO dan RO pada Keluaran (Outpuf) Non-
Fisik salah satunya adalah terkait dengan peraturan yang dihasilkan
oleh Kementerian/Lembaga. Jenis KRO atau atribut dari output
diklasifikasikan sebagai Peraturan, pengklasifikasian ini bersifat sangat
umum namun memudahkan Presiden/Menteri sebagai Pemangku
Kepentingan pada Level Pimpinan Tertinggi (High Level Stake Holder)
untuk mengukur ukuran produk (size product) yang dihasilkan

pemerintah dalam bentuk “Peraturan”.
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KRO dari Peraturan dituangkan lebih spesifik dengan menyebut
jenis peraturan yang dihasilkan, seperti Peraturan Menteri atau
Peraturan Pemerintah. Pada struktur KRO, dapat teridentifikasi
perbandingan  jumlah penyusunan Peraturan Menteri antar
Kementerian/Lembaga atau bahkan antar unit kerja. Kisaran biaya
penyusunan Peraturan Menteri antar Kementerian/Lembaga juga dapat
diidentifikasi mulai dari biaya terkecil, biaya terbesar, maupun biaya
rata-rata sehingga dapat menjadi tolok ukur Value for Money.
Perbedaan biaya antar Kementerian/Lembaga dapat disebabkan oleh
perbedaan metode yang beragam, sehingga dari struktur KRO dapat
dihasilkan rekomendasi metode yang efektif dan efisien.

Struktur KRO kemudian diturunkan menjadi struktur yang rinci dan
unik, yakni RO. Nomenklatur RO sangat spesifik seperti “Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Protokol Pengendalian Transportasi
Selama Pandemi Covid-19”. Dari struktur RO dapat diketahui dengan
sangat detail ruang lingkup dan urgensi Peraturan yang akan disusun.
Berikut merupakan ilustrasi atas penuangan KRO dan RO pada
Keluaran (Output) Non-Fisik (Bagan 16):

Peraturan

KRO peratuan o

Menteri

PerMenHub PerMenPUPR
tentang XX tentang YY

: PP Bagan
RO PP Disabilitas Akun Standar
] Daersh

Bagan 10 llustrasi Penjabaran KRO dan RO untuk Output Non-Fisik — Peraturan

Contoh lain terkait penuangan Keluaran (Output) adalah bantuan

pendidikan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga, yang
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diklasifikasikan secara lebih umum dalam Jenis KRO sebagai Bantuan
Pendidikan. Struktur KRO dituangkan lebih spesifik menjadi Bantuan
Pendidikan Tinggi, yang dapat menunjukkan perbandingan atas
bantuan pendidikan yang dialokasikan pada setiap level Kegiatan
(Dasar, Menengah, Tinggi).

Struktur RO dari Bantuan Pendidikan Tinggi dituangkan dengan
nomenklatur yang spesifik seperti “Beasiswa yang diberikan kepada
Mahasiswa Baru Papua dan Papua Barat”, Beasiswa yang diberikan
kepada mahasiswa di bawah garis kemiskinan (below poverty line),
dan seterusnya. Struktur RO tersebut menguraikan secara rinci
beasiswa yang diberikan kepada kelompok sasaran penerima (targeted
group) dari penerima beasiswa sesuai dengan isu dan fokusnya.
Berikut merupakan ilustrasi penuangan KRO dan RO pada Keluaran

(Output) Non-Fisik Bantuan Pendidikan (Bagan 17):

Bantuan Pendidikan

 Bantuan Pendidikan
Dasar dan Menengah

| Bantuan Pendidikan
‘Tingglh

KRO

Beasiswa uniuk
Mahasiswa
Papua dan

RO

Papua Barat |

Beasiswa
kepada
‘Mahasiswa
below
poverty line

Siswa
penerima
beasiswa bakat

Santri
‘penerima
bantuan :
Pendidikan
terpadu’ |

Bagan 11 llustrasi Pennuangan KRO dan RO pada Keluaran (Output) Non Fisik — Bantuan Pendidikan

2. Penuangan KRO dan RO pada Keluaran (Output) Fisik
Contoh Penuangan KRO dan RO pada Keluaran (Output) barang

infrastruktur salah satunya adalah pembangunan bangunan sekolah
KRO atribut
diklasifikasikan secara lebih umum sebagai “Prasarana Pendidikan’.

sebagai prasarana pendidikan. Jenis sebagai
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Struktur KRO dari Prasarana Pendidikan dituangkan lebih spesifik
sebagai “Prasarana Pendidikan Dasar’ dan “Prasarana Pendidikan
Menengah®, yang berfungsi untuk membandingkan serta mengetahui
jumlah biaya pembangunan sekolah antar Kementerian/Lembaga.
Perbandingan jumlah biaya tersebut akan menghasilkan rekomendasi
metode yang efektif dan efisien.

Struktur RO dari Prasarana Pendidikan diuraikan sangat rinci
seperti “SDN Unggul (Kemendikbud)”, “MI As Shobur (Kemenag), dan
seterusnya. Penguraian nomenklatur pada Struktur RO berfungsi untuk
mengidentifikasi secara detail locus sekolah yang akan dibangun serta
menekan risiko moral (moral hazard) untuk membangun sekolah yang
masih berfungsi dengan baik. Berikut merupakan ilustrasi penuangan
KRO dan RO pada Keluaran (Output) Fisik Sarana Pendidikan (Bagan

18):
Prasarana Pendidikan
Prasarana Prasarana
KRO Pendidikan Pendidikan |
; _Da-sar R 'Me;a'engah'_-.
' ] MTs ; ;
RO SON Ungeul B MiAsShobur [ Muhammadiy | 5"7;';‘;""“ -
| : ah i

Bagan 12 ilustrasi Penuangan KRO-RO pada Keluaran (Output) Fisik - Sarana Pendidikan

4.6 Tindak Lanjut Hasil Redesain Output K/L
1. Kementerian/Lembaga bersama-sama dengan Direktorat Mitra Kerja
Kementerian/Lembaga di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian
Keuangan melakukan pemetaan atas Keluaran (Qutput) pada
Rancangan Renja Kementerian/Lembaga 2021 terhadap Daftar KRO

sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama, dengan
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memperhatikan Koridor Penyusunan RO di Kementerian Lembaga
sebagaimana diatur pada Sub-bab 4.4 tentang Koridor Penyusunan RO
dan KRO,;
. Kementerian/Lembaga menyusun usulan RO dengan mengacu pada:
a. hasil pemetaan atas Keluaran (Output) pada Rancangan Renja
Kementerian/Lembaga 2021 terhadap Daftar KRO;
b. Koridor Penyusunan RO di Kementerian Lembaga sebagaimana
diatur pada Sub-bab 4.4 tentang Koridor Penyusunan RO dan KRO;
. Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian
Keuangan mengadakan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)
dalam rangka menyusun, membahas dan menyepakati KRO dan RO
terkait Kementerian/Lembaga tersebut.
. Hasil Kesepakatan mengenai Rancangan KRO dan RO dicatatkan
dalam Catatan Hasil Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) yang
ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga
serta Direktur Mitra Kerja Kementerian/Lembaga baik di Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
. Kementerian/Lembaga menyampaikan Catatan Hasil Pertemuan Tiga
Pihak (Trilateral Meeting) sebagaimana dimaksud kepada Direktorat
Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas dan Direktorat Sistem dan Penganggaran, Kementerian
Keuangan.
. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Sistem dan Penganggaran,
Kementerian Keuangan melakukan konsolidasi atas seluruh Catatan
Hasil Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) mengenai KRO dari
seluruh Kementerian/Lembaga.
. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Sistem dan Penganggaran,
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Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian atas Daftar Referensi
KRO sesuai Catatan Hasil Pertemuan Tiga Pihak ( Trilateral Meeting).

. Kementerian/Lembaga melakukan Penyesuaian Data dan Informasi
mengenai Keluaran (Output) pada Sistem Informasi KRISNA-Renja dan

Sistem Informasi SAKTI Kementerian/Lembaga.
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BAB V
PENUTUP

Panduan  Redesain  Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Kementerian/Lembaga ini diharapkan dapat dijadikan pedoman baik bagi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga
secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian
sasaran pembangunan dan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dengan
tetap berfokus pada kualitas pembangunan. Panduan ini juga memberikan
kejelasan landasan hukum, ruang lingkup, dan batasan dalam pelaksanaan
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga.

Upaya yang dikerahkan dalam pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan
dan Penganggaran Kementerian/Lembaga tidaklah sedikit, namun diharapkan
masing-masing pihak kedepannya dapat terus menerus melakukan perbaikan
(continuous improvement) untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan akhir dari
pelaksanaan Redesain ini adalah terciptanya pembangunan nasional yang
berkualitas, sistematis, dan sesuai prinsip-prinsip dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional.
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Lampiran | Surat Bersama Nomenklatur Program
Kementerian/Lembaga
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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENTERI KEUANGAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Nomor S375/MK.02/2020 Jakarta, 8 Mei2020
B. 308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal - Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021

1. Yth, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju

2. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia

3. Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Yth. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

§. Yth. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
di Tempat

Menindakianjuti hasil Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiska!l (KEM PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP} 2021 tanggal 9 Maret 2020,
kKhususnya mengenai arahan Bapak Presiden untuk melakukan penyederhanaan dan
pengurangan jumiah program agar lebih terintegrasi, maka periu dilakukan restrukturisasi program
Kementerian/Lembaga yang akan berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021,

Pelaksanaan Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud telah
dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan Menteri Keuangan, dengan
melibatkan  Kementerian/Lembaga  terkait melaiui pertemuan tiga pihak. dengan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga dilakukan sesual dengan amanat Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor
3@ Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

2. Konsep dan Definisi Program:

a. Konsepsi program sesuai dengan Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003 dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN bahwa program merupakan insirumen
kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaar jangka menengah
dan tahunan untuk selanjutnya menjadi bagian dari rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

b. Nomenklatur Program dapat digunakan oleh satu Kementerian/Lembaga atau digunakan
oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga (selanjutnya disebut, *Program Lintas KL
Rumusan Program sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan definisi Program menurut
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, yaitu:

O
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i. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan
rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kera Perangkat Daerah
(Pasal 1 angka 18});

ii. Program Llintas Kementeran/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian/Lembaga atau beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Pasal 1 angka 18).

3. Tujuan:

a. Meningkatkan sinkronisasi program pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan
dengan dokumen penganggaran;

b. Meningkatkan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar Kementerian/
L.embaga untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional;

¢. Mengurangi tumpang tindih (duplikasi) kegiatan antar Kementerian/Lembaga dalam rangka
meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara;

d. Memperiajam rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program secara
langsung sesuai dengan nama program (real woriieye catching).

4. Acuan Restrukturisasi Program:
a. Visi Misi Presiden yang tertuang dalam 7 Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMN} Tahun 2020-2024;
b. Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dalam kabinet baru sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang terkait.

Adapun Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga telah menghasiikan Daftar Program
Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum pada Lampiran I Daftar Program tersebut
selanjutnya  digunakan  sebagal dasar dalam penyusunan Rencana  Strategis
Kementerian/Lembaga 2020-2024, Pagu Indikatif TA 2021, Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2021, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudarali, kami ucapkan terima
kasih.

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik indonesia;

2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Yth. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan

4. Yth. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
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Lampiran L. Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021

Kemuartoelan/Lombagy
O01 - MAIELIS PERMUSYAWARATAN RAKTAT (WFR)

807 - DEWAN FERWELILAN RAKTAT (DPR}
D04 - RLOAN PEMERIEIA KEUANGAN
008 - MAHKANER AGUNG

D06 - KEIAKSALN REPUSLIC INDOMESA
BOT - SRURETARIAT NEGARA

30 - KEMENTERIAN DALAM NEGER!

B11 - KEMENTESIAN LUAR NEGERT

G127 - KEMENTERIAN PERTARENAN

033 - KERMENTER DAN Hax LIS S

CIS - KEMENTERIAN KEUANGAN

GBI - EERERYERIAN STRIANIAN.

Q) - KESENTERIAN ENERGT DAN SUMBER DAY2 MONERRL

DS - KEMENTERIAN PERORKAK DAN KESUDAYARN

Q24+ REMEHTTRIAN KESOIATAN

TS - KEMENTERAN AGAMA

B3 - SERAENTIRIAN $05AL

UntEr KL

L B

L A

- LA ' w € K W - - E O B -

€ & % %

-

Buban
Ui K5

*®

- = & @

€« wE e

- W % &

-

46

Nomenkintur Program

Duslsurgras Mgrajermen

Ferppeiergzar san Lerbags Legiulatd der Alat daienghagan
Dusurgan Manmenest

Penpslengraraan Limoags irghla# dan Nt Krlenghapan
Suiorgas Marssmen

Bewaciage Neckngis Negars.

Dumngas Bariergs

Peregscin dan Pelwvaras il

Dubungat Masapran

Fenegakan S Feiaveian oLt

Susirgar Manadenes

Reryeléngarssn Livenan epads Predden dan Waed Pravides

DLbsigar Marpaives

Farntovaas Cipavtis Paenerntaban Deerah dar Desr
Tats ke o Keperdusaian

Perrbuanr Frltik an Temenrtahen Umam
Faregahan Sody arte e dan Faria

Liglernat dan Kt 5o eaaporat

P dert EopeimTpinan MEONERE T Bang T san W lidazerst
Dnkiumgan Marsptnen

SebgEian dan Beg sl Sertabanin

Hoderrsnn Alctusis, Mot ALAEHE, a0 Serpas Peranansn

S aen Sy Oies PartabEnke

Frofesionelime BB Keva i ienas Prajunt
Eisat, indutl dan Fendidian Fagg Pertaburin
Dby s Macalesn

P dan Peragakan SAsE

Fembantukan degliii

BeragE it gae PEEVRTAR Halius

Dshungun Manrpmes

Habgaban Fusel

Buibiangan Manae s
Sewersadiasn, Mcser dae omsurns Piogan Bervaalitas
Bt Tl g Dies Sadng tnduant
Kaet 4 3 ’ sdies s
By nagilibion Qun Pelntingh vokag
S Manapernen
Wik Tt da Drv Saing induiirt
Bt Sanincun e Fengatubias San Tebnahig'
Pesdiciean 2un PEiTan Vs
e
Mg San Felnganan Geokg
Fartawbengan Mneoi San Bavders
Rkt dans InGvas v Pesgetehuan dan Teinaiagl
Fanaatone gan Peias Vokiy
Ereg dan Sk
Dulurgen Mangjemen
Hiuat dan sy T Pengetabians den Taenong:
Fervigusre dan Pabestaries Bahask dan Sawodivaes
Husbtas Seogiieisn fan Pembelajiren
Fengdivar e
PRUD dam W Belaiar 13 Talun
Pecafictivnn dan Feletias Vokaat
Dusungin, Mirgwren
Sprasgalivn: dik Pasgerauinn Bevpaict
Erehatan bitgarakat
Peruitian din Pristhan Votas
Bplrpanes Rershatin dis KN
Rt din oovant i FEogitabiin den Tebnolog
Tk rgen WAzt

P -
Fangatnan Yegpe
Ruaiites Perpirns San P yaen
PAIT S Wil Salajar L Tabon
Dukungan Munappes
Purubivaer Setenagikecaen
Pt E R S5 Peandr WokEE
et den ol il Deagetabain Sas TeRriog
Epradungn sovial
Dnsle e Hipiaperias

g

Hal 1



I - KENFRTEQUAN FLCAUTAN DAN 06 R ANAY,

033 - KEMIRTERAN SERERIA P

A3 EINTRTERIAN KOORDINATOR BMANG POUTIK. HUKUM DAN REAMANAK

ass - o

m.mmwsmmmmmmwm
KEBUDAYAAR

30 - SERINTERIAN PARRVISATA OAN EXONGAE KKESTIE, HADAN PARASATS
AN FLONOH KTRATIE

BRI KEMENTERIAN BADAN USAHA MUK NEGARS

A2 - KEMINTLRIAN RISET DA TERNOLOGIMALN

TH . REMERTERAN NOPERASI DAM USAKA RECIK DAN MENEN GRS

oar Ase H PERL N ANAE
DT ETRERTERIAN # BEGARA DA REF
BikOREAS

TR0 - BADAR T LLER NEGARS

@53 - BADAN SIBTR DAN SANG: NEGARL

52 BEWAN EETAHARAK NASIINAL

54 BADAN FUSAT STATISYNK

U5 - BAGAN PERERCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 7 RAPFENAS
5 - KEMENTERIAR AGRARIA [N TATA BUANG/WPR

B5T - PERPUSTARAAN NATIONAL RESUBLIK INCORERR

U585 - KIMEMTERAN KOMUNIRAS DAN IVEORAEATIA

245 KEPOLIIAN NEGASA REPURLE INDONESIA

D61 - BADAN FINGAWAS DBAY DAN RIRHAHAN
4 - LEMBAGA KETAHANAN NATIONAL

Ao AR PERANARAR A00AL

DEG - BADAM NARKETHA NATIRAL (RNKG

o8 .

LM N DESA, PEASEA
FRARSAIGHAS

N DARRAH TERTINGOAL DAN

dtas KL

£ £ w

€ & & ¢ %

£ ow e =

B
Untr A
=
M
'] Fergeinian Pevig 23R Batg e
bom T
i g |
¥ Peramane das Cawazar
Crmung e Shsagsmns
Apdrdass Prliaroaze Latu s
Thurgm tingmren
Towrdinae Frimagraan dabuaas
LAt B s
Egrefinse Ssasisun £ mhan
Cuburgan famagerrae
* Kepariwinatons dun Ctonos Legt)

PR dan Teta N L ey
Cuagan Maruspsan

¥ FErQEabE i dan Pendraaian GUNIN
L
Bisht 4% mva A PRAEHAtua S5t Tebraeg
Qe am M grupr o

€ Eeas it Dnata Wiro Secd Merengad s dntet iy

T g a0 as vy

L Bauatardin Goneds S o g i, P dmguge 85 hos
Dadisr ot Wadipgmar
Kgbiakan, Fambunian Brafry gae Tt deloie 5%
Db Maryerer

W Pergehaiion Pargarecen dar Mg aaEAn K A N gt
Pribundan 2 ariipoen

% KR s Felatio s 80 din Saak Rege
Oughinion Man s mmea

¥ Lebijaba s dan CUMtad Eotangnas Hisemy
Drngan ks seman

¥ Persjethan an Peliaran ehmrss etk
Drdurdin annsmes

* Pararsoass Fembang e as Havots
Diwrgan Marapmes

¥ Fiiretnar 350 Peioyaran Faasatan
¥ Foralangiara v drtaten Byeg
Tuid pgion Warent wee
L} Farpriakanr g0 G100
Drjbnenin thar s,
Rsrmaninay Pk
Penalaan Forgelsiaam Pou dan 20 iag
Fowpnciagn v tr Tatsbag o dhi Raesumit gy FT9EL
Feranfapan T oiahog w2 oaw G ok {50
B M e
MR A 430 S0 and Prpiar gt Prar

® & € %

Frofeporaiume A0V g
FERBLER RN KA irar 145 R ITRSa 3490 Ahat
Bacyntin e Son Penpcasr Thdss fitina
Trungen Marags e
Fatgiaanin OLa dan &) giaaan
TRt ga M arer
® Fembanaan MeUITAn RS Laoots
DTG wn N v e
¥ Paracsinss Mona

€ € % =

-

Tolung i \atamanas

FOSeanan €% 2o bneastinan Peyalabgutend das Perpde g B “earhptins
¥ i

Drudusg an Min ki mea
¥ D a0 TerngRA. R asan POrDAUHE Ferdgagn S e gpincgra

47




Rewenteriar fermkags

DES - BRDAN STPENDUDUKAN DAN EELUARGE SEAENLARA NASIONAL [RXSRAT

DT - ROAAS MASIONAL MAK ASAS: IAANLISEA
Y5 - BADAN BATECKDN DG, IRMATOLOM BAS SEOFISIRA
Y6 - KOS FIRSRMAN (NG M

OFF - MAHRARNN KONSTITUS! o

WPR - BUSAT PELAF AR DAN ANALISH TRANSAKG HEUARCAR (PRATHY

7% - LEAEAGA RAIU PENGETAHUAN INDONESER ik
080 BADAN FERAGA NUNLIE NASIONAL [BATANY
D83 - FALAN SENGRANAY DAN PENSRADAN TEXNOLDG: {arery

BET - LEMAALA PL DAN fasan)

OB - BADAN NEDAMAS! GEDSEASIAL (810}

0% - RADAN STANSARDNSASI NASIONAL Tustg

ARE - BADAN FEMGAWAS YEUAGA NUELR (BABEYES]

M6 - FRIBAGH ADMINISTRAS: NEGARA

BT« ARSI NALIONAL BEPUBLIL INDONTRA

BER - BADAR KIPLGAWAIAN NEGARA

85 -mmm:mwmmﬂmw;
B4 - KEMENVIRIAR PERDAGANGAN

B2 - REGEENTERIAR PEISUDA DK QLAHRAGA.

- ROL ANTASANE X fer

D93 - CEWAN PERWALIEAN DATRAH (D00}

BN - RONIS YUDISER KERURLE THOONENA

03 - BADAN “ {ENPBY

554 - BATIAN Wﬂhnﬁmmwm

e X KES Bk AKEFL

0T - BADAN SAR NADIDNAL
108 - HOSASEPENGAWRS PERSAINGAY USAHA (PR

2% BADAN FENGEMBANGAN VOLAYAR RIRAMADLY W}

110 REPUBLEE A
5.8 PERNATASAN (80PE]
112 8ADAK KAWL 5 BEBAS DAK

FELABUNAN BELAS BATAM (55553 BATAM}
E1 - BABAN NATNAL FENANGOLLANGAN TERDRISAE (B1ab?
354 SERRETARIAT KARINEE

115 - BADAK PEMAAWAS PERILIKAK US4

116 ¢ LEMRAGA FENVIARAN PUBLIK RADED AEPUBLIX SNOORLEIA

TEF - YELOW MEPUBLR INDORESIA

Uetas 2t

[ 3

£

LI B B AR AN

€ % & € X €

* & w

©

LA B A

Bkan
Urdmr

@

48

Nosmwek!stue Prograrm

Beraangures b narkr Cefemoesfunn e 2 s  h

Cunung i 8heng crwe

Poenaan 2anbensgahps WA

O r ity Rur g e
Frreapan
Prrdunnen tom

huAgan B s n

S Mrrairsd ey Peagatshoin 9 T oheaig
Otdcirgan Wgng
aet dar ey

e

s PEOgSabaan Eae Teohng
aargan Mo rmen

Boyd s v Sowy, Fengar it e 49 Franok 4
Pribung st Saana s men

Beryehrmpgease wlorngy Gedsas o

v s Wgngpomer

TrendarSain Hagioas

Tedeing 3 Mangw~ire

a3t e T s Purigetabusn Can Tesnriag
“nasngrgan FR g pewon

Arbighan, Presbongan Srolen, dan Tt deicts ANk
Thang s Meahadrist

Pt enER T Lear ke Nysinns

A sn B e

Sebyakan, Feenbimann Profes. san 1o Eolots ASH
g ong i Hmappenrs

P s i Ferdang e ar

Tt ungin Sharsiemer

Berdagangan Dalam Heger

DariagbAghs Lo T

&azt dao Wiyl dave Tengeshoe gun Femmrieg
Dudiriea Mpgpenen

Erclabt sgaan

rpermudaan

mibrrgan Ban g
Fercugansn s Feasuik e Frrkirg o
Dl ungae M
Forelerggiraan LEmBigs Legriet £ i At Krengiapan
Dedungan Mgraeman

Farsgakan S sakit

Dxgogas Wangieer

Eetahanyn fene o

Tamuniges Wanagien

Fepigmpaten dax Feteadoagan 914

Duitirgan Nang g

Perspaciamn dar ang s Baazion:

Descurgrar Misagumen

Seracatr 257 PETHEAEIN oSds Botimase 2en Rang ing
Dok Abas spensn

Fregamisan Feanges Gats

Thawsgsn Macaesr

Paagerbangan Kamasin Rratig s

Drsaing sn Seba v

Baripaeaaan Par R egger s Pelaysnss g

Drokipngen Warigmga

Pergriolass St Wiaps® bagae 5 04 SyRaEn Forbiatias

Buburgan Managares
B
Dy Mgazacren
Berargpdangan Terorme

$3 ¥rovgen g Wl Fretetar

Tgigogae Micaesas

Bivpriprgbanier Fervin S0 e Proses Komianlip OBBL o
Thakigan 22 amiade

Farparas Fubik

Vasdnangan Wpngemes

Pevraan ook

D

Prmmbarintican Tindoh P o) Ponsin g & 1 1ot



Ertenterian/emiap iy

Usta Kl

18- BAUAN PENGUSARAN XAWASAN PLEDAGARGAN FERAS DAY
FEEABUMAN BEBAS SARANG KRR SABANG) N

"

118 BADAN KEAMANAN LAUT ®
¥

130 KERERTERAR FOORDURATOR BIBANG KIMANITIAAN DAR INVESTAS ¥

¥

112 - BADAN POSRMAAY DECLOGHFANCALLA ¥
bl

Nomenkiati Frogram

Tk i an M35« v

FROgemBang<n b eadtn S sbogh

g MRy g

EAFRRAGN San £ Elatit i & W hayih et g AR dan Wy 24

ity
Tbugsn Mos g
fovid 1 fe
Dirgan Myngeoms
Pembutaat deciop Fanenia

*aan letpaton



Lampiran Il Tabel Daftar KRO Seluruh Kementerian/Lembaga
(sebagai referensi TM)

50



LS

1ues8uad yeiulawad ueinielad

ebequia/uelisjuaway yninjag QXY Jeyeq |aqe] *j| uedidwe]

Suepun-8uep

un
e s

ueyeligay 1ISepuaLIoy? EUEIESRId
AENGE 1SEP L uep eueles Suepig ueyeligay 48y | ¥L
ueyeligay Isepuswioya HEsLEE
S e uep ueueyelpad uepig ueyeligay WV | &l
NVH
ueyeligay ISepuawoyay T g it agv | a1 oy uexeliany
uexellgay Isepuswioyey jiHjod Buepig uexeligay | 0@y | 1T
ueyellgay ISepuswoy|d UESUEEERIS
ARIAERARER e uep Iseisaau| uepig ueefigay ggvy | Ol
ueyefigay Isepuawoya UERUETE
IRRaLIESP el uep lwouoy3 Suepig ueyeligay wal 6
ueinjesad eAuule| ueinielad | HVYVY 8
uaNJad I9IUBIAl UBINIRIDd | DVY L
saJdu| uaplsald Isyniisu| | 4yy 9
saidda uapisald uesninday | Ivvy | S
s3ld4ad uapisaid uednlesad | avy | v ueinielad
dd yeluauwad ueinjedad | Jvv €
Suepun-8uepu
pun pun ayvv 2

iIse|n3ay
e)3ueld)|




5

wi! ueyegniad uep eueduaq

uesefiga) Isepuawoysy ueueyelay Suepig ueyeligay S6¥ | 4K
[1g2) Isepua HEIEiIAg
HEARIGRA SERUAHOR S uep uejuelnad Suepig ueyeliqay 4av %
ueyefigay ISepusawoy|ay Jnlesedy Suepig ueyeligay | DAY | sz
eyeligay Isepuawoya Hehelim
UBABIQEN 15Bp 1°Y ueduequwaduad Suepig ueyeligay dav ¥
eyefigay 1Isepuswoya PEHLIa
SHAEET e aed Bojouxa) uepig uexefigay | 087 | €€
uexeligay Isepuswoyay lelsog Suepig uexefigay | NV | 2¢
ueyefigay ISepuswos|ay foakili wav | 1¢
v ’ ueueAe|ad Suepig ueyeliga|
ueyefigay| ISepusawoya AR
A AP 1P ejo[a) ele Suepig uexeliga Ll e
WXINN Uep Uisnpul
UBNEllga) ISepus oYY ‘el19y] eBeus| Suepig ueyeligay AR B
ueyefigay Isepua dnpiH
HEIGR S ERUE Ao ue3uny3ui Suepig ueyeligay| rav L
we|y eAeqg laquns
HEXELARY [Fe iRy uep 1810u3 Suepig ueyeligay| (B o
ueeAepngay uep ueyipipuad
uexeflgay Isepuswoyay ,v__m_ h_ wcm_w_m cwv_nmmgmx Hav | 9T
ueefigay ISsepuswoy|ay uejeyasay 3uepig ueyeligay | ogy ST

ueileyl /uexeliqay

Ise|n3ay
)y 3ueiad)|




g5

ueleyedasay ueeJyway | 33V e
fuel
uelfueliad uelfuellag | @iv YA7 ewies e(ioy
ueieyedoasa)) ewes el | D3V 9% uep ISeuIpI0oy]
wn.ioy wnlod | dg3v | Sv S
uele|3a)| Iseuipiooy | vav | t¥
duelQ INQS uep Isajoid Isedies | |dY | Ev
duelQ INQS uep 1S9)04d Iseupany | HAY | Z¥
3ueiQ INQS uep IS804 Isesuepuels | oay | Iy
edequiaT eSequatiseqyilas | 4av | O ISeXI}IS
eSequan edequa Isellpany | 34V 6E | uepisesuepuels
eSequia eSequwa Isesliepuels | aay | 8¢ ‘Isepan|y
ynpoud ANpoUd ISe)IIMIRS | DAY | LE ise|ngay v
Anpoud Ynpoud Iseypany | 4av | 9€ ey 3uesd)
npoud jANpoud Isesuepuels | yagy | S€
ISN111sU| efequwial ueuiziad | QlVv €
1 eleAse|A yodwo|ay 1eyeleASe|A YOdWwOo3y UBUIZRd | DDV €c
ueuliziiad
3uelp 1eveleAse|p ueuizuad | 9lv | C€
npoud ynpoid ueuizuad | vov | T€
uexeflgayl Isepusawoyay ueueinyay Suepig uexeligay | AgY | O€
uexeligay Isepuswoyay JipinN eSeua) Suepig uexeligay | nav | 67 | uelley/uexeligay
ueyeligay Isepuawioya UBLEUES 1D
yeligay 1sep PEN] (epSiie Sl RNy 1av | 8¢

| 3poy




S

eyesn uepegq il aag | v9
uepeg wnynH uenijueg ueueAe’
1e)RlRASE|A YOodWwOo|ay EMMM”LMM”M:EmMﬂQmﬂM\_,MN__ 288 | €9 | wnyjny uenjueg
ISnylsuj eRequwa ddad Z9 eseter
t wnynHy uenjueg ueuehe]
Sueies uedueloas.lad — 19
wnynH ueniueg ueueAe?
ueueAg| eAuuieq yijgnd ueueheiad | Hvd 09 wnwn
INST INST epeday yijqnd ueueAejad | ovE | 6S ueuedejad
Isesadoy e)3ueld)
Rra epeday yljgnd ueueAe|ad v 83
WXINN INDIAIN epeday yijgnd ueuehejdd | 3vd LS smand
111snpuj 1u3snpul epeday yiigngd ueuedelad | avd | 9S :m_._.m>m_mn_
EYesn uepeq S a=al ve SS
uepeq epeday yijgnd ueueAe|ad
edequal edequwa| epeday yl|qnd ueueAe|ad | 9vd g
Suelo 1eyeleAsew —_ e
epeday yignd ueueAe|ad
eliaL)
AdSH uep Inpasold ‘plepuels ‘ewonN VAV | &3 AdSH
Isowoud ISoOWold | HIV TG i1se|n3ay
ueieiday 1U3AJ uep ISUaJIBLUOY | DIV | 0§ ewes elis)] eyBueIR)
. : uep ISeuIplooy|
8ueup 43v 5%

ISBUIWSIJ UBP ISES||BISOS

o 2 R




]

ue1e|3ay| 183N Jenqueniueg | 439 | €8
19)ed ueeueduaqay uenjueg | 33g 78
1un ueweue] uenjueg | g3ig I8
uenjueg
19)ed jynpoid uenjueq | D3d 08
edien|ay edien|ay uenjueg | g3ig 6/
Suelp 1eyeleAse|p uenjueg | v3gd a/
HIsnpu| Lisnpuj ueeulqulad uep Iseljljise4 | 1d4 LL
BYESN uepe EUEsn
4 Ped uepeg UeeUIqUIad UBP ISell|ise Hag | 94
WMHIAIN IADIININ UeeulqW=q uep ISelljised | ©dgd | S/
Iseladoy Isedadoy ueeulquiad uep Isejljise4 | 4ad v/
egien|ay ed.ien|oy ueeuiquad uep Isell|iseq4 | 3ag €/ Alqnd
ueeuiquwad
1y RlRASEIA YOodWwO)Y :
eyeleAds od
1E5BJIBASE|A JOdWO|a) UBBUIGUIS UBP ISe}|ised aag L uep Iseyljised
1e)elRASE|N
Sueu
o ueBUIqWS Uep ISell|ISe 208 | L
edequia
es
atiad UBBUIGWA UBp ISell|ised 9@8 | 0L
NIANG NIANNG UeeUiquad uep Iseljised | vdg | 69
elieyJad BYBSN Uepeg WnynH eIRNISd | dDg 89
— 1e)eleASEIA|
A4ad yodWo|ay Wnyny elexyiad 229 | L9 | wmynH eaeysad
ueuedueuad
eJeyad eSequial wnyny eieyiad | 904 99

eleddad

ueSueloasiad wnny eaexdad

wnwn
ueuelejad
e)8uela)y|




95

Iselado eHEolEg 6
’ ueue3ueuad 3uepig isetadQ JHY 6
1sedado ueuewed)y 3uepig isesadp | gHd 86 Isesado H
Iselado ueueyelnad Suepig IsesadQ | vHE | /6
TENVEIVEEN
edequal ueep ueueyepad Suepig | 499 | 96
yljqnd ueeSequwa|ay e|o|3)y ele]
wnyny uep yiijod suepig
e8equaT ylgqnd ueedequiajay e|o|ay e1el 298 | 5B
uejeyasayl sueplg Aand
edequa
sl ylgnd ueedequia|ay ejo|ay eiel WSy ueedequa|a)| 5}
8 ejo|a) eie
_ ueyipipuad 3uepig 208 | €6 019X ejel wnwn
ylgnd ueedequwia|ay ejojey elel ueueAejad g
eAepng uep |eisos Suep
eSequiaT png uep |eisoS pig 409 76 e)Suesay
ylignd ueedequualay e|ojay| e1e]
Iwouoy 3 Suepig
gequa
SeRgRe yllgnd ueedequa|ay e|o|aY eIeL LA
esequwa edeqwoT epeday 1pisqns | g4d 06
Ipisqns E|
Suelp 1eyeJeAse|n epedsy 1pisqns | w49 68
ye3uaualp
BuRin uep Jeseq ueyIplpuad ueniueg 4de 55
3uelQ I83ul] ueyipipuad uenjueg | rig | /8
uenjueg E|
egequa edeqwa ueniueg | |3g 98
1eeleAse | yodwoay 1eyesehse|n yodwolay ueniueq | Hig 58
nun eueles / uelejesad uenjueg | o3ig | +8
; S SRR e UM




LS

ueueAe AMand Iseiunwoy | gNg | STT AL
Iseyiunwao))|
ueueAe Alignd Isewuojul uep eieq | VING | PTT uep Isewaoju]
3uepis jeipnA eSequa ueduepisiad | 219 | €TT
uepis JInyesy3 edequwa ueduepisied | 919 | ZTT ueduepisiad
duepis Jie|si3eq eBequwoa ueduepisiad | V19 | TTI
uelode| eSequwa| uenejuewad | J¥d | OTT
uelode| ynpoad ueneyuewsad | ayg | 60T ueguede
1eieAsew yodwo|ay teRcuslog
uelode g | 80T
uep 1eyeleAsew ueneluewsd
wjeAuad
J20Es ueiln3uad uep ueyiplAuad HE | £0E
ueilnduad
un HEIE=led ard | 90T | uep uejipiAuad
H uelln8uad uep ueyipiAusd B UEAIP
Anpoud jnpoid uellnduad uep uejipiAusd | vrg | SOT
eJ9e( yeiuuawa HEJIBQ YEIULISUIS
4 o " uejjepuaduad uep uesemeduad g8 | w0l
1eyeseAse|p yodwo|ay
A d
FERRIEISER Haalialey ueljepuaduad uep uesemesuad aig | =01
—— eSequiaT ueljepuasduad
R ueljepuaduad uep uesemeduad JiE | BOL uep uesemesuad
1eeseAse|n
gueio ueljepuaduad uep uesemeduad 68 | H
npo.
ynpoid A via | 00T

wnuwn
ueuelAejad
e)y3ueld)

s

ueljepuaduad uep uesemeduad




89

el Iseu| uep yqs Suepig euelesesd | 987 | z€T

(uelequiar) Jeseq

N seynnyauoy Suepig euesesesg | 50 | TET
u eJepn

i seynyauoy Suepig euesesesg | 1990 | OF

- ! eueleseld

i seyaauoy Suepig euesesesg | 989 | 6C1
(uejer) yedeq

- seynnyauoy Suepig eueseselq | 090 | 8¢
u uewpnwad

uun uep ueyewnuad guepig eueieseld adD | LzZT

why ueideejalaylad Suepig euedeseld | ygd | 92T

uun ueellaye3euala)y 3ueplg eueles ') CTT

uun ueseme) ue3uequuaduad eueles VD e
u ueduedepiad

al uep Lysnpu Suepig eueses | 170 | €€
dnpiy ueSunySui] uep ueueinyay

s ‘ueluelag Suepig eueses | D70 | ¢

ueueweay BT

nun uep ueueyelad duepiqg eueles 4D | 12T

1ne7 selApauoy Suepig eueldes | 3yd | 0TI

BIEPN SEUAIDBUOY Suepig eueles | Qvd | 61T

1eJeq selAIpauoy uepig eueles | JyD | 8IT

ueleyasay duepig eueses | gy | ZIT

eles

AT

iS4 ISeISaAuU|
e)3ueia)




65

- ueueweay uep 25 | op1
’ ueueyeliad suepig eueles NO
uun . 320 | SPT
' selinlauoy Suepig eueles AO
nun e ainxn | vt
d sejIAIp|auo) Suepig eueles NO eueJes NO
uun — 2020 | eVl
: selnpauoy Suepig eueles INO
193ed ueleyasay Suepig eueles NO | 92D | ZPT
1a)ed uejIpipuad duepig eueles NO | VD | THT
Uy ——— 04D | OvT
ueduequaduad eueleseld
ueeAepnga)|
i uep elesimiied Suepig mcm‘__ummn__:n_ NgD | 6€l
nun e WNED | BeT
uep ueueyeylad Suepig euedeseld
il ueduedepiad i | g
) uep Liisnpu| Suepig eueleseld
eueseseld
- dnpiy ue8uny8ur] uep ueueinyay —
‘Uelueliad 8ueplg eueleseld
uun 23U rad | GetT
’ ueyIpipuad uepig eueleseld
eduaualp uep Jese
HAD cmv__v_v%mn_ m:m_u__\M m:wgmmmk_m 183 | pEl
eueouag
epig eueleselq RED | BEL

yisld IselsaAu|
e)Suela)




09

yeSuaus|n uep Jese(

i ueyipipuad Suepig eueleseid WO | 07 65T
nun BUBDUDG Uel|EpUBBUdd
. Suepig euesesesg wo | 102 | BSF
1nun 1se3l|
. uep vas Suepig euesesesg wo | 292 | £5T
(uerequiar) Jedeq selAIPBUOY
W Il
Suepig euesesesg o | 3920 | 25F
eiepn selAl2uoy
u
o Buepig eueueseld NO 3ad> | sstT
INET SEAAIDBUOY
u
i Suepig eueseseig wo | 997 | 79T
(Uejer) 1e1eq SeIAIPUOY
w Al
! Suepig eueieseld NO 2dd | &St
uun uewupnwiad uep
. ueyewniad Suepig eueleserd wo | 907 | ¢
w ueideelaiadlad
! Suepig eueseseig o | V90 | ST
nn ueeliayedeuala)|
. suepig eueses o | 2 | 097
nin uesemey
. ue3uequiaduad eueles |AO 122 | 671
uun ue3uedepiad
. uep Lysnpu) Suepig eueses o | 10° | &V
uun dnpiy ue8uny3ur uep ueueinyay o | 201

‘uejueltad Suepig eueses AQ

eueseseld INO

JISl4 1Se1SaAu|
e)3uesd)y




18

3uelo 133ulL ueipipuad | ved | 7LT uejjipipuad
uejeyasa)
Ukl Suepig 1seyon ueyipipuag | 70 | T
dnpiH
Suelp ueSuny8ur] uep ueueueinyay | Iva | 0LT
Suepig ISeyOA ueyipipuad lwouoy3
ueeAepngay uep elesimlied |elsos uep
8
weiD Suepig I1SE)OA ueyIpIpuad ava | 691 :m”_ﬂ__wwmn_ INIAS Ise1sanul
uel ueueyllad uep uejuellad =Y mxmcm._wv_
° 3uepig ISeYOA ueyjIplpuad Ml Sl
npnJsesu|
FHEIG Suepig Iseyon ueyipipuag | o0 | £9T
E)13BWLIOJU| UBP ISEYIUNWOY)|
AuED Suepig isexop uepipuad | 70 | 997
i ueseme)|
s ueduequwaduad eueseseld NO 043 | 521
ueeAepngay uep
el elesimiied Suepig eueseseld INO NGO | %31
ueueulea) uep
it ueueyeliad Suepig eueieseld INO S, | ST R — IS4 ISe1SaAu|
ol ueduedepiad uep e)3uesd)
Eal 13snpu| Suepig eueldeseld NO 100 | @91
dnpiH ue3uny3ul7 uep ueueinya)|
bl ‘ueiuenad Suepig eueleseld AO AdI | 19T
188u1)
uun fa | 091

ueyIpipuad Suepig eueleseld NO




9

e ednieming
g uedueqwaduad uep uerjjauad €dd | 68t ueduequwasuad
)ynpoud uep uerjauad
ANpCld ue3uequaduad uep uepliauad vaa | sst
Siji] euedUag
< ueuedueuad Suepig ueyne|ad Ad | L31
8uelo |eisos Suepig ueynejad | dd | 98T
dueio ueyipipuad Suepig ueynelad | 10@ | G8T
duelo lisnpu| Suepig ueyneldd | HJOQ | 8T
Suel UBUBWEDY
0 uep ueueyellad duepig ueyne|ad 230 | E8E
Suelo ueduenayl pa | zer lwouoyj
uep (wouoy3 3uepig ueyne|ad ueynejad |elsos uep
3 dnpiHq ueduny3ul7 uep IAQS Iselsanul
MRl ueueuenyay Suepig ueyne|ad Pa |18l e)Suesa)y
ueeAepnqay
8
HEED uep elesimlied Sueplg ueyiie|ad Q3d | -Qst
ueueyLIad
m .
K uep uejuelnad uepig ueyie|ad 230 | 6Ll
8ueip Jnpnaisesul Suepig ueynedd | 9d3a | 841
B)11eW.I0}u|
8
g uep Iseyiunwoy Suepig ueyiie|ad vaoa | L1
8uelp Je|3D UON UeyIpIpuad
sueJo Ye|oxas-e.d UB)IPIPUR —_m
Suelp Jeseq ueyipipuad

ye3uaua| ueyipipuad

3uelQ




€9

|[eulaiu| ueynefad

g
HEig uep ueyipipuad ueueAel Wyd | w0e
uesode [ELEAU]
_ Isenjea3 uep Sulioliuoy ueuehAe’ V3 | €02
uelode| |eutalu] ueseme3uad ueueAde] | Ny3d | 20T
ueueAe| ISewJoju| uep eyeg ueuedel | ry3 | 10¢
19|03 010.d
A
UeUEAe] UEp UBSBWNYD) UeUBAE] fed | 00C
EENTEEE euJalu euJalul
ueuehe| _ | BlO19) iva | est Jeulaju| M1
ele] uep Isesiue3iQ ueueAe’ uawaleuep ueyejuiawad
ueueAe| wnynH ueueAe] | oyl | 86T uesunyng Iseslsiuiwpy
3uel0 IN@s ueuedet | 4v3 | 6T
uun |EUJSIU| BUBJESEI4 URBURART | IV | 96T
Hun |[eutaiu| eueles ueuede] | gvl | S6T
ueueAe| wnwpn ueueAet | ov3 | v6T
B |eusaiu| uesed8ueduad
_ UBp UBBUBDUDIDY UBURAET dv3 | 61
ueueAeg| ueljojueylad ueuedel | vyl | 26T
BN{a|23ul ueeAeys ueyuajediq Sued lwouoy3
JRIRARI= 19 ueSuequaduad uep uelll|auad g i gl ueSuequwasduad |eisos uep
Suiepo uep uenauad NS Iselsanul
p uelauad J0a | o6t e)3uel

LR




79

esSaQ Yyejulawad

esag UBBUIGWa UBp ISe|iSeS dg4 QTC | essQ uep yeiaeq
yejupawad
(e30M/qEM/N0Id) Yelaeq HE S DR vad | vI¢ ueeuiquiad
g ueeuIqWad uep Isell|ise :
ueyeluawad edequia
S uswaleue|p uejey3uluad ¥4 &ke
uesode| eJe3apN ueduenay ueejoPduad | Hv4d | ZI¢
uesode| ueun8uequwad uesemeduad | ovd4 | TTZ
uelode| ueduenay ueesyuawad | 4v4 | 0TZ
uelode|a ueyelulawWad
uesode 21 3vs | 60z .
B1J3S ISEN|BAT UBp UBneIUuRW ejojay ereL
ueuehe| uesed8ueSuad uep ueeuedualad | AvY4d | K0T
Suel ele3ap
0 Jnesedy seyisedey ueleyduluad Jvd | L02
ISeWIolU| WalsIs UBYBIUIIDWS ISBWJOU| WasIS | gv4 | 90T
usawnyoqg uedisieay | vvd | soz

(yeaoseq 1esnd
wad Jejue
uep ) 4eaue)
ueyeluawad
Jeusaqul
ueyejulaWwad
Iseals|uIwpy




Lampiran Il llustrasi Penerapan Program Pada
Kementerian/Lembaga

65



Lampiran lll. llustrasi Penerapan Program Pada Kementerian/Lembaga

1. Program Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon |

yang ditunjuk oleh Kementerian/Lembaga.

2. Program Teknis dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja

Eselon | pada 1 (satu) Kementerian/Lembaga (Bagan 1, 2).

Program Teknis |

UKEI X UKEIY UKEIZ

Bagan 13 Program Teknis yang Dilaksanakan oleh Lebih Dari 1 (satu) Unit
Kerja Eselon | pada Kementerian/Lembaga yang Sama

i Program Infrastruktur Konektivitas

Ermm;l*nitie 5 "Ditjn | Ditjenmw

! i Ditjen Badan Pengelola

| Perhub | i

| el i Perbubnagan Eestriliingan { | Perkeretaapian Transportasi Jabodetabek
i Darat Laut ‘ Udara |

Bagan 14 Ilustrasi Program Teknis yang Dilaksanakan oleh
Lebih Dari 1 {satu) Unit Kerja Fselon 1 di Kementerian Perhubungan

3. Program Lintas Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan oleh
beberapa Unit Kerja Eselon | pada 2 (dua) atau Ilebih
Kementerian/Lembaga (Bagan 3, 4, 5).
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Program Lintas XXX
] ——

MMM“ - “MMM‘%
% q“m\*

E
Kementerian ABC | Kementerian DEF Lembaga XYZ

Bagan 15 Program Lintas Kementerian/Lembaga

Program Infrastruktur Konektivitas

o
—

Kementerian Pekerjaan Umum

K terian Perhub
e T e dan Perumahan Rakyat

Bagan 16 llustrasi Pelaksana Program Lintas Kementerian/Lembaga "Program Infrastruktur Konektivitas

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

\

v NN
Mahkamah Agung Kejaksaan Kementerian Hukum
Republik Indonesia Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Bagan 17 liustrasi Pelaksana Program Lintas Kementerian/Lembaga "Program Penegakan dan Pelayanan Hukum”

4. Unit Kerja Eselon | pada 1 (satu) Kementerian/Lembaga dapat
menginduk pada 1 (satu) atau lebih Program Spesifik dan/atau
Program Lintas.

5. Nomenklatur Program Kementerian/Lembaga tidak merujuk pada

nomenklatur Unit Kerja Eselon 1 (satu) yang melaksanakannya.
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MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI SAKTI MODUL
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Petunjuk Teknis
Modul Penganggaran Aplikasi SAKTI-Web

A. Pendahuluan

Modul Penganggaran adalah Modul yang memuat proses Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya
proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun
anggaran.

Modul Penganggaran pada SAKTI meliputi :

Fungsi Penyusunan SBK (Standar Biaya Keluaran) : SBK Total dan SBK Indeks.
- Fungsi Penyusunan Anggaran (Kertas Kerja/RKAKL-DIPA): Belanja,
Pendapatan/Penerimaan, Informasi BLU, Informasi Valas/PHLN, KPJM, Data Pegawai.
- Fungsi Penyusunan Rencana Penarikan dan Penerimaan Dana : Hal Ill DIPA, AFP
(Annual Financial Plan) per bulan dalam satu tahun.
- Fungsi Pembuatan Usulan Revisi : Satker (POK), DIPA (Kanwil DJPb/DJA).
Integrasi modul penganggaran pada SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang
telah ada sebelumnya untuk kemudian dilakukan penyatuan sehingga tercipta
penyederhanaan proses kerja hanya melalui satu aplikasi saja.

Integrasi Modul Penganggaran

<
RKAKL s
SAS
DIPA Menu Pagu per PPK % o
semua menu  —

KPIM ) b0k :;3‘2 i .
P — 7 ﬁl —
Import dotg i

Menu RPD dan Renkas S

GPP

/ sakti
| import dota Pegawai (ane) x;’ T TPNEP
,’; import dotg
KRISNA _ /
. import data Referensi
— - =
APLIKASI EKSISTING APLIKASI EKSISTING
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Proses ini merupakan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan kerja yang
nantinya akan disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran
berikutnya. Proses yang ada pada aplikasi SAKTI dimulai dari usulan Satuan kerja yang
nantinya akan disampaikan ke level Unit Eselon | dan selanjutnya akan disampaikan ke
Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan ini melibatkan dua level user, yaitu: Operator dan
Approver (KPA), baik itu di level Satker, Unit Eselon |, maupun DJA.

Perbedaan Aplikasi SAKTI pada Modul Penganggaran dengan RKAKL Eksisting meliputi :

SAKTI-Web RKAKL Eksisting
Pembagian Role Operator dan Approver Tidak ada pembagian role
Single Database Database belum terintegrasi
Pengiriman data Usulan Revisi otomatis Pengiriman ADK Manual
Terdapat Log Transaksi Tidak ada Log Transaksi

Locking Pagu

Alur Keuangan yang Streamlined dari
Penganggaran, Pelaksanaan hingga

Pelaporan

B. Role dalam Modul Penganggaran
Terdapat beberapa role yang ada dalam Modul Penganggaran, dibedakan pada role
Operator Satker dan role Approver/ KPA Satker dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-
masing role.
1. Operator Satker :
- Membuat Rencana Kerja Anggaran Satker (RKA);
- Mencetak RKAKL;
- Mencetak Lampiran RKAKL;
- Mencetak Laporan-laporan;
- Mengirim ADK DIPA Revisi;
- Merekam data POK (Rencana Penarikan Dana Bulanan);
- Merestore dan merekam data pegawai;
- Mencetak konsep DIPA;
- Merekam usulan SBK (level Unit);

- Mengakses data referensi, dan lain-lain.
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2. Approver/ KPA Satker :
- Persetujuan data RKA-Satker;

- Persetujuan data Rencana Penarikan Dana (POK);

- Persetujuan data Rencana Penarikan Pendapatan/penerimaan.

C. Status Histori pada aplikasi SAKTI

Status Histori pada aplikasi sakti terbagi menjadi beberapa kode :

D00 — RKAKL AWAL

BOO — DIPA AWAL

Axx — USULAN REVISI DIPA KE-xx
Bxx — DIPA REVISI KE-xx

Cxx — REVISI SATKER/POK

Satker

560880

560880 -
560880 -
560880 -
260880 -

560880 -
560880 -
560880 -
560880 -

Owner Status History Rev Dipa Sts Kanwi/PA  RUH Belanja
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.., UNIT AD3 - USULAN DIPA -Rev Ke 3 BO2-DIPA-.. -
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.., SATKER C02 - SATKER -RevKe 2 BO2-DIFA-.. -
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.., SATKER C01-SATKER -RevKe 1 BOZ-DIFA-.. -
FANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.., SPAN B02-DIPA -Revke 2 BOZ-DIPA-.. -
- KANTOR PELAYAMAN PAJAK PRATAMA, .. UNIT A02 - USULAN DIPA - Rev Ke 2 BO01-DIPA -... BARU -
FANTOR PELAYANAM PAJAK PRATAMA.., SPAN B01-DIPA -RevKe 1 BO1-DIPA -.. -
FANTOR PELAYANAM PAJAK PRATAMA, .. LNIT A01-USULAN DIPA - Rev Ke 1 BOO -DIPA ... BARU -
FANTOR PELAYANAM PAJAK PRATAMA.., SPAN B00 - DIPA AWAL -Rev ke 0 BOO -DIPA ... -
FANTOR PELAYANAM PAJAK PRATAMA, .. LNIT D00 - RKAKL AWAL -Rev ke 0 BARL -

Validate
v
v
v

v

Submit

Total 5 UKD
wowssnE 000
e.411.100.000 4 O 0 O
9.411.109.000 4 O 0 O
st 000
s411.109.0000 0 0 O
saits0 ] 000
9.411.0%.00 (O O O
s411 03,00 ] 0 00
9.411.0%.00 O O O

*Contoh form Monitoring Submit dan Approve Data untuk melihat Histori pada aplikasi SAKTI,

pembacaan berurutan mulai dari bawah ke atas.
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D. Alur Penyusunan Anggaran
Proses Penyusunan RKAKL sampai dengan DIPA Awal.
- Persetujuan/Penolakan usulan RKAKL

BOD-DIPA _ ;
N Membuat ADK RKAKL Unit

SATKER

- Login pada tahun RKAKL

- Menu Utility > Memilih Status DOO - RKAKL
AWAL

- Menginput Data pada Form Belanja

- Menyesuaikan data RPD  (Rencana
Penarikan Dana) pada Form POK

- Mengisi data Form Pendapatan

- Mengisi data Rencana Penerimaan dan
Pendapatan (Bulanan)

- Validasi Data Belanja

- Approval oleh KPA

UNIT
- Login pada tahun RKAKL
- Monitoring Usulan RKAKL
E. Proses Penyusunan Usulan Revisi Satker

KPA
- Login pada tahun DIPA
- Persetujuan /Penolakan Revisi Satker
- Approval
- Klik tombol REVISI PAGU DI FA

Cxx - Pagu Revisi
Satker Aktif

OPERATOR ANGGARAN SATKER
- Login pada tahun DIPA
® Cxx - Revisi Satker - Menu Utility > Memilih Status Histori Cxx —
T e REVISI SATKER (POK)
- Menginput Data pada Form Belanja
- Menyesuaikan data RPD  (Rencana
Penarikan Dana) pada Form POK
- Menyesuaikan data Rencana Penerimaan
dan Pendapatan (Bulanan)
- Validasi Data Belanja

Operator
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F. Proses Penyusunan Usulan Revisi DIPA

- Persetujuan /Penolakan usulan Revisi DIPA
Bx-DIPA - Mengupload ADK Usulan Revisi ke SPAN

Revisi
Upload ADK SATKER
Revisi - Login pada tahun berjalan

- Menu Utility > Memilih Status Histori A —
Usulan Revisi DIPA
- Menginput Data pada Form Belanja
- Menyesuaikan data RPD  (Rencana
Penarikan Dana) pada Form POK
Aoxx - Usulan Revisi - Menyesuaikan data Rencana Penerimaan
dan Pendapatan (Bulanan)
- Validasi Data Belanja
- Approval oleh KPA
- Pembuatan ADK Usulan Revisi dan
pengiriman ADK ke Kanwil/PA/DJA
- (Setelah DIPA Revisi muncul pada SatuDJA)
Download ADK dan Konversi ke SAKTI
(Sekarang sudah Otomatis)

KANWIL
- Login pada tahun berjalan
- Monitoring Usulan Revisi DIPA

G. Status Histori pada aplikasi SAKTI

Konsep penting yang perlu diingat terkait status histori anggaran pada aplikasi SAKTI
adalah :

SUHAPRI - Setiap Usulan Harus Ada Pasangan Revisinya.

1. Contoh yang baik dan benar:

| Usulan Rev. DIPA Revisi Satker(POK) Usulan Rev. DIPA

A02
USULAN

A01

USULAN BO1 o1

DIPA REVISI REVISI POK
KE-1 KE-1

REVISI DIPA
KE-2

REVISI DIPA
KE-1

Copy Data Otomatis Copy Data Otomatis Copy Data Otomatis

2. Contoh kasus yang kurang baik dan benar (I) :
Suhapri adalah seorang operator Anggaran satker X yang sedang dalam proses
mengajukan usulan revisi DIPA. Namun saat persetujuan DIPA Revisi belum muncul di
satuDJA, atasan Suhapri meminta Revisi POK Satker untuk dilakukan segera, maka dari itu

Suhapri membuat status histori baru pada aplikasi SAKTI.
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Data yang valid ketika sudah ada persetujuan revisi

Usulan Rev. DIPA | | Revisi Satker (POK)

AO01 B01
SSEEAN DIPA REVISI
REVISI DIPA RE
KE-1 .
Copy Data Otomatis

Copy Data Otomatis

3. Contoh kasus yang kurang baik dan benar (Il) :

Setelah masalah satker Suhapri diajukan ke Hai-DJPb dan diselesaikan melalui proses
yang cukup panjang, tibalah saat Suhapri untuk mengajukan revisi Halaman Il DIPA (Revisi
Triwulanan). Namun, ketika memilih status histori, karena menurut Suhapri Revisi
Triwulanan hanya mengubah form POK dan tidak mengubah Form Belanja, maka ia memilih
status histori C02 — REVISI SATKER ke-02, membuat ADK BACKUP REVISI SATKER, dan Satker

mengajukan ADK tersebut ke kanwil dengan urutan langkah yang dirasa benar.

| Revisi Satker(POK)

BO1
USULAN

BO1 iz REVISI DIPA
KE-1

DIPA REVISI
KE-1

BO2
Copy Data Otomatis USULAN

REVISI DIPA

Pada SatuDJA KE_Z

* Catatan penting terkait modul penganggaran

Status Histori harus berurutan, menunggu proses sebelumnya selesai sebelum

membuat status histori baru;

- Setiap Status Histori Harus Ada Pasangan Revisinya;

- Setiap Usulan yang akan diajukan ke SPAN (Revisi DIPA, Revisi Halaman Ill DIPA dan
Revisi Triwulanan) diharuskan memilih status histori Axx — USULAN REVISI DIPA;

- Apabila ada masalah, pertama kali yang harus dilihat adalah Form Monitoring Submit
dan Approve Data;

- Apabila ada kegagalan Validasi Data Belanja, berarti ada ketidaksesuaian pada data

inputan, yang penjelasannya bisa dilihat pada Cetak Kode Validasi.
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H. Proses Penyusunan RKA-KL Menggunakan Aplikasi SAKTI

Terdapat beberapa cara untuk melakukan penyusunan RKAKL pada aplikasi

SAKTI, yaitu:
1. Migrasi Data RKAKL dari Data DIPA terakhir tahun anggaran sebelumnya;
2. Upload ADK RKAKL dari Aplikasi RKAKL;
3. Input data RKAKL dari awal,
4. Unit mengcopy template RKAKL antar satker-satkernya (Dalam proses

pengembangan).
H.1. Migrasi Data RKAKL dari Data DIPA terakhir tahun anggaran sebelumnya
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Login Operator Anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Pilih Menu Utility >
memilih status history > Pilih status history RKAKL Awal kemudian Klik OK.

B Administras v Revisi Terakhir: DIPA AWALO- DIPA Terakhir : DIPA AWALO -

05/12/18 05/12/18
B Bendahara v Cictort Al - -
B GL dan Pelaporan . RKAKL AWAL - Revisi ke 0~
= fomimen v | Histori Tujuan RKAKL AWAL - Revisi ke 0 v
B Pembayaran -
I W Penganggaran s OK BATAL
m RUH -
I ADK v
mm Monitoring v
M Cetak Formulir v
B Pegawa v
M Konsolidasi v
I m Utility B

B Copy Data Antar Satker
B Copy Program Antar Satker
B Hapus Data
B Konversi Data
I B Memilih Status History
B Blokir Masal
B Ubah Masa
B Laporan / Cetak hd
B Persediaan v

m KPIM v

2. Kemudian masuk ke menu Menu RUH > Migrasi RKAKL > Klik Tombol Pencari untuk
memilih satker. Kemudian akan muncul data DIPA terakhir tahun lalu. Untuk
melakukan migrasi Data, cukup klik tombol “Mapping Kode” kemudian klik tombol

“Proses”.
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™ Administrasi v —
Migrasi data RKAKL

W Bendahara v
B GLdan Pelaporan v
Tehun Anggaran o0
M Komitmen v
M Pembayaran v Sateer 634260 u KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS! BANTEN
W Penganggaran -
™ RUH .
B Kontrol Pagu Kode 2019 Uraian 2019 Jumiah 2019 Kode 2020 Uralan 2020 Jumiah200  *
B Belanja
015.0809 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 4,053.326.000
B Pagu per PPK
B s 1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 4052336000
B POK ) )
1706003 Laporan Kevangan BUN Tingkat Wilsysh dan Statistik Tingk.. 108:926.000

B Penerimaan/Pendapatan
B Rencana 1706003001 LK BUN Tingkat Wilayah 58,602,000

Penerimaan/Pendapatan

B o 051 Konsultasi, Sosialsasi, dan Bimbingan Teknis 48602000
W Validasi Data Belanja 052 Penyusunan LK Kuasa BUN Tingkat Wilayah 2000000
W Validasi Digital Stamp
053 Analisi Hasil Telaahan Laporan UAPPAW, UAKBUN Daera, . 2000000
B Migrasi RKAKL
™ ADK v 1706003002  Laporan Statistik Keusngan Pemerintah Tingkat Wilayah 51324000
.
e Monitoring 051 Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 28208000
m Cetak Formulir v
W Pegovai PR Pembinaan SAP pada Pemerintah Daerah 11364000
W Konsolidasi M 053 Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat.. 5.000.000
m Uity v
054 Sosiaisasi Workshop Diseminasi Bimtek FGD 6752000
B Loporan / Cetok v .
- e . sakti | aimeuasn

3. Setelah proses berhasil dilakukan, maka akan ada notifikasi “Berhasil Simpan” dan
data RKAKL akan termigrasi.

4. Untuk memeriksa hasil kerja yang telah dilakukan, dapat masuk melalui menu
Monitoring Submit dan Approve Data.

5. Langkah — langkah selanjutnya adalah Penyesuaian RPD pada menu POK, Input
form Pendapatan, input Estimasi Pendapatan/Penerimaan, Validasi Data Belanja,

serta Approval oleh KPA.

Berhasil Simpan

Migrasi data RKAKL

Tahun Anggaran 2020

Sateer 634260 n KANWIL DITIEN PEREENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

# Mapping Kode

Kode 2019 Uraian 2019 Jumlah 2019 Kode 2020 Uraian 2020 Jumlah 2020 *
015.08.00 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 4053336000 = 015.08.09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 4.053.336.000
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 4053336000 | 1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 4.033.226.000
1706.003 Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingk... 109.926.000 1706.003 Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingk... 109.926.000
1706.003.001 LK BUN Tingkat Wilayah 58602000  1706.003.001 LK BUN Tingkat Wilayah 58.602.000
051 Konsultasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis 48602000 051 Konsultasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis 48.602.000
052 Penyusunan LK Kuasa BUN Tingkat Wilayah 8000000 052 Penyusunan LK Kuasa BUN Tingkat Wilayah 8.000.000
053 Analisis Hasil Telaahan Laporan UAPPAW, UAKBUN Daerah, ... 2000000 033 Analisis Hasil Telaahan Laporan UAPPAW, UAKBUN Daerah, ... 2.000.000
1706.003.002 Lapaoran Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah 51324000 1706,003.002 Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah 51.324.000

051 Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 28.208000 031 Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 28.208.000

oo EEOoDEBOoDEBEOO

052 Pembinaan SAP pada Pemerintah Daerah 11364000 0352 Pembinaan SAP pada Pemerintah Dacrah 11,364,000
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6. Ketika proses migrasi pada tingkat operator satker telah dilakukan, namun belum
di approve oleh KPA, status histori dapat dihapus. Namun untuk melakukan proses
ini harap berhati-hati, dikarenakan PROSES INI TIDAK DAPAT DI UNDO.

- Untuk menghapus data status histori, dapat dilakukan melalui menu Utility >
Hapus Data.
- Pilih kode satker melalui tombol pencarian satker, lalu klik “Hapus”

Tahun
Anggaran

Parameter > -
oo v

mm Administrasi
mm Bendahara
Bm GL dan Pelaporan

mm Komitmen

LN S A 4

B Pembayaran

)

I Bm Penganggaran
RUH

Kode Satker GErEET a

ADK Nama Satker KANWIL DITJEM PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEM

Monitoring

LK S S S 2 4

Pegawai

L]
L]
L]
mm Cetak Formulir
L]
Bm Konsolidasi
L]

m Keluar

Utility

3y

B Copy Data Antar Satker
B Copy Program Antar Satker
W Hapus Data
B Konversi Data
B Memilih Status History
B Blokir Masal
B Ubah Masal
s Laporan / Cetak ~
B Persediaan
B KPIM

* Sebaiknya biasakan untuk selalu memeriksa Monitoring Submit dan Approve Data
setiap kali ada perubahan pada status histori. Karena dari menu tersebut kita dapat

melihat perbandingan status histori RKAKL awal sebelum dan setelah dihapus.

W Administrasi v
W Bendshara v Berhasil Simpan
B GLdan Pelsporan v
B Komitmen v Monitoring Submit dan Approve Data
M Pembayaran v
I- Panganggaran a Tehun Anggaren i
AR v Kementerian
m ADK . 015 a KEMENTERIAN KEUANGAN
I m Moritoring - unit [ a Ditien Perbendsharaan
B Menitoring KPM Tempikan ® Seluruh Dsta © Data Usulan Terakhir © Data Usulan Terakhir POK O Data Usulan Terakhir DIPA

B Monitoring Konsep DIPA

Status " Sts. . . .
| B Moritoring Subrmit dan Satker Owner History RevDipa o o on  RUHBeanja  Validate Submit Total s u K D
Approve Data
B DgtalSame FHaR-I- | SR 000° RKAK- | SATKER --- A ____

B Monitoring $58
-Pilih Kategori Pencarian- v Tulis Kriteria m

W Cetak Formulir
™ Pegawai

™ Konsolidasi

™ Utility

M Laporan / Cetak

W Persediaan

P I B

- KPIM

+ sakti | Build 31 Jul 2019 144152

Sebelum dihapus
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= Administras
B Bendshara
B GLdan Pelaporan
m Komitmen
m Pembayaran
I- Penganggaran
™ RUH
m ADK
I W Monitoring
B Monitoring KPIM

B Monitoring Konsep DIPA

L R B S T ]

Monitoring Submit dan Approve Data

Tahun Anggaran
Kementerian
Unit

Tampilkan

Satker Owner

2020
015

08

® Seluruh Data

Status
History

Rev Dipa

Data Usulan Terakhir
Sts
Kanwil/PA

Tulis Kriteria

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharsan

Data Usulan Terakhir POK Data Usulan Terakhir DIPA

RUH Belanja Validate Submit Total s u K D

-Pilih Kategori Pencarian- v

B Monitoring Submit dan
Approve Data

B Digital Stamp
B Monitoring 558
 Cetok Formulir
M Pegowai
m Konsolidasi
m Utiiy
B Laporan / Cetak

W Persedizan

PR I I I

- KPIM

+ sakti | Build 31 Jul 2019 1441.52

Setelah dihapus
H.2. Upload ADK RKAKL dari Aplikasi RKAKL
1. Masuk ke menu Utility > Konversi Data
2. Klik tombol “Kirim ADK RKAKL”
3. Pilih file ADK RKAKL dari aplikasi eksisting yang akan di upload ke SAKTI

I TOTTITIATET
Pemb v
B Pembayaran Tahun 2020
|- Penganggaran ~  Anggaran
i RUH ¥ . Kem-Unit 015.08 (Kem enterian Keuangan) - DITJEN PERBENDAHARAAN
I ADK e
M Monitoring v + Pilih ADK
M Cetak Formulir A
M Pegawai A
M Konsolidasi v
M Uility &

B Copy Data Antar Satker

i Copy Program Antar
Satker

B Hapus Data
B Konversi Data
B Memilih Status History
B Glokir Masal
B Uhah Masal
M Laporan f Cetak v

H.3. Input data RKAKL dari awal (Rekam Data)
1. Login Operator Anggaran pada tahun anggaran berikutnya melalui menu Utility >

memilih status history > Pilih status history RKAKL Awal > OK
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B Administrasi ~ Revisi Terakhir : DIPA AWAL O - DIPA Terakhir : DIPA AWAL O -
05/12/18 05/12/18

mm Bendahara ~ [ — - .
S . RKAKL AWAL - Revisi ke 0~
B Komitmen | EED D RKAKL AWAL - Revisike 0~
B Pembayaran -
|| cereermseres -~ OK || BATAL
s RUH -
B ADK -
ms Monitoring ~
mm Cetak Formulir ~
mm Pegawai ~
mm Konsolidasi -
I mm Utility -

B Copy Data Antar Satker
B Copy Program Antar Satker
B Hapus Data

B Konversi Data

B Memilih Status History

B Elokir Masal

B Ubah Masal

Bm Laporan / Cetak ~
Bm Persedizan ~
m KPIM ~

2. Masuk ke menu RUH > Belanja, kemudian pilih satker pada tombol pencarian
satker. Selanjutnya pada User Interface terdapat tombol-tombol yang berguna
untuk melakukan penginputan form Belanja, seperti Rekam Belanja, Search,

Calculator, Hapus, Ubah, Copy, Paste, Cetak, Simpan, dan Keluar.

saktichecker16 - 2020 - KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS| BANTEN(634260} - 63426000 - OPERATOR - SATKER - 015081000634260000KD

m Administrasi

¥ Belanja

W Bendzhara v

B GL dan Pelaporan wf| | Tahun Anggaran® 2020 RKAKL AWAL-0 JenisUser  SATKER

m Komitmen v K/L-Unit* 015 08 o KEMENTERIAN KEUANGAN | DITJEN PEREENDAHARAAN Jenis Role QPERATOR

W Pembayaran ] Satkers = .|| ¢ | WANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN REVISI POK USULAN DIPA
A

m Penganggaran
: Qm = ossceac

B Rencana Kinerja

. KODE URAIAN voL SAT HARGA JUMLAH *T SD o 5 u D
B Kontrol Pagu
| B Bebnja
B Pagu per PPK
B sBK
B POK

B Penerimaan/Pendapatan

B Rencana
Penerimaan/Pendapatan

B PHIN
B Veldasi Data Belanja
B Validasi Digital Stamp
B Migrasi RKAKL

m ADK v
m Monitoring v
B Cetak Formulic v
 Pegava v
m Konsolidasi v
m Utility v

v

m Laporan / Cetok

+ sakti | Build 31 Jul 2019 144152

*PENTING: Selalu pastikan untuk melihat status history yang sedang dibuka pada teks di
sebelah tahun Anggaran. Hanya RKAKL Awal, Usulan DIPA, dan Revisi Satker yang belum
disetujui KPA yang dapat diedit. DIPA Revisi tidak dapat diedit.
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3. Untuk mulai melakukan penginputan data, Klik tombol “Rekam Belanja Output”
dan akan muncul dialog box seperti gambar. Isikan Data sesuai dengan kebutuhan

dan klik OK.
Form Rekam Output

Program

kegiatan

fungsi:
sub fungsi:

Output
KodelB

Lokasi 29 53 = | KOTA SERANG
kewenangan KD = Kantor Daerah
valume® Layanan

*diisi manual di subOutput atau hitung otomatis value dari item

Ck Batal

4. Setelah selesai, data Output akan muncul bersama dengan Program dan Kegiatan
secara otomatis. Untuk mulai menginput Sub-Output, klik pada baris Output yang

akan diedit maka akan muncul tombol “Rekam Sub-Output”.

Belanja
Tahun Anggaran* 3020 RKAKL AWALD Jenis User SATKER
K/L - Unit* 015 08 ¢ KEMENTERIAN KEUANGAN | DITJEN PERBENDAHARAAN Jenis Role OPERATOR
Satker* 634260 .. | ;| KANWILDITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN REVISI POK USULAN DIPA
Qm = 0os80BAC
KODE URAIAN voL SAT HARGA JUMLAH TS 0 S U D
| [ —
1608 Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuzngan Negara dzn Sttistik Ksusngan Pemerintzn
1692001 Laporan Terkait Pertanggungiavaban Keuangan Negara dan Statistik Keuangan g 0 Layanan

(Lokasi: 29.53-KOTA

S 3= 22
{Lokasi: 20.53-KOTA SERANG) (KDIB= 22 Kegiatan 8aru - Perubahan Kebijskan} AT (h=2

Kegiatan Baru -
Perubahan Kebijakan)

5. Setelah mengklik tombol Sub-Output, maka akan muncul Dialog Box seperti pada

gambar. Isikan data sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Ok”.
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Form Rekam Sub Qutput .

Qutput 001 Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Statistik Keuangan Pemerintah
Sub Qutput Q Sub Qutput
Uraian

Volume 0,000 | Layanan

Ok Batal

6. Setelah Sub-Output berhasil diinput, maka data Sub-Output akan muncul pada form.
Apabila ingin melanjutkan untuk menginput komponen, klik pada baris Sub-Output

untuk memunculkan tombol “Rekam Komponen”.

am = ossce@C
KODE URAIAN vOL SAT HARGA JUMLAH T sD 0 s u D
- ogram Benglotssn Prbndaharaan Heger

1692 Lapor t Pertanggungjawaban Keusngsn Negara dan Statistix Keusngan Pemerintsh

1638001 Laperan Terkair Pertanggungiawaban Keuangan Negara dan Statistlk Keuangan Pemerintah 12 Layanan

(Lokasi: 26.53-KOTA SERANG) (KDIS= 22 Kegistan 3aru - Perubahan Kebijskar)

7698001001 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPE) 72 Layanan

7. Klik tombol “Rekam Komponen” pada form Belanja, maka akan muncul dialog box

seperti pada gambar. Isikan data sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Ok”.

Form Rekam Komponen *
Kamponen Komponen
Uraian kamponen
Jenis Biaya OPERASIONAL v
Sifat Biaya UTAMA v
Volume Dan Satuan 0,000

Hitung Gaj

Ck Batal

8. Setelah berhasil input data Komponen, maka data akan muncul pada form Belanja.
Kemudian untuk melanjutkan merekam tombol Sub-Komponen, klik baris

komponen yang dituju, lalu klik tombol “Rekam Sub-Komponen”.
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1. Rekam Komponen 2. Rekam Sub Komponen

KODE URAIAN VoL SAT
- Program Pengelolaan Perbendaharaan Megara
1683 Laporsn Terksit Pertanggungjswsban Keusngan Megars dan Statistik Keusngan Pemerintsh
T6958.007 Loporan Terkair Pertanggungiowaban Keuangan Negara dan Statistik Kevangan Pemerintah iz Layanan

[Lokasi: 20.53-KOTA SERAMG) (KDIE= 22 Kegiatan Baru - Perubahan Kebijakan)
1688.001.007 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPF) i2 Layanan
058 Peningkatan Kualitas Laporan Kevangan KSL 12 Laporan
Jumlah Komponen Utama

Jumlah Komponen Pendukung

9. Setelah mengklik tombol “Rekam Sub-Komponen”, maka akan muncul dialog box

seperti dibawah. Isikan data sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Ok”.

Form Rekam Sub Komponen

Sub Kempanen

Uraian

Ok Batal

10. Setelah berhasil input data Sub-Komponen, maka data akan muncul pada form
Belanja. Kemudian untuk melanjutkan merekam Akun, klik baris Sub-Komponen
yang dituju, lalu klik tombol “Rekam Akun”

QW = 0+, B0 BRAC

KODE URAIAN voL SAT HARGA JUMLAH T S0 o s U D
- Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
1608 Laporzn Terkait Pertanggungjawsban Keusngan Negara dzn Sttistik Keusngan Pemerintahy
1638001 Laporan Terkai Pertanggungjowaban Keuangan Negara dan Statistik Keuangan Pemerintah i2 | Layanan
(Lokasi: 20.53-KOTA SERANG) (KDIS= 22 Kegiztan Baru - Perubshan Kebijskan)

1638.001.001 taporan Keuangan Pemerintak Fusat (LKPP) i2 | Laysnan

058 Peningkatan Kualitas Laperan Keuangan K/L 12 Lsporsn

A Sub-Kemponen A

Jumiah Komponen Utama

Jumiah Komponen Pendukung

11. Setelah mengklik tombol “Rekam Akun”, maka akan muncul dialog box seperti

dibawabh. Isikan data sesuai kebutuhan, lalu klik tombol “Ok”.
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Form Rekam Akun

Akun -

KPPN 020 v | Serang
Beban/Ins
Bantuan/Cr A0 - RM RM
Penarikan
Register -
Cara Hitung

NON PPN NETTO BRUTO NOM SHARING

PHLN % KPPN
RM Pdp % KPPN
RPLN Pdp % KPPN

Register Pdp -

Catatan Akun (Optional)

-

12. Setelah berhasil input data Akun, maka data akan muncul pada form Belanja.
Kermudian untuk melanjutkan merekam Header 1, klik baris Akun yang dituju, lalu
klik tombol “Rekam Header 1” (Optional). Selanjutnya untuk merekam Header 2, klik
baris Header yang dituju, lalu klik tombol “Rekam Header 2” (Optional).

e e =] QW = O/ W8CBRBC

KODE URAIAN voL SAT HARGA JUMLAH T s 0 5 U D
- Program Pengelolsan Perbendsharaan Negars
1698 Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Statistik Keuangan Pemerintah
1698001 Lanoran Terkai Pertanggungiawsban Keuangan Negara don Statisclk Keuangan Pemerintah 12 | Layanan

(Lokasi: 20.53-KOTA SERANG) (KDIS= 22 Kegiatan Baru - Perubahan Ksbijakan]

1698,001.007 taporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPF) 12 | Layanan
058 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan K/L 12 Lsporan
A Sub-Kemponen A
521111 Belanja Keperlusn Perkantoran 400

(KPBN.020-Serang)
Jumiah Kemponen Utsma

Jumish Kemponen Pendukung

13. Setelah berhasil input data Header, maka data akan muncul pada form Belanja.
Untuk melanjutkan merekam Detail, maka klik pada Akun/Header yang dituju,

kemudian klik tombol “Rekam Detail”
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am = os80880

KODE URAIAN voL SAT HARGA JUMLAH T sD 0 s U D
- Program Pengelolazn Perbendzharaan Megars
1698 Laporan Terkait Pertar I Keuangan Negara dan Statistik Keuangan Pemerintah
1692001 Laporan Terkait Pertanggungiowaban Keuangam Negara dan Statistik Kevangan Pemerintah 12 | Layanan

(Lokasi: 20.53-KOTA SERANG) (KDIB= 22 Kegiatan 3zru - Perusahan Kebijakan)

1698.007.001 Laporan Keuongan Pemerintah Pusat (LKPP) 72 Layanan
058 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan K/L 12 | Laporan
A Sub-Komponen A
521111 Belanja Keperluzn Perkantorsn ADD

[KP2M.020-5erang)
01.00. 1 > Header Satu
01.01. 2 >> Header Duwa

Jumiah Komponen Utama

|Il

14 . Berikut adalah dialog yang muncul setelah klik tombol “Rekam Detail.

Form Rekam Akun Detail

Uraian
Valkeg Satkeg Harga Satuan Jumlzh SBM
X = Blokir
[Enter untuk rincian] ABT 0
Ok Batal

15. Untuk menginput detail dengan lebih rinci, klik form “Volkeg” kemudian tekan
tombol Enter pada dialog form dan akan muncul form rincian seperti gambar

dibawah.

Form R/U/H Item

0,000 X 0,000 X 0,000 X 0,000

ATK dan Supplies Kemputer

Valkeg Satkeg Harga Satuan Jumlah SBM
0,000 KEG X 2,000,000 = 4.000.000 Blakir 0
[Enter untuk rincian] ABT 0
Clk EBatal

16. Setelah berhasil input data Detail, maka data akan muncul pada form Belanja.
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am = osscemcC

KODE URAIAN voL SAT HARGA JUMLAH T sp o s u oD
- Program Pengelolzan Perbendzharaan Negars
1608 Laporzn Terkait Pertanggungjawaban Keusngan Negara dan Statistik Keusngan Demerintah
1698001 Laporan Terkair Pertanggungiawaban Keuangan Negara dan Statistik Keuangan Semerintah 2 | Layanan

(Lokast 23.53-KOTA SZRANG) (KDI3= 22 Kegiatan 3aru - Perubahan Kehijskan)

1638001001 Laporan Keuangan Bemerintah Pusat (LKPE) 12| Laysnan
058 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan K/L 12 Laporan
A Sub-Komponen A
521111 Belanja Keperluzn Derkantoran AD0

(KPBIN.02D-Serang)
01.00. 1 > Hesder Satw
01.01.2 >> Header Duwa

01.01. 3 -Belanja keperluan laporan [2 ORG x 3 HARI x 2 LAPORAN] 12 Laporan 100.000 1.200.000

17 . Berikutnya adalah Upload ADK GPP untuk perhitungan gaji pegawai. Setelah seluruh
data diinput, aplikasi SAKTI menyediakan fitur untuk penghitungan gaji pegawai
secara otomatis dengan merestore data dari ADK GPP. Caranya adalah: Masuk ke
menu Pegawai — Restore Data aplikasi GPP. Klik tombol “Cari File” dan kemudian klik

“Proses Upload”

m Administrasi
M Bendahara Berhasil Simpan
M GL dan Pelaporan
 Komitmen UPLOAD ADK PEGAWAI
M Pembayaran

Upload ADK Pegawai

File ADK Pegawai
pyee

m Penganggaran
m RUH
m ADK
m Moritoring

m Cetak Formulir

L I R ]

M Pegavai
B RUH Data PNS Pusat

B RUH Data TNI Pusat
Data Satker Periode dengan jumiah pegawai

B RUH Data Polri Pusat

B Rekapitulasi Data Pegawai

W Hapus Data Pegawai

W RESTORE Data Aplikasi GPP
M Konsolidesi

m Utility

v
m Laporan / Cetak v
m Persedisan v

“

= KPIM

18. Langkah berikutnya setelah form RUH Belanja selesai diinput bersama dengan
perhitungan gaji pegawai adalah menyesuaikan Rencana Penarikan Dana bulanan
pada menu RUH > POK. Klik tombol pencarian satker untuk memilih satker dan

menampilkan data POK untuk satker tersebut.
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m Administrasi
M Sendahars Berhasil Simpan
B GLdan Pelaporan
B Komitmen FOK

B Pembayaran

LA S T T T S

m Laporan / Cetak

< sakti | Build 31 Jul 2019 14.41.52

TAHUN 2020
W Penganggaran
m RUH DET
B Rencana Kinerja ot
B Kontrol Pagu
B Belanja DEKON
B Pagu per PPK
SATKER
[
| B POK )
Kode Uraian Jumiah Pagu Jumlah Rencana Proses vV A
B Penerimaan/Pendapatan
Penerimaan/Pendapatan
layang Sampai Komponen ke Bxcel
B PHLN Tayang Sampai Komp: Copy.
Validasi Digital Stam|
A [ o ]
B Migrasi RKAKL
a0k . e ]
m Monitoring v
m Cetak Formulir v
™ Pegavai v
B Konsolidasi v
m Utility v
v

B Persediaan

19. Klik tombol “Renc. Penarikan yang masih belum sesuai (berwarna merah) untuk
menyesuaikan rencana penarikan bulanan untuk komponen tersebut. Atau klik icon

expand (v) pada komponen untuk menyesuaikan rencana penarikan dari level detail.

1706.003.002 Laparan Statistik Keuang... 50,484,000 51,324,000
> 051 Koordinasi Laparan Keua.. 28,208,000 28208000 _Renc Penarikan |
5 052 Pembinaan SAP pada Pe... 11.364.000 11364000 Renc Penarikan |
> 033 Penyusunan Laporan Stat.. 4,160,000 5000000 [EHEREHENREN
> 054 Sosialisasi/ Workshop/ Di... 6.752.000 6752000 _Renc Penarikan |

20. Setelah itu, pada bagian bawah form terdapat fitur “Tayang sampai dengan level
Komponen” dan “Tayang Semua” untuk memeriksa lebih detail terkait rincian yang
belum sesuai rencana penarikannya. Apabila masih terdapat ketidak sesuaian pada
form ini, akan dapat diidentifikasi pada saat melakukan menu “Validasi Data Belanja”

dengan kode kesalahan 053.
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POK

TAHUN M
pEeT 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
uniT 08 Ditjen Perbendaharaan
DEKON KD Kantor Daerah
SATKER 634260 ‘ KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
Kode Uraian Jumlah Pagu Jumlah Rencana Proses v A
015.08.09 Program Pengelalaan Per... 4.053.336.000 4.053.336.000
1706 Pembinaan Pelaksanaan ... 4.053.336.000 4.053.336.000
1706.2953.003 Laporan Keuangan BUN ... 109.926.000 109.926.000
1706.003.001 LK BUN Tingkat Wilayah 58.602.000 58.602.000

» 051 Konsultasi, Sosialisasi, da... 48.602.000 48.602.000 Renc Penarikan

» 052 Penyusunan LK Kuasa BU... 8.000.000 2.000.000 Renc Penarikan

» 053 Analisis Hasil Telaahan La... 2.000.000 2.000.000 Renc Penarikan
1706.003.002 Lapeoran Statistik Keuang... 51.324.000 51.324.000

» 051 Koordinasi Laporan Keua... 28.208.000 28.208.000 Renc Penarikan

» 052 Pembinaan SAP pada Pe... 11.364.000 11364000 Renc Penarikan

» 053 Penyusunan Laporan Stat... 5.000.000 5000000  Renc Penarikan

2 1. Dari gambar dibawah ini, dapat dilihat masih ada data penarikan yang belum
disesuaikan (pada menu Validasi Data Belanja akan terlihat dengan kode error 053).

Silakan disesuaikan rencana penarikannya sesuai dengan pagu yang ada.

w 053 Penyusunan Laporan Stat... 4.160.000 5.000.000
v A TANPA SUB KOMPONEN 4,160,000 5.000.000
v 521.. | Belanja Bahan 4,160,000 5.000.000

1 | DokumentasiPengganda... 799,000 5,000,000 _

21 250000 I RencPenarikan

ER 300.000 I RencPenarikan

4 3 430,000 0 [

54 111,000 0 [

8 5 1,500,000 0 [

706 750,000 0 [

22 . Setelah mengklik tombol “Renc. Penarikan” maka akan muncul dialog box seperti
pada gambar berikut. Pagu yang telah disediakan harus tidak bersisa supaya POK
dapat divalidasi.
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Rekam POK e

2
TOTAL KONTRAK NON KONTRAK
300.000 0 300.000
Nilai Kontrak Tgl Kontrak Mo Kontrak
0
7= Petengen 0 Dasar Hitung
Persen -:é) Jml Penarikan Rata-rata Rata-gaiji
Bulan Y% Jumlah Bulan % Jumlah
Januari 0 0 Juli 0 0
Februari 0 0 Agustus 0 0
Maret 0 0 September 0 0
April 0 0 Oktober 0 0
Mei 0 0 MNopember 0 0
Juni 0 0 Desember 0 0
PAGU YG TDK DPT DITARIK (Terblokir) 0 0
Tutup SIsA 0 300,000
Total 0

2 3. Setelah seluruh data rencana penarikan telah disesuaikan, maka dapat melanjutkan
ke proses selanjutnya.

w 321, Belanja Bahan 4,160,000 4160.000

1 DokumentasiPengganda... 799.000 792000  Renc Penarikan |
2 1 250,000 230,000  Renc Penarikan |
3|2 300,000 300,000  Renc Penarikan |
4 3 430,000 430,000  Renc Penarikan |
3 4 111.000 111.000  Renc Penarikan |
6 5 1,500,000 1500000  Renc Penarikan |
750,000 750000 Renc Penarikan |

-l
=21

24. Langkah selanjutnya khusus untuk penyusunan RKAKL adalah mengisi form
Pendapatan (berbeda dengan form estimasi pendapatan/penerimaan).

25. Caranya adalah Klik tombol rekam yang dapat dilakukan pada menu RUH >
Penerimaan/Pendapatan apabila pada satker terdapat data rencana pendapatan

tahunan.
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m Komitmen ~

B Pembayaran v Penerimaan/Pendapatan
W Fenganggaran -
m RUH ~ Satker 634260 a' KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS| BANTEN
B Rencana Kinerja
B Kentrol Pagu Dept 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
W Belania Unie 01508 DITIEN PERBENDAHARAAN
B Pagu per PPK
B SBK
I B Penerimaan/Pendapatan

B Rencana Kode Uraian Perpajakan Umum Fungsional o Vv A

Penerimaan/Pendapatan
Data Kosong

B PHIN
B Validasi Data Belanja
B Validasi Digital Stamp
B Migrasi RKAKL

m ADK

m Monitoring

 Cetak Formulir

 Pegaviai

m Konsolidasi

m Utility

< ¢ ¢ < ¢ < <

m Loporan / Cetek

B Persediaan

< <

= KPIM

< sakti | Build 31 Jul 2019 144152

26. Kemudian yang harus dilakukan adalah menginput data Rencana
Penerimaan/Pendapatan bulanan yang dapat dilakukan pada menu RUH > Rencana

Penerimaan/Pendapatan.

B Komitmen v

W Pembayaran ~ Rencana Penerimaan/Pendapatan

W Penganggaran A

™ RUH N Tahun Anggaran om0
B Rencans Kiners
Departemen o KEMENTERIAN KEUANGAN

B Konirol Pagu
B Belenja Unit w Ditjen Perbendaharaan
B Pagu per PPK
§ e Dekon a Kantor Daerah
B PoK Satker e a KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
B Penerimaan/Pendapatan
e Jenis Penerimazn Pl Kateoor .

Penerimaan/Pendapatan
B Validasi Data Belanja

B Validasi Digital Stamp

m Loporan / Cetak

M Persedizan

. d
B Migrasi RKAKL ] L
m ADK ~
m Monitorin ~ Jumizh .
9 Prog Keg Akun Total Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
) Rencana
M Cetak Formulic v
W Pegawai v Data Kosong
m Konsolidasi v
m Utility ~
v
v

- KPM

2 7. Langkah yang harus dilakukan oleh operator anggaran sebelum data belanja dapat
diapprove oleh KPA adalah melakukan Validasi Data Belanja untuk mengetahui secara
sistem, langkah mana yang terlewati atau belum sesuai.

2 8. Dapat dilakukan melalui klik checkbox pada baris yang akan divalidasi dan klik
“Proses”. Apabila terdapat kegagalan, maka dapat dilihat penjelasannya pada tombol
“Lihat Kode Validasi”. KPA baru akan dapat menyetujui usulan apabila sudah

melewati validasi ini.
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m Komitmen v

Tahun Anggaran
M Pembayaran v 2020
—) PETzFiEEen Gy Kementerian 015 ‘ KEMENTERIAN KEUANGAN
B RUH -
Unit
B Rencana Kinerja b 08 ‘ DITIEN PERBENDAHARAAN
W Kontrol Pagu Kriteria Sudah Valid Belum Valid (.) Semua
B Belanja
) Dep Unit Dekon Mo 'SP Satker History Nama Satker
W Pagu per PPK
B seC .08 KD 1320 634260 RKAKLAWALO  KANWIL DIT/EN PERBENDAHARAAN PROVINS| BANTEN
B POK
N p Lihat Kode Validasi
B Penerimaan/Pendapatan

B Rencana
Pererimsan/Pendapatan

B PHLN
I B Validasi Data Belanja
B Validasi Digital Stamp
B Migrasi RKAKL
m ADK
m Monitoring
m Cetak Formulir
™ Pegavai
W Konsolidasi

m Utility

LR SR SR I SR

m Laporan / Cetak
M Persediaan v

m KPIM ¥

+ sakti | Build 31 Jul 2019 144152
29. Satker dapat melihat status validasi dari usulan dengan mengklik pilihan “sudah

valid”. Status histori usulan yang sudah valid kemudian dapat divalidasi oleh KPA.

Kriteria (6) Sudah Valid Belum Valid Semua
Dep Unit Dekon NoSP Satker History Nama Satker
08 KD 1320 634260 RKAKLAWALO  KANWIL DITJEN PEREENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

Lihat Kode Validasi

30. Langkah selanjutnya yaitu approval oleh KPA selaku Approver Anggaran. KPA dapat
login dan menyetujui usulan RKA-Satker yang telah divalidasi datanya melalui menu
Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. KPA mengklik baris yang akan
diapprove, kemudian mencentang kolom “S” yaitu singkatan dari “Satker” kemudian
klik tombol “Simpan”. Apabila proses ini berhasil dilakukan, maka Unit dapat melihat

data usulan satker untuk kemudian diproses lebih lanjut.

= Administrasi v 3 .
ing Submit dan App Data
m Bendahara -
M GLdan Pelaporan -
Tahun Anggaran o
= Pembayaran v
I. Penganggaran “ Kementerian 015 a KEMENTERIAN KEUANGAN
RUH v
- Unit 08 a Ditjen Perbendsharaan
m ADK v
Tampilkan ® Seluruh Data ' Data Usulan Terakhir ' Data Usulan Terakhir POK ©/ Data Usulan Terakhir DIPA
m Monitoring a
W Monitoring Submit dan Sather Owner Status Rev Dipa Sts RUH Belanja  Validate Submit Total s u K D
Approve Dats History Kanwil/PA
B Digital Stamp 634260- K. | SATKER D00 - RKAK..  SATKER - v 40524960...
W Monitoring 5B
W Pegaviai v
M Konsolidasi v
m Utiliyy v

m Lsporan / Cetak
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I.  Monitoring usulan RKAKL dari satker oleh Unit
1. Unit dapat melakukan Monitoring usulan RKAKL dari satker. Operator Unit dapat
membuat, memeriksa, menghapus serta mengubah data usulan RKA yang telah
diajukan oleh satker. Langkah pertama Login sebagai operator unit pada tahun
anggaran berikutnya dan masuk ke menu Monitoring > Monitoring Submit dan

Approve data.

opru10_527010_198505042004121002 - 2020 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBEN DAHARAAN(527010) - 52701000 - OPERATOR - UNIT - 015080199527010000KP

Monitoring Submit dan Approve Data

Tahun Anggaran 2020

Kementerian 015 ‘
Unit 08 ‘

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

Tampilkan ® Seluruh Dats Dats Usulan Terakhir Data Usulan Terakhir POK ) Data Usulan Terakhir DIPA
Satker Owner :I‘;‘n“r; Rev Dipa Kani:; o RUHBelanjz  Validate Submit Total s u K D
015117 -K.. | DJA D00 - RKAK..  SATKER BARU - v 5.2273720..
528682 -K.. DA D00 - RKAK..  SATKER BARU - v 5.3315720..
634260 - K..  UNIT DOO - RKAK...  SATKER BARU - v 4052.496.0...

m feluar

-Pilih Kategori Pencarian-  ~ Tulis Kriteria

2. Llangkah selanjutnya ialah Unit memvalidasi data belanja satker. Masuk ke menu RUH
> Validasi Data Belanja untuk melakukan validasi data belanja dengan mencentang

checkbox di sebelah kiri dan mengklik tombol proses.

- OPERATOR - UNIT - 015080199527010000KP

B Adminis ©  Tahun Anggaran TP
e Bendal I cementer
o N ementerian 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
M GL dan Pelaporan -
v Unit
08 ‘ DITIEN PERBENDAHARAAN
Kriteria Sudah Valid (| Belum Valid (@) Semua
- Dep Unit Dekon NoSP Satker History Nama Satker
ncana Kinerja
08 KD 1320 634260 RKAKL_AWAL ... KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS! BANTEN
W Kontrol Pagu
B Pagu per PPK
B POK

B Penerimaan/Pendapatan

W Rencans
Penerimaan/Pendapatan

W Migrasi RKAKL

3. Kemudian login user Approval Unit dan Approval RKAKL.. Masuk ke login user
Approval Unit dan cari menu Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data.
Pada bagian bawah form terdapat fungsi pencarian untuk memudahkan. Klik
checkbox pada kolom “U” untuk melakukan persetujuan unit, kemudian klik tombol
“Simpan”. Apabila data berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi pada pojok

kanan atas.
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aprul_527010_197506031995031001 - 2020 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN(527010) - 52701000 - APPROVAL - UNIT - 015080199527010000KP Berhasil Simpan

Data berhasil tersimpan

Monitoring Submit dan Approve Data

- M
I- (Erzzigs - Tahun Anggaran o
m RUH v -
I M Monitoring N 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
B Moritoring KPIM 08 Ditien Perbendaharaan
W Moritoring Konsep DIPA
Tampilkan ® h Data Data Usulan Terskhir POK ) Data Usulan Terakhir DIPA
| W Mornitoring Submit dan
Approve Data
Satker Owner Status Rev Dipa Sts RUH Belanja  Validate Submit Total K D
B Digitel Stamp History Kanwil/PA
W Persediaan v 015117 -K.. | DIA D00 - RKAK..  SATKER BARU - v 5.227.3720.
528682-K.. | DIA D00 - RKAK..  SATKER BARU - v 53315780.
634260-K.. | DIA D00 - RKAK..  SATKER BARU - v 40524960.

4.

Langkah berikutnya yaitu Membuat ADK RKAKL Unit. Untuk membentuk ADK Unit
pada aplikasi SAKTI, Login dengan User Unit dan masuk ke menu ADK > RKAKL POK >
Kirim. Sementara untuk REVISI DIPA, RKAKL, termasuk juga REVISI HALAMAN Il DIPA

dan REVISI TRIWULANAN, pilih JENIS ADK SPAN.
PENTING : Jenis ADK SAKTI akan muncul ketika membuat REVISI SATKER. Namun

fungsi ini  hanya untuk BACKUP dan TIDAK UNTUK DIKIRIMKAN KE

KANWIL/PA/DJA(SPAN).

pROL52701015B50S12004121002 202 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT KNDERAL PRGENOAHARAANS2010) - 270100 - OFERATOR - UNIT 015080175270 10000KP

B Administrasi v
m Bendahara ~ Kirim ADK -
s GL dan Pelaporan ~
= Komitmen . Jenis ADK (@) sPan SAKTI Tujuan ADK (@) P DJA
m Pembayaran v
z Tahun Anggaran 2020
I- Penganggaran -~ e
= RUH v Data yang dibackup | RKAKL ~| Data Pegawai
I m ADK - Parameter Backup Kem-Unit Satker
™ SEK v
m RKAKL POK ~ Satker
B Grim (o i 01s - KEMENTERIAN KEUANGAN
sl 08 - DITJEN PERBENDAHARAAN
v Lokasi -
v
m Konsolidasi v
m Utiiy v Pencarian
M Laporan / Cetak v
M Persedisan v Satker. Dekon Nama Satker History Pilin
B KRIM ¥ Data on

Nomer Surat Pengantar™ Tanggal Surat Pengantar

Perihal Surat

R

Untuk membuat ADK Unit, klik Parameter Backup “Kem-Unit” lalu isikan Data sesuai
dengan kebutuhan. Pada Tabel, Centang checkbox pada baris yang akan dibentuk
ADK-nya. Kemudian, SAKTI juga menyediakan fitur untuk pengiriman dokumen
pendukung untuk penyusunan RKAKL/Revisi DIPA. Isikan Nomor Surat, Tanggal Surat,

Perihal Surat, dan klik Kirim Dokumen.
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Kirim ADK =

i (@ =
Jenis ADK (@) span SAKTI Tujuan ADK (@) P DIA
Tahun Anggaran 2020
Data yang dibackup ~ | RKAKL ¥ | Data Pegawai
Parameter Backup Kem-Unit Satker
Kementerian - Unit
Nama Kementerian 015 v KEMENTERIAN KEUANGAN
Nama Unit 08 v DITIEN PERBENDAHARAAN
Pencarian
Unit Nama Unit Pilih
015.08 Ditjen Perbendaharaan
Nomor Surat Pengantar™ Tanggal Surat Pengantar n

Perihal Surat

6. Setelah Unit selesai melakukan monitoring usulan RKAKL dari satker. Kementerian

dapat melanjutkan usulan RKAKL dari Unit oleh Kementerian.

J. Monitoring usulan RKAKL dari Unit oleh Kementerian
Caranya adalah login Operator Anggaran level Kementerian pada tahun anggaran berikutnya
dan memeriksa Usulan Revisi yang telah dibuat oleh Unit.
K. Revisi Anggaran Aplikasi SAKTI
Untuk Revisi Anggaran pada Aplikasi SAKTI-Web terdiri dari :
- Revisi Anggaran kewenangan SATKER (Revisi POK);
- Revisi Anggaran kewenangan KANWIL (Revisi DIPA);
- Revisi Halaman Il DIPA,
K.1. Revisi Anggaran kewenangan SATKER (Revisi POK)
Untuk melakukan revisi ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Login Operator Anggaran pada tahun anggaran berjalan. Masuk ke Menu Utility > memilih

status history > Klik tombol “Revisi Satker (POK)” > klik OK
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sakticheckerlé - 2019 - KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN({634260) - 63426000 - OPERATOR - SATKER

B Administrasi v Revisi Terakhir : SATKER 1 - DIPA Terakhir: DIPA AWALQ -
02/08/19 05/12/18

B Bendzhara N Histori Awal
a CL dan Pelaporan . ¢ SATKER - Revisike 1 Revisi Satker (POK) Usulan Rev.Dipa
B Komitmen L T SATKER - Revisi ke 1

B Pembayaran ¥ DIPA AWAL - Revisi ke 0
I- (ETGEGEEET . oK BATA) RKAKL AWAL - Revisi ke
I RUH ¥ 0
I ADK ¥
M Monitoring ~
B Cetak Formulir >
M Pegawai ¥
W Konsolidasi e
I W Utility ~

B Copy Data Antar Satker
Copy Program Antar Satker
Hapus Data

Konversi Data

Memilih Status History

Elokir Masal

Ubah Masal

Sebaiknya, biasakan untuk memeriksa status histori yang baru dibentuk pada form
Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. Dapat dilihat (gambar berikut) bahwa

Status Histori Revisi Satker telah dibentuk pada baris paling atas (CO1).

I- Penganggaran - Unit 08 ‘ Ditien Perbendaharaan
m RUH v
Tampilkan ® Seluruh Data O Data Usulan Terakhir ' Data Usulan Terakhir POK ) Data Usulan Terakhir DIPA
Status Sts.
& . i ' ’

I Sather Owner Hivtory RevDipa e  RUHBelania  Validate Submit Total s u K 0

OSA260 K SRR 01 SAT 5007 P ---- 08560 ____
| 634260 -K..  SPAN B0O-DIPA.. BOO-DIPA.. - 40533360...

634260 -K.. | DIA DOO - RKAK... BARU - v 4053.3360..

2. Langkah berikutnya adalah mengedit data belanja yang telah dibentuk dengan cara:
Masuk ke menu RUH > Belanja, Pilih satker pada tombol pencarian satker. Pada User
Interface terdapat tombol-tombol untuk melakukan penginputan form Belanja, seperti

Rekam Belanja, Search, Calculator, Hapus, Ubah, Copy, Paste, Cetak, Simpan, dan Keluar.
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= Administrasi “ Belanja
m Bendahara ~
M GL dan Pelsporan v Tahun Anggaran® 2019 SATKER-1 Jenis User SATKER
m Komitmen v KL-Unit = = o KEMENTERIAN KEUANGAN | DITJEN PERBENDAHARAAN JenisRole  OPERATOR
B Pembayaran v sater e | 1| KANWILDITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN © UsuLAN DIPA
m Penganggaran -

™ RUH “ O/ E0BBC

B Rencans Kinerja
xooe URaAN vou sar HareA umaLan o s o s u o

B Kontrol Pagu

n Berbandaharaan Negara 4053336000

W Pagu per PPK 1706 4053336000
B sex 1705003 10 Laporan 108326000
W POk
. P (Lokasi-29.53-KOTA SERANG] [KDIS=00 Base Line)
enerimaan/Pendapatan
B Rencana 106003001 | LKAUN 5 Laporan 52602000
Penerimaan/Pendapatan
56502000
B PHIN
o051 6 | KEGUTAN 48.602.000
W Validasi Data Belanja
B Validasi Digital Stamp = 5 | LARCRAN £.000.000
B Migrasi RKAKL 2000000
v
W ADK 053 3 LARORAN 2.000.000
™ Monitoring v
1705003002 5 Laporan 51324000
W Cetak Formulic v
m Pegawai v 4o ©
W Konsolidasi v
m Utility v

*PENTING: Selalu pastikan untuk melihat status history yang sedang dibuka pada teks di
sebelah tahun Anggaran. Hanya RKAKL Awal, Usulan DIPA, dan Revisi Satker yang belum
disetujui KPA yang dapat diedit. DIPA Revisi tidak dapat diedit.

3. Untuk mengedit data, klik pada baris yang akan diedit dan klik tombol “Ubah”. Setelah

selesai mengubah data yang ingin diubah, klik tombol “Simpan”

Belanja
Tahun Anggaran* 2019 SATKER-1 Jenis User SATKER
K/L-Unit* 015 08 @ KEMENTERIAN KEUANGAN | DITJEN PERBENDAHARAAN Jenis Role OPERATOR
Satker* 634760 ;| KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN REVISI POK © USULAN DIPA
==
am = oss08@c
KODE URAIAN voL SAT HARGA JUMLAH T so o0 s u oD
- Program Pengelolsan Perbendaharaan Negara 4052336000
1708 Pembinasn Pelskssnaan Perbendsharssn di Wilsysh 4,053.336,000
1706.003 Laperan Keuangan BUN Tingkar Wilayah dn Statistik Tingkat Wilayah 10 | Laporsn 109.526.000
(Lokasi :20.53-KOTA SERANG] (KDI3=00 Bas Line)
1706.003.001 LK BUN Tingkat Wilayah 5 | Laporsn 58602000
Jumiah Komponen Utama 56.602.000
051 Konsultasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis [ KEGIATAN 48.602.000
A = dan i Laporan Keuangan UAPPAWY dan BLU 4672000
521211 Balanja 8shsn 4672000 A0
(€PEN.020-Sersng)
00.00. 1 -Konsumsi (32.0 UAPPA x 20 ORG x 1.0 KEG] 64 OK 73,000 4672000
g Sosialisas! dan Bimbingan Teknis UAPPAWY 12694.000 -

4. Langkah selanjutnya setelah form RUH Belanja selesai diinput, adalah melakukan
penyesuaian rencana penarikan dana bulanan (RPD Bulanan). Cari menu RUH > POK, Klik
tombol pencarian satker untuk memilih satker dan menampilkan data POK untuk satker

tersebut.
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m Administrasi
M Bendahara Berhasil Simpan
B GL dan Pelaporan
I Komitmen

M Pembayaran

TAHUN 2020

DEPT

W Penganggaran
W RUH -
B Rencana Kinerja T
B Kontrol Pagu
B Belanja DEKON
B Pagu per PPK
SATKER
B S
| B POK

B Penerimaan/Pendapatan

B Rencana Tayang Semua
Penerimaan/Pendapatan
B PHN Tayang Sampai Komponen

B Validasi Data Belanja

Kode Uraian Jumlah Pagu Jumlah Rencana Proses v

»

B Validasi Digital Stamp
W Migrasi RKAKL
m ADK

m Monitoring
m Cetak Formulir
m Fegavai

M Konsolidasi
m Utility

TR S B S S

m Laporan / Cetak

< sakti | Build 31 Ju1 201 144152

B Persediaan v

5. Klik tombol “Renc. Penarikan yang masih belum sesuai (berwarna merah) untuk
menyesuaikan rencana penarikan bulanan untuk komponen tersebut. Atau klik icon

expand (v) pada komponen untuk menyesuaikan rencana penarikan dari level detail.

1706.003.002 Laporan Statistik Keuang... 50.484.000 51.324.000
> 051 Koordinasi Laparan Keua... 28.208.000 28.208.000  Renc Penarikan |
> 052 Pembinaan SAP pada Pe... 11.364.000 11.364.000  Renc Penarikan |

> 053 Penyusunan Laporan Stat.. 4,160,000 5000000 [ EHCRSHENEN

> 054 Sosialisasi/ Workshop/ Di... 6,752,000 6.752.000 Renc Penarikan |

6. Setelah itu, pada bagian bawah form terdapat fitur “Tayang sampai dengan level
Komponen” dan “Tayang Semua” untuk memeriksa lebih detail terkait detail yang belum
sesuai rencana penarikannya. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian pada form ini, akan
dapat diidentifikasi pada saat melakukan menu “Validasi Data Belanja” dengan kode

kesalahan 053.
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POK

TAHUN 2020
et 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
NIt o8 Ditjen Perbendaharaan
DEKON o Kantor Daersh
SATKER 634260 ‘ KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
Kode Uraian Jumlah Pagu Jumlah Rencana Proses v A
015.08.09 Program Pengelolaan Per... 4053.336,000 4053.336,000
1708 Pembinaan Pelsksanaan . 4053.336,000 4053.336,000
1706,2952.002 Laporan Keuangan BUN ... 109,926,000 109,926,000
1706.002.001 LK BUN Tingkat Wilayah 58,602,000 58,602,000
» 051 Konsultasi, Sosialisasi, da.. 48,602,000 48602000 _Renc Penarikan
> 032 Penyusunan LK Kuasa BU... 8.000.000 8.000.000 Renc Penarikan
> 033 Analisis Hasil Teloahan Ls... 2,000,000 2000000 _Renc Penarikan
1706.002.002 Laporan Statistik Keuang... 51.324.000 51324000
> 051 Koardinasi Laporan Keus.. 28.208.000 22208000 Renc Penarikan
> 032 Fembinaan SA7 pada Pe.. 11364000 11364000 Renc Penarikan
> 053 Penyusunan Laporan Stat... 5.000.000 5.000.000 Renc Penarikan

7. Dapat dilihat masih ada data penarikan yang belum disesuaikan (pada menu Validasi Data
Belanja akan terlihat dengan kode error 053). Bila terdapat permasalahan seperti itu,

silakan disesuaikan rencana penarikannya sesuai dengan pagu yang ada.

~ 053 Penyusunan Laporan Stat... 4,160,000 5.000.000
- A TANPA SUB KOMPOMNEN 4.160.000 5.000.000
« 521.. Belanja Bahan 4,160,000 5.000.000

1 DokumentasiPengganda... 799,000 5.000.000 —

z 1 250,000 . [ Renc Penarikan

=z 300.000 < [ Renc Penarikan

4 2 450,000 2 [ Renc Penarikan

5 4 111.000 ~ | Renc Penarikan

& 5 1,500,000 < [ Renc Penarikan

T & 750.000 < [ Renc Penarikan

|Il

8. Setelah mengklik tombol “Renc. Penarikan” maka akan muncul dialog box seperti berikut.

Pagu yang telah disediakan harus tidak memiliki sisa sehingga POK dapat divalidasi.
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Rekam POK =

2
TOTAL KONTRAK NON KOMTRAK
300.000 o 300.000
Nilai Kontrak Tgl Kontrak No Kontrak
o
7 Potongan z Dasar Hitung
Persen (@) Jml Penarikan Rata-rata Rata-gaji
Bulan % Jumlah Bulan % Jumlah
Januari - o | Juli - 5
Februari - o | Agustus - 5
Maret = 5 | September = 5
April - 5 | Oktober - 5
Mei T 5 | Mopember T 5
Juni = o | Desember = 5
PAGU YG TDK DPT DITARIK (Terblokir) - =
m Tutup SISA o 300.000
Total z

9. Setelah seluruh data rencana penarikan telah disesuaikan, maka dapat melanjutkan ke

proses selanjutnya.

w 521..  Belanja Bahan 4,160,000 4,160,000
1 DokumentasiPengganda... 799,000 782000 Renc Penarikan |
2 1 250,000 250000  Renc Penarikan |
32 300.000 300000 Renc Penarikan |
4z 450,000 450000 Renc Penarikan |
34 111.000 111000 Renc Penarikan |
6 3 1.500.000 1.500000  Renc Penarikan |
7T 6 750,000 750000  Renc Penarikan |

Langkah yang harus dilakukan oleh operator anggaran sebelum data belanja dapat diapprove oleh
KPA adalah melakukan Validasi Data Belanja untuk mengetahui secara sistem, langkah mana yang
terlewat atau belum sesuai.
10. Klik checkbox pada baris yang akan divalidasi dan klik “Proses”. Apabila terdapat
kegagalan, maka dapat dilihat penjelasannya pada tombol “Lihat Kode Validasi”. KPA baru

akan dapat menyetujui usulan apabila sudah melewati validasi ini.
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M Administrasi v

 Bendahars P Berhasil

m GL dan Pelaporan v

= Komimen J Tahun Anggaran 2019

M Pembayaran | (= 015 n KEMENTERIAN KEUANGAN

W Penganggaran ~

™ RUH N B 08 a DITJEN PERBENDAHARAAN

B Rencana Kinefa Kriteria (®) SudshValid || Belum Valid || Semua
B Kontrol Pagu -
B Belanz Dep Unit Dekon Mo SP Satker History Nama Satker
B Pagu per PPK 08 KD 1320 634260 SATKER_REVISI 1 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS| BANTEN

B sEK

B Penerimaan/Pendapatan

B Rencanz
Penerimaan/Pendapatan

B PHLN

I B Validasi Data Belanja
B Validasi Digital Stamp
B Migrasi RKAKL

Setelah operator anggaran telah menyelesaikan validasi, selanjutnya KPA selaku Approver
Anggaran dapat login dan menyetujui Revisi Satker yang telah divalidasi datanya.

11. Masuk menu Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. Caranya adalah KPA

mengklik baris yang akan diapprove, kemudian mencentang kolom “S” yang merupakan

|II

singkatan dari “Satker” dan mengklik tombol “Simpan”

260_19600603 1985021001 - 2019 - KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN(634260) - 63426000 - APPROVAL - SATKER - 015081000634260000KD

m Administrasi v L 3
Monitoring Submit dan Approve Data
m Bendahara v
GL dan Pelapora ~ -
M G dan Pelaporan Tahun Anggaran 2010
M Pembayaran v
I. e - Kementerizn 015 a KEMENTERIAN KEUANGAN
\ -
= RUA Unit 08 ‘ Ditjen Perbendaharaan
m ADK -
Tempilkan ® Seluruh Data ' Data Usulan Terakhir ' Data Usulan Terakhir POK ' Data Usulan Terakhir DIPA
m Monitoring -
B Monitoring Submit dan Satker Owner Status Rev Dipa _’ RUH Belanja  Validate Submit Total s u K D
[Frmemabea History Kanwil/PA
B Digital Stamp 634260- K.  SATKER CO1-SATK..  BOD-DIPA.. | - 40533360...
B Monitoring S8
. 634260-K..  SPAN BOD-DIPA.. BOD-DIPA.. - 4053.3360..
m Cetak Formulir -
™ Pegavai v 634260- K. DIA D00 - RKAK... BARU - v 40533360..
M Konsolidasi v

m Laporan / Cetek

12. Selanjutnya KPA masuk ke menu RUH > Belanja dan melakukan Update Pagu di FA dengan
menekan tombol “Revisi POK” yang terdapat pada sebelah kanan atas di form RUH >
Belanja. Masukkan tanggal DIPA awal, dan tanggal Revisi Satker, kemudian klik OK untuk

mengupdate pagu.
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Input Tanggal DIPA

Nemer DIPA DIPA-015.08.2.634260-2019
Tanggal DIPA 2019-08-02
Tanggal Revisi 2019-08-02

Tanggal Upload Son0-08-02

Periode Buku Sot0-08

* PENTING : Setelah ini pagu satker pada COA akan aktif dan tidak dapat di-undo.

13. Setelah mengupdate pagu di FA, maka Status Histori Revisi Satker pada menu Monitoring
> Monitoring Submit dan Approve Data akan tercentang di kolom “Validate”.

Monitoring Submit dan Approve Data

Tahun Anggaran 2010
Kementerian 015 a KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit 08 a Ditjen Perbendaharaan
Tampilkan ® Seluruh Date ) Data Usulan Terakhic ) Data Usulan Tersknir POK ) Data Usulan Terakhir DIPA
Satker Owner :I‘:l‘n“; Rev Dipa Kﬂ"f:i‘wﬁ RUH Belanja  Validate Submit Total s u K D
634260 - K. | SATKER CO1-SATK.. | B00-DIPA.. - v 4052.3360..
634260 - K. | SPAN BOO-DIPA.. | BOO-DIPA.. | - 4053.336.0..
634260 - K. | DIA DO - RKAK... BARU - v 4053.336.0..

-Pilih Kategori Pencarian- v Tulis Kriteria m

K.2. Revisi DIPA pada aplikasi SAKTI
Langkah-langkah untuk melakukan Revisi DIPA pada aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut :
1. Login Operator Anggaran pada tahun anggaran berjalan. Pilih Menu Utility > memilih

status history > Klik tombol “Usulan Rev.Dipa” kemudian klik OK.
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saktichecker16 - 2019 - KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN{634260) - 63426000 - OPERATOR - SATKER

B Administrasi ~ Revisi Terakhir : USULAMN DIPA 1 DIPA Terakhir : DIPA AWAL O -
- 02/08/19 05/12/18

W Bendahara Y | Histori Awal o i

m oo reraporar . USULAN DIPA - Revisi ke 1~
- -
-

Pembayaran DIPA AWAL - Revisi ke O

Penganggaran - oK BATAL  LKAKL AWAL - Revisi ke 0
s RUH

s ADK

ms Monitoring ~

me Cetak Formulir ~

m Pegawai ~

ms Konsolidasi ~

m Utility -~

B Copy Data Antar Satker
Copy Program Antar Satker
Hapus Data

Konversi Data

Blokir Masal

[ ]
[ ]
]
B Memilih Status History
]
B Ubah Masal

2. Langkah selanjutnya masuk ke Menu RUH > Belanja untuk mengedit data yang telah
dibentuk. Pilih satker pada tombol pencarian satker dan pilih baris yang akan diedit. Pada
User Interface terdapat tombol-tombol untuk melakukan penginputan form Belanja,
seperti Rekam Belanja, Search, Calculator, Hapus, Ubah, Copy, Paste, Cetak, Simpan, dan

Keluar.

saktichecker16 - 2019 - KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS! BANTEN(634260) - 63426000 - OPERATOR - SATKER - 015081000634260000KD

m Administrasi A Eelanja
W Bendahara v
e GL can Pelzporan | | Tanun Anggeran® 2019 USULAN DIPA1 JenisUser  SATKER
W Komitmen v K/L - Unit* 015 08 Q KEMENTERIAN KEUANGAN | DITJEN PERBENDAHARAAN Jenis Role OPERATOR
W Pembayaran v Satker* 634260 : KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN REVISI POK USULAN DIPA
W Penganggaran A

: am = ossoeac

B Rencana Kineria
xooe URaiAN vt sar iAGA Jomuas T o o s u oD

i Kontrol Pagu

B Pagu per PPK 1706 e 4053336000
W S8k 1706003 10 Laporan 109.926.000
B POK
B Penerimaan/Pendapatan
B Rencana 1706.003.001 5 Laporan 58.602.000
Panerimaan/Pendzpatan
56.602.000
B PR
I 51 6 KeamA sas02000
i Data Belanja
052 5 Lapoman s00m000
W Migrasi RKAKL Jomian kompanen Penguung 2000000
.
n ADK o053 I Telaahan Laporan UAPPA-W, UAKBUN Daerah. dan LK BLU 3 | LAPORAN 2.000.000
m Monitoring ~
705003002 5 Lspocan s132000
M Cetsk Formulir ~
ass72o0e e
M Pegaua v
M Konsolidasi v
m Utilty v
M Laporan / Cetak ~ ;
R . sakti | Build 1 Agt 2019 2026,17

*PENTING : Selalu pastikan untuk melihat status history yang sedang dibuka pada teks di
sebelah tahun Anggaran. Hanya RKAKL Awal, Usulan DIPA, dan Revisi Satker yang belum
disetujui KPA yang dapat diedit. DIPA awal, DIPA Revisi dan Revisi Satker yang telah disetujui
KPA tidak dapat diedit.
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3. Untuk mulai mengedit, Klik tombol “Ubah” pada baris yang akan diedit dan akan muncul

dialog box seperti gambar dibawah.

Form Rekam Akun Detail .

Uraian
Vaolkeg Satkeg Harga Satuan Jumlah SBM
X = Blokir
[Enter untuk rincian] AET 0
Ck Batal

Contoh dibawah adalah dialog box untuk edit pada baris Detail. Isikan Data sesuai dengan kebutuhan
dan klik OK.

Form R/U/H Item =

0,000 X 0,000 X 0,000 X 0,000
ATK dan Supplies Komputer
Wolkeg Satkeg Harga Satuan Jumlah SEM
0,000 KEG X 2000000 | = 4.000.000 Blokir 0

[Enter untuk rincian] ART 0

Ck

Batal

4. Langkah selanjutnya setelah form RUH Belanja selesai diinput, adalah penyesuaian
rencana penarikan dana bulanan (RPD Bulanan) yang dilakukan melalui menu RUH > POK.
Klik tombol pencarian satker untuk memilih satker dan menampilkan data POK untuk

satker tersebut.

saktichecker16 - 2019 - KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN(634260) - 63426000 - OPERATOR - SATKER - 015081000634260000KD

B Administrasi - Tahun 2019 USULAN DIPA - 1
= Bendzhara ~
o GLdon Pelaporan . DEPT 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
B Komitmen unim 08 Ditjen Perbendaharaan
 Pembayaran v
W Penganggaran ~ DECON (G} Kantor Daerah
RO - SATKER
. . 634260 ‘ KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS| BANTEN
B Rencans Kinerja
B Kontrol Pagu Kode Uraian Jumlah Pagu Jumlah Rencana Proses. v A
B ez
0150809 Program Pangelolaan Perbendaharaan Negara 4053.336.000 4053336.000
B Pagu per 29K
B se¢ 1706 Pembinaan Pelsksanaan Perbendaharaan di Wilayah 4052.326.000 4053.326.000
| ome N ) )
1706.2052.003 Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah 110.826.000 109.226.000

B Penerimaan/Pendapatan
1706.003.001

LK BUN Tingkat Wilayah

59.602.000 58.602.000

> 051 Konsultasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis 48.602.000 48.602.000 Renc Penarikan
> 052 Penyusunan LK Kuasa BUN Tingkat Wilayah 9.000.000 8.000.000 _
> 053 Analisis Hasil Telaahan Laporan UAPPA-W, UAKBUN Daerah, dan LK BLU 2.000.000 2.000.000 Renc Penarikan
W Migrasi RKAKL
= ADK ~ 1706.003.002 Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah 51.324.000 51.324.000
> 051 28.208.000 28.208.000 Renc Penarikan
~ > 052 Pembinaan SAP pada Pemerintah Dacrah 11364000 11364000 _Renc Penarikan
= Konsalidasi ¥ > 053 Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah 5.000.000 5000000 _Renc Penarikan
m Utility ~
ma Laporan / Cetak o > 054 Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Bimtel/ FGD 6.752.000 6752000 Renc Penarikan
W Persediaan v 1706.2953.009 Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah 537.671.000 538,671.000
- KPIM -

1706.009.001

o1

< sakti

Layanan Supervisi KPEN dan Kepatuhan Internal

Build 2 Agt 2019 13.55.04
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5. Klik tombol “Renc. Penarikan yang masih belum sesuai (berwarna merah) untuk
menyesuaikan rencana penarikan bulanan untuk komponen tersebut. Atau klik icon
expand (v) pada komponen untuk menyesuaikan rencana penarikan dari level detail.

1706.003.002 Laporan Statistik Keuang... 50.454.000 51.324.000

> 051 Koordinasi Laparan Keua... 28.208.000 22208000  Renc Penarikan |
> 052 Pembinaan SAP pada Pe... 11.364.000 11364000  Renc Penarikan |
> 053 Penyusunan Laporan Stat. 4,160,000 5,000,000 _
> 054 Sosialisasi/ Workshop/ Di... 6.752.000 6752000  Renc Penarikan |

6. Setelah itu, pada bagian bawah form terdapat fitur “Tayang sampai dengan level
Komponen” dan “Tayang Semua” untuk memeriksa lebih detail terkait detail yang belum
sesuai rencana penarikannya. Apabila masih terdapat ketidak sesuaian pada form ini, akan
dapat diidentifikasi pada saat melakukan menu “Validasi Data Belanja” dengan kode

kesalahan 053.

POK
TAHUN 2020
DEPT 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT o8 Ditjen Perbendaharaan
DEKON KD Kantor Daerah
SATKER 634260 ' KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS! BANTEN
Kode Uraian Jumlah Pagu Jumlah Rencana Proses v A
015.08.09 Program Pengelolaan Per... 4.053.336.000 4.053.336.000
1706 Pembinaan Pelaksanaan ... 4.053.336.000 4.053.336.000
1706.2952.003 Laporan Keuangan BUN ... 109.926.000 109.926.000
1706.003.001 LK BUN Tingkat Wilayah 58.602.000 58.602.000
> 031 Konsultasi, Sosialisasi, da... 48.602.000 48.602.000 Renc Penarikan
> 052 Penyusunan LK Kuasa BU... 8.000.000 8.000.000 Renc Penarikan
> 052 Analisis Hasil Telaahan La... 2,000,000 2.000.000 Renc Penarikan
1706.003.002 Laporan Statistik Keuang... 51.324.000 51.324.000
> 051 Koordinasi Laporan Keua... 28.208.000 28.208.000 Renc Penarikan
> 052 Pembinaan SAP pada Pe... 11.364.000 11.364.000 Renc Penarikan
> 033 Penyusunan Laporan Stat.. 5.000.000 5.000.000 Renc Penarikan

7. Pada gambar dibawah dapat dilihat masih ada data penarikan yang belum disesuaikan
(pada menu Validasi Data Belanja akan terlihat dengan kode error 053). Silakan

disesuaikan rencana penarikannya sesuai dengan pagu yang ada.
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~ 0532 Penyusunan Laporan Stat... 4.180.000 5.000.000

~ A TANPA SUB KOMPOMNEN £.160.000 5.000.000
~ 521.. Belanja Bahan 2.160.000 5.000.000

1 DokumentasiPengganda... TOS.000 5.000.000 —

2 1 250,000 . IRSEERSRERRER

2 2 200,000 . IREEERSRERREE

4 s 450,000 © IREnCRSRERRER

5 s 1.500.000 ~ [ Renc Penarikan

e 750,000 ~ Renc Penarikan |

8. Setelah mengklik tombol “Renc. Penarikan” maka akan muncul dialog box seperti berikut.

Pagu yang telah disediakan harus tidak bersisa sehingga POK dapat divalidasi.

Rekam POK *
2
TOTAL KONTRAK NON KONTRAK
300,000 0 300,000
Nilai Kontrak Tgl Kontrak Ne Kontrak
0
7 Fotongan L Dasar Hitung
Persen (@) Iml Penarikan Rata-rata Rata-gaji
Bulan % Jumlah Bulan % Jumlah
Januari - o | Juli T o
Februari - o | Agustus T o
Maret - o | September T o
April - o | Oktober T o
Mei - 5 | Nopember T o
Juni - 5 | Desember 7 5
PAGU YG TDK DPT DITARIK (Terblokir) 5 5
m Tutup SISA 0 300.000
Total B

9. Setelah seluruh data rencana penarikan telah disesuaikan, maka dapat melanjutkan ke
proses selanjutnya.

w 321.. | Belanja Bahan 4,160,000 4,160,000

1 DokumentasiPengganda... 799,000 792000  Renc Penarikan |
2 |1 250,000 250,000  Renc Penarikan |
32 300.000 300,000  Renc Penarikan |
4 3 450,000 450,000  Renc Penarikan |
3 4 111.000 111.000  Renc Penarikan |
6 5 1.500.000 1500000  Renc Penarikan |
730.000 750,000  Renc Penarikan |

=
=3
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10. Langkah berikutnya yang harus dilakukan apabila ada perubahan pada data pendapatan
adalah menyesuaikan data formulir Rencana Penerimaan/Pendapatan bulanan yang dapat

dilakukan pada menu RUH > Rencana Penerimaan/Pendapatan.

saktichecker16 - 2019 - KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS| BANTEN(634260) - 63426000 - OPERATOR - SATKER - 015081000634260000KD

W Administras v
1/
m Bendahara ~
m GL dan Pelaporan ~
Tahun Anggaran s
™ Komitmen v
W Pembayaran v Departemen o KEMENTERIAN KELANGAN
m Penganggaran -~
Unit . Ditjen Perbendaharaan
M RUH -
B Rencana Kineqja Dekon a Kantor Daerah
W Kontrol Pagu
W Belanja Satker 634260 ‘ KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

W Pagu psr PRK
B s

B POK
& ubzh | W Hapus & Tutup

W Penerimaan/Pendapatan

Jenis Penerimaan Pilih Kategari -

B Rencana

Penerimazn/Pendapatan Tabel R Peneri Jpend
B PHIN

B Validasi Data Belanjs Jumiah

B Validasi Digitel Stamp Prog Keg Akun Total — Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

B Migrasi RKAKL
Data Kesong

 ADK

s Monitoring

s Cetak Formulir

™ Pegavei

= Utility

.
v

M Konsolicasi v
v

s Laporan / Cetek ~
v

< sakti | Build 1 Agt 2019 2026.17

B Persediaan

11. Setelah itu lakukan validasi data belanja untuk memvalidasi data usulan Revisi yang telah
dibuat. Klik tombol “Belum Valid” untuk mengetahui status histori mana yang belum valid,

|H

lalu centang pada checkbox dan klik tombol “Proses”. Setelah berhasil, maka status histori
akan pindah ke pilihan kriteria “Sudah Valid”. Setelah data valid, maka Approver dapat

menyetujui usulan revisi DIPA.

m Administrasi v Tahun Anggaran 2019
I Bendahara A o ]
mn 6L dan Pelaporan L | menterian 015 . KEMENTERIAN KEUANGAN
i Unit
B Komitmen M 08 . DITJEN PERBENDAHARAAN
I Pembayaran v —
’ Kriteria Sudah Valid \:.;l Belum Valid Semua
I Penganggaran ~ -
M RUH . Dep Unit Dekon NoSP Satker History

W Rencana Kinerja

634260 USULAN_DIPA... | KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
i Kontrol Pagu
i Belanja Cetak validasi Lihat Kode Validasi

| ]

| ]

W Pagu per PPK

B SBK

i POK

W Penerimaan/Pendapatan
| ]
B

§ Rencana
enerimaan,/Pendapatan

B PHLN

I B Validasi Data Belanja
B Validasi Digital Stamp
W Migrasi RKAKL
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12. Untuk menyetujui Usulan Revisi DIPA, Login dengan user Approver dan masuk ke menu

Monitoring > Monitoring Submit dan Approve Data. Klik checkbox pada kolom “S” dan

kemudian klik simpan.

kpa_634260_196006031985021001 - 2019 - KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN(634260) - 63426000 - APPROVAL - SATKER - D15081000634260000KD Berhasil Simpan

Data berhasil tersimpan

B Administrasi v . .
Monitoring Submit dan Approve Data
M Bendahara ~
GL dan Pelapora v Ancas
B GLdan Pelaporan Tahun Anggaran 2010
B Pembayaran v
I. e — A Kementerian 015 a KEMENTERIAN KEUANGAN
RUH ~
- Unit 08 a Ditjen Perbendaharaan
= ATK v
Tempilkan ® Seluruh Data ) Data Usulan Terakhir -/ Data Usulan Terakhir POK - Data Usulan Terakhir DIPA
m Monitoring B
W Mornitoring Subrmit dan Satker Owner Status Rev Dipa Sts RUM Belanja  Validate Submit Total u K b
e History Kanwil/PA
B Digital Stamp 624260 -K.. | UNIT ADT-USUL.. BOO-DIPA.. - v 40533360..
B Monitoring 558
_ 634260-K.. | SPAN B0O-DIPA.. BOO- DIPA 4053.3360.
M Cetak Formulic v
m Pegows v 634260-K.. | DA D00 - RKAK... BARU - v 40533360..
m Konsolidasi v
m Utility v -Pilih Kategeri Pencarian- v Tulis Kriteria m

m Laporan / Cetak

13. Perubahan hingga level output yang dilakukan pada RUH Belanja dapat dilihat pada menu
Laporan/Cetak > Matriks Usulan Revisi. Form 1 Untuk melihat perubahan sampai level
Komponen, Form 2 Untuk melihat perubahan pada level Output saja, Form 3 untuk

melihat perubahan hingga level Detail.

sakdichecker16 - 2019 - KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN{634260) - 63426000 - OPERATOR - SATKER - 01508 100063426 0000KD

™ Komitmen v
W Pembayaran v Matriks Usulan Revisi|
m RUH v Kuurit | 015 08 KEMENTERIAN KEUANGAN | Ditien Perbendsharsan
m ADK v
i A PEREE] ARAAN PRO\ BANTE!
o Meritarng . Satier | 634260 ﬂ KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
B Cetak Formuiir v
W Pegava v
M Konsolidasi v Tempilkan (@) Seluruh Data Perubahan SEMULA (DIPA AWAL - 0) H MENJADI (USULAN DIPA - 1)
m Utity v
La Cetak jadi
I D) EETem/a] - Kode Uraian SemulaVolume  Semula Rupiah 5;;‘:': Menjadi Volume  Menjadi Rupiah “’:;Igfl:"
B KA Satker
W Rincian Kertas Kerja Satker 634260 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS| BANTEN 0 4053.236,000 0 0 4053336000 0
B Gtk Kontral Pagu 015.08.09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 0 14053336000 0 0 14053336000 0
| Helaman I DIPA
A 1706 Pembinaan F di Wilayah 0 4053336000 0 0 4053336000 0
B Summary Akun
I B Matriks Usulan Revis 1706003 {00) Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah [. 10 109926000 0 10 110926000 0
B Petikan DIPA 1706.008 [00] Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah [Stakeholder] 233 538,671,000 0 233 537,671,000 [
j Cetak Detail Akun Dips
1706951 (00) Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Layanan] 1 261112000 0 1 261112000 0
W Laporan per Unit
1706994 00) Layanan Perkantoran [Layanan] 12 3143627000 0 12 3143627000 0

B Leporen per Lokasi

B Leporen per Program

B Laporan per Fungsi/Sub (@) Format 1
Fungs = Tempat/Tanggal | Tangerang Selat | 02/08/2019 n Tayang | & Keluar
2
B Laporan per Lokasi Program Format 2
Penandatangan | 1960060319850210017 v | HARVANA

[ Laporan per PHLN/PNBP Format 3 {detail)

B Leporen per Register

B Lsporan per Akun

< sakti | Build 2 Agt 2019 13.55.04
*Apabila pada cetakan terdapat DS Sebelum — null, maka harap mengklik dahulu menu

Monitoring > Digital Stamp, kemudian coba cetak kembali.

14. Langkah berikutnya yaitu melakukan pengiriman data ke Kanwil/PA. Untuk membuat ADK

dan mengirimkan ke kanwil, maka Operator Anggaran/Approver Anggaran dapat masuk
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ke menu ADK > RKAKL POK > Kirim. Pilih jenis ADK SPAN, klik tombol Jenis Revisi untuk
memilih jenis revisi, lalu klik tombol parameter backup “Satker”.

Catatan : User level Satker hanya dapat memilih Tujuan ADK —Kanwil. User level Unit dapat
memilih tujuan ADK — Kanwil dan PA. Lalu Klik baris yang akan diproses, centang pada
checkbox di kolom “Pilih” dan mengisi data untuk dokumen pendukung. Klik tombol “Kirim
Dokumen” untuk mengupload file Dokumen Pendukung, dan kemudian klik “Proses”

untuk mengirimkan ADK ke Kanwil.

kpa 634260_196006031985021001 - 2019 - KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN(634260) - 63426000 - APPROVAL - SATKER - 015081000634260000KD

Kirim ADK
™ Administrasi ~
m Bendzhara ~ | Jenis ADK (@) span SAKTI Tujuan ADK (@) KanwiL
B GL dan Pelaporan v
Tshun Anggaran 1
B Pembayaran v & B
|. Faerae A Dstayang dibackup | RKAKL | Dats Pegawai
L ar: ol
m RUH v Parameter Backup i
I m ADK ~
= SEK v Sather
' RKAKL POK @ Nasiemen talan 015 v KEMENTERIAN KEUANGAN
B Kirim
B Kirim ADK Nares Nama Unit 08 v DITIEN PERBENDAHARAAN
I Monitoring v Lokasi 29 v BANTEN
m Cetak Formulir v
m Pegaus -
m Konsolidasi v =R
m Utility v
W Laporan / Cetak v Satker, Dekon Nama Satker History Pilih
015086342602 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS BANTEN {AD1) USULAN_DIPA_REVISI 1
Normor Surat Pengantar Tanggsl Surst Pengantsr n

< sakti | Build 2 Agt 2019 13.55.04

K.3. Revisi Halaman lll Dipa Pada Aplikasi Sakti

Revisi halaman Il DIPA pada aplikasi SAKTI hampir sama dengan revisi DIPA biasa, namun tidak
ada perubahan pada RUH Belanja.

Secara Umum, proses RKAKL dan Revisi memiliki tahapan yang sama, diantaranya :

- Memilih Status Histori;

- Edit RUH Belanja;

- Edit form POK untuk Rencana Penarikan Dana Bulanan;

- Edit form Estimasi Pendapatan/Penerimaan;

- Validasi Data Belanja;

- Approval oleh KPA.
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Proses Revisi harus urut dan menunggu proses sebelumnya untuk selesai sebelum memulai
proses revisi yang baru. Apabila proses revisi DIPA belum selesai, namun satker mengajukan revisi
satker, maka pagu yang akan aktif adalah pagu revisi DIPA.

Untuk Revisi Satker tidak menghasilkan ADK apapun kecuali untuk backup saja. Pengiriman
ADK Revisi Satker ke kanwil akan menyebabkan masalah perbedaan status histori pada aplikasi
SAKTI dan SatuDJA.

Seluruh Revisi yang akan diajukan ke kanwil harus memilih status revisi USULAN REVISI DIPA,
bukan REVISI SATKER. Termasuk juga diantaranya Usulan Revisi Halaman Il Dipa dan Revisi

Triwulanan, meskipun tidak ada perubahan pada RUH Belanja.
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F.A.Q

(Frequently Asked Question)

1. DS pada matriks usulan revisi semula berisi null?

- lihat menu monitoring Digital Stamp terlebih dahulu kemudian lakukan cetak matriks
usulan revisi kembali.

2. Validasi Data belanja tidak valid?

- klik tombol cetak validasi, kemudian sesuaikan. Apabila tidak mengetahui maksud dari
kode validasi yang keluar, klik tombol Lihat Kode Validasi.

3. Salah satu atau beberapa Output pada RUH Belanja sedang digunakan oleh salah satu
pengguna?

- Periksa user tersebut, apakah sedang login dan mengakses menu RUH Belanja untuk
Output tersebut.

4. Jumlah volume pada matriks usulan revisi berubah sehingga DS berubah?

- Cek aplikasi KRISNA, apakah aplikasi Output di SAKTI sudah sesuai.

5. Jumlah pagu pada form RUH Belanja tidak sama dengan pagu total?

- Periksa mapping pagu antara operator dengan PPK, apakah operator tersebut di-

mapping dengan PPK khusus sehingga tidak mengakses pagu Satker secara utuh.
6. ADK revisi tidak terbentuk pada folder direktori?

- Perhatikan saat instalasi SAKTI dan saat membuka aplikasi SAKTI, apakah sudah
menggunakan user yang sama.

7. Ketika melakukan revisi halaman Il DIPA, matriks hal 3 tidak bisa dicetak?

- Cetak laporan matriks usulan revisi untuk format 3 akan muncul apabila ada
perubahan/revisi hingga di level detil/item, sehingga apabila tidak ada perubahan di
level detil maka laporan format 3 tidak akan tayang/cetak, dan yang hanya dapat
ditayang/cetak hanya format 1 dan 2 saja.

8. Muncul notifikasi “Error 0073” Saat Validasi Data Belanja di Aplikasi SAKTI?

- Ketika proses Revisi DIPA, pada menu penganggaran --> RUH --> Belanja, ketika akan
divalidasi, muncul Error kode 0073 vyaitu volume dan satuan komponen tidak boleh
kosong, hal ini disebabkan karena terdapat volume dan satuan dalam komponen yang

belum terisi. Silahkan cek satu persatu komponen, kemudian isi volume dan Satuannya.
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9. Saat revisi POK muncul pesan notifikasi “Tidak bisa melakukan revisi hingga DIPA revisi
terbit dan dikonversi ke SAKTI”?

- Apabila pernah melakukan revisi DIPA sebelum melakukan revisi POK tersebut, maka
pastikan status dari revisi DIPA yang dilakukan sebelumnya sudah terbit di satuDJA.
Apabila benar sudah terbit di satuDJA,silahkan masuk ke aplikasi SAKTI Modul
penganggaran>>Utility>>Konversi Data>> klik tombol kirim ADK RKAKL.

10. Bagaimana melakukan proses Pembatalan Revisi Anggaran di Aplikasi SAKTI?

- Proses pembatalan usulan revisi dapat dilakukan apabila Satker ingin membatalkan
proses usulan revisi yang sudah dibuat sebelumnya sehingga status histori akan
kembali ke status histori sebelumnya. Kondisi sebagai prasyarat Satker agar dapat
melakukan pembatalan yaitu data belum disetujui oleh approver (KPA). Lihat pada
menu penganggaran --> monitoring --> monitoring submit dan approve data. Pastikan
pada tabel revisi POK 1 belum tercentang ceklis pada kolom validate

11. Ketika melakukan revisi Halaman 3 DIPA pada modul anggaran SAKTI, kenapa ada selisih
pada bulan tertentu, padahal secara pengaturan jenis belanja sudah sesuai dengan antara
realisasi dan rencana?

- Secara aturan, penyesuaian rencana dengan realisasi harus disesuaikan oleh Satker
setiap bulan pada bulan berikutnya yang disesuaikan melalui menu RUH POK pada
aplikasi SAKTI. Penyesuaian rencana dengan realisasi secara otomatis dapat dilakukan
melalui menu AFP hanya dengan syarat yaitu sebulan setelah bulan berkenaan.

12. Kesulitan mengajukan revisi POK, dikarenakan terkendala dengan berubah-ubahnya
volume pada output?

- Aplikasi SAKTI terinterkoneksi dengan aplikasi KRISNA yang ada di Bappenas terkait
dengan data referensi mulai dari Program, Kegiatan, sampai dengan Komponen.
Adapun referensi volume Output juga ditentukan oleh aplikasi KRISNA, dan aplikasi
SAKTI hanya mengisi besaran nominal pagunya untuk masing-masing Satker pada
menu RUH Belanja. Oleh karena itu, apabila Saudara mengalami perubahan volume
yang selalu berubah, silakan Saudara menginformasikan hal tersebut ke Bappenas
melalui Unit Eselon | Satker.

13. Kesulitan untuk melakukan revisi DIPA (POK) terkait tunggakan tahun lalu di modul

penganggaran Aplikasi SAKTI?

64

D "=SITP m



- Untuk perubahan/revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan jumlah rupiah
maupun volume, maka hal tersebut masuk kategori revisi DIPA, bukan revisi
kewenangan Satker (POK), sehingga secara sistem akan tertolak saat dilakukan
penyimpanan. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah menghapus status histori
revisi Satker yang sudah direkam kemudian buat status histori baru yaitu Revisi DIPA.

14. Ketika mengedit RPD di modul sakti untuk semua bulan tetapi untuk bulan Januari tdk bisa
diedit tetap berisi angka 0, bagaimana cara mengaktifkan bulan Januari agar bisa diedit?
- Penyesuaian dapat dilakukan dengan cara mengubah tanggal komputer menjadi bulan

RPD bersangkutan.

15. Selama kita mengajukan revisi ke eselon 1 yang kemudian akan diteruskan ke DJA, apakah
tetap bisa melakukan revisi POK?

- Untuk proses revisi pada aplikasi SAKTI, harus selesai satu per satu terlebih dahulu,
dalam arti tidak dapat membuat usulan revisi kembali apabila sudah ada usulan revisi
yang belum selesai. silakan dibatalkan terlebih dahulu proses revisi ke DJA, kemudian
membuat usulan revisi POK, selanjutnya dapat membuat usulan revisi DIPA ke DJA
kembali.

16. Mengapa Digital Stamp satker kami berubah? Padahal yg direvisi hanya sebatas revisi
administrasi , yaitu revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pd halaman Il DIPA dan
pergeseran pagu dalam satu output yg sama (revisi POK) . Berikut kami lampirkan Matriks
Perubahan Semula-Menjadi format 1, 2, dan 3?

- terdapat satu langkah yang belum dilakukan yaitu menekan tombol simpan pada menu
RUH Belanja sehingga  digital stamp  belum ter- generate kembali terhadap
perubahan-perubahan yang dilakukan. Silahkan klik tombol simpan lalu periksa
kembali data SAKTI Satker.

17. Mengalami masalah ketika operator membuka modul penganggaran tidak dapat
mengakses menu pok dan menu rincian kertas kerja anggaran pada laporan/cetak, ada
informasi keluar bahwa belum dilakukan mapping PPK?

- Silahkan melakukan mapping Operator dengan PPK Satker Saudara melalui modul
Admin dengan sub modul Anggaran

18. Terkait revisi dipa melalui Aplikasi SAKTI. di menu RUH waktu mau menghapus akun

521119 di output 501 (karena akun tsb tidak boleh ada di 501) hasilnya tidak bisa dengan
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keterangan sudah ada realisasi, padahal realisasi tersebut sudah dibuat SPM koreksi dr

akun 521119 ke akun 521219 dan sudah disetujui KPPN?

- Untuk perubahan akun setelah melakukan koreksi SPM, tidak dilakukan dengan
menghapus akun dan menambahkan akun baru, namun dengan mengubah pada RUH
Belanja dengan mengklik kanan pada akun bersangkutan dan memilih fungsi ubah
akun.

19. Pada saat merestore adk GPP ke SAKTI modul Penganggaran, muncul notlfikasi Berhasil

Upload 0 dari O record ( Data Gaji pd GPP tidak muncul di SAKTI )?

- data pegawai sudah ada, silakan cek pada modul Penganggaran, menu Pegawai -- RUH
Data PNS Pusat. Selanjutnya pada menu RUH Belanja dapat langsung dilakukan

penghitungan Gaji pada komponen 001 Gaji dan Tunjangan.
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LAMPIRAN 4
NAMA-NAMA PENGADILAN YANG TELAH
DITENTUKAN UNTUK MELAKSANAKAN P4GN TA. 2021



Nama-nama Pengadilan yang telah ditentukan untuk melaksanakan P4GN

TA. 2021
1. | PN. Serang 10. PN. Pidie 19. | PN. Depok
2. | PN. Jambi 11. PN. Lhokseumawe 20. | PN. Kupang
3. | PN. Pontianak 12. PN. Sabang 21. | PN. Mataram
4. | PN. Palangkaraya 13. PN. Bireun 22. | PN. Jayapura
5. | PN. Banjarmasin 14. PN. Langsa 23. | PN. Merauke
6. | PN. Samarinda 15. PN. Sarolangun 24. | PN. Sorong
7. | PN. Palu 16. PN. Tebo 25. | PN. Nabire
8. | PN. Kendari 17. PN. Sungai Penuh
9. | PN. Gorontalo 18. PN. Muaro Bungo
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